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PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

a.

1.

KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2), Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa RKPD menjadi Pedoman
Penyusunan RAPBD;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah untuk
menyesuaikan dengan perkembangan tahun berjalan yang
disebabkan sesuai Kriteria yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b
tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-....
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2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 43595);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang- ...




10.

31

12.

13.

14.

15.

.-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5324);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
diubah beberapa Kkali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua ...




16.

17;

18.

19.

20.

21

22.

23.

o

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerag Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kewenangan
Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);

24. Peraturan...




Menetapkan :

.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
20113

23. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2013.

(1)

(2)

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut (RKPD) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2013 adalah Rencana Tahunan yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini memuat:
BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun
sebelumnya dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah

BAB III Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
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BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Perubahan Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah

BAB VI Penutup

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 merupakan dokumen
lanjutan dari RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, yang
disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD

Tahun 2013 yang meliputi:

a. perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan;
b. prioritas dan sarana pembangunan;

c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, digunakan sebagai:

a. pedoman dalam menyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2013;

b. pedoman Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013.

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5....




. O
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Juli 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR
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Kabupaten Kutai Timur

BAB Il

BAB IV

BABV

BAB VI

PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
£ | Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 Dan
Perkiraan Tahun 2012...
3.1.2 Tantangan F’erekonomran Daerah Tahun EO’f 3 dan
3.1.3 Prospek Perekonom1an Daer‘ah Tahun 2[]1 8 Dan
Tahun 2014 ...
3.2. Perubahan Ar-ah Kebuakan Keuangan Daerah ..............................
32.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.......o.oooooeovo.
3.22  Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah ...,
3.2.3  Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.........eo.....

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH oo,

4.1, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ...
4.2.  Prioritas dan Pembangunan DEerah ...

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

5.1 Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah....

PENUTUP

6.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan...
6.2 Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan
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31

34
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Perubahan RKPD Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur

Tabel 2.1

Tabel 2.2
Tabel 2.3

Tabel 2.4
Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 2.8

Tabel 2.10
Tabel 2.11
Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 2.14
Tabel 2.15
Tabel 2.16
Tabel 2.17
Tabel 2.18
Tabel 2.18
Tabel 2.20

Tabel 2.21

DAFTAR TABEL

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten
Kutai Timur

Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur

Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur Menurut Penggunaan
Lahan (ha) Tahun 2001

Potensi Di Setiap Kecamatan Kabupaten Kutai Timur
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK]) Kabupaten Kutai
Timur

Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dain Persebaran serta
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-
2012

Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan

di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2008-2012
Perkembangan PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun
20082012

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008- 2012 (Juta Rp)

Kontribusi Sektoral Tanpa Migas dan Batubara Tahun 2008-
2012

PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2012

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur tahun
2008-2012

IPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan

Tahun 2008-2012

Persentase Kemampuan Baca/ Tulis Penduduk usia 10 tahun
ke atas .

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Kemampuan Membaca dan Menulis, tahun 2008-2012
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Angka Partisipasi Kasar [APK) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2008-2012

Angka Partisipasi Murni [APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2008-2012

v
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Perubahan RKPD Takun 2013
Kabupaten Kutai Timur

Tabel 2.22
Tabel 2.23
Tabel 2.24

Tabel 2.25

Tabel 2.26
Tabel 2.27
Tabel 2.28
Tabel 2.28
Tabel 2.30
Tabel 2.31

Tabel 2.32

Tabel 2.33
Tabel 2.34
Tabel 2.35
Tabel 2.36
Tabel 2.37

Tabel 2.38
Tabel 2.39

Tabel 2.40
Tabel 2.41
Tabel 2.42
Tabel 2.43

Tabel 2.44

Angka Partisipasi Sekolah (APS] Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2008-2012

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2008-2012
Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio
Ketergantungan Tahun 2008-2012

Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja)
Menurut Kelompok Umur Kabupaten Kutai Timur 2008-
2012

Tingkat Pengangguran, Jumiah Angkatan Kerja dan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja [TPAK) Tahun 2006-2009
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Jumlah Guru per Kelas Rata-rata Terhadap Murid di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Persentase Siswa Jenjang PAUD/TK di Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2008-2012

Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Berdasarkan
Pendidikan Terakhir Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2008-2012

Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun
2008-2012

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2008-2012

Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Jenis
Permukaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-
2012

Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air
Bersih di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012
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Perubakan RKTPD Takun 2013
Kabupaten Kutai Timur

Tabel 2.45
Tabel 2.46
Tabel 2.47
Tabel 2.48
Tabel 2.49
Tabel 2.50
Tabel 2.51
Tabel 2.52
Tabel 2.53
Tabel 2.54
Tabel 2.55
Tabel 2.56
Tabel 2.57
Tabel 2.58

Tabel 2.59

Tabel 2.60
Tabel 2.61
Tabel 2.62
Tabel 2.63
Tabel 2.64
Tabel 2.685
Tabel 2.66

Tabel 2.67

Rasio Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Kutai Timur
Per Satuan Penduduk Tahun 2008-2012

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2008-2012

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Rasio Bangunan berIMB per Satuan Bangunan di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2008-2012

Data Angkutan Kota, AKDP dan Travel di Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2010

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2008-2012

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Volume Sampah yang tertangani di Kabupaten Kutai Timur
tahun 2008-2012

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah
Penduduk di Kabupaten Kutai Timur tahun 2008-2012
Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2008-2012

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2007-2011

Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenjang
Pendidikan Yang Ditamatkan (ljazah Tertinggi Yang Dimiliki) di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Jumlah Kepemilikan KTP, KK, Akte lahir, Akte Nikah di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten

. Kutai Timur Tahun 2008-2012

Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2008-2012

Rasio Akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-
2012 :

Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Sosial Kabupaten di
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Rasia Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan
Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2006-2008
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2008-2012
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Perubahan RKPD Takun 2013
Kabupaten Kutai Timur

Tabel 2.68
Tabel 2.69
Tabel 2.70
Tabel 2.71
Tabel 2.72
Tabel 2.73
Tabel 2.74
Tabel 2.75
Tabel 2.76
Tabel 2.77
Tabel 2.78
Tabel 2.79
Tabel 2.80
Tabel 2.81
Tabel 2.82
Tabel 2.83
Tabel 2.84
Tabel 2.85
Tabel 2.86
Tabel 2.87
Tabel 2.88
Tabel 2.89

Tabel 2.80

Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2008-2012

Jumilah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-
2012

Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2008-2012

Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2008-2012

Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2008-2012

Persentase PKK dan Posyandu Aktif di Kabupaten Kutai
TimurTahun 2008-2012

Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012 (dalam juta Rp)

Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Jaringan Komunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-
2012

Jumlah Surat Kabar, Radio, Televisi Lokal /Nasional di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Kutai
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal dari suatu implementasi pembangunan.
Perencanaan diperlukan untuk menentukan tindakan pada masa depan secara tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini
mengingat perencanaan diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman maupun
acuan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan yang diharapkan
sebagaimana mestinya. Dengan perencanaan yang lebih terarah dan terpadu serta
menyeluruh, diharapkan akan membuahkan hasil pembangunan yang lebih efektif dan
efisien.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatulingkungan wilayah/daerah
dalamjangka waktu tertentu.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajibban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan
nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD) u.ntuk jangka waktu 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)] untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah [RKPD) untuk jangka waktu 1
[satu] tahun.

Substansi RKPD mengacu kepada RPJMD dan RPJPD serta memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun
oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan
partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah

selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai
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komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten dan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi
dasar dalam penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD] dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan
rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD Kabupaten Timur Tahun 2013
adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran RPJMD
Tahun 2011-2015 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2013. RKPD Kabupaten Kutai Timu rtahun 2013 merupakan tahun ketiga dari
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis da npenting,
antara lain:

Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD.

b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa
program/ kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.

c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran
RPJMD.

d. Menjadilandasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD

e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD.

RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 memuat arah kebijakan
pembangunan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk
memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nemor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun perkembangan dalam tshun berjalan terjadi perubahan-perubahan
asumsi, maka dapa tdilakukan perubahan RKPD Tahun 2013 dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah yang tertuang dalam pasal 285 dalam hal tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:
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a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

C. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timu
rmelakukan perubahan RKPD Tahun 2013 dengan mempertimbangkan adanya hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan guna menyesuaikan perubahan
perkembangan keadaan yang terjadi serta pertimbangan karena adanya perubahan
asumsi keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur padatahun 201 3.

Adapun perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 disusun dengan
tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan perubahan RKPD;
b. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
c. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD;
d. Penetapan Perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja,
pendanaan dan prakiraan maju dengan mem.pertimbangkan kerangka pendanaan
dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
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Dasar Hukum Penyusunan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1893 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendasharaan Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400];

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844 )

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Perubakan RKPD Takun 2013

T




Bab I Pendahuluan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

11.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20C7 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725j;

12.Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

13.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20039 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 150]);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89];

18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19);

19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tshun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Perubahan RKPD Takun 2013

T ooa




@ Bab I Pendahuluan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20.Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;

21.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesis;

24.Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

25.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangain Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

27.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0188/M
PPN/04,/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07,/2010 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2013;
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30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-
2025,

31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2008-2013;

32.Peraturan Daserah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2010 (Lembaran Daersh
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004 Nomor 0B];

33.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur [Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

34.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor
2);

35.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tantang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai
Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);

36.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 4);

37.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08);

38.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).

38.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);

40.Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Kerja
PembangunanDaerah KabupatenKutaiTimur Tahun 2013.
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1.3

Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan
antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga
provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan
Gambar 1.1 di bawah ini, RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan
RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas
menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD
provinsi, dan selanjutnya juga mernjadi pedoman penyusunan RPJPD
Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja
SKPD.

Gambar 1.1
BaganAlurPerericanaan

H

-

U7 Sistem Perencanaan

an Naxional

U7 Keuangan Negarea

Sumber : UU SPPN No 25 Tahun 2004

RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka

menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut
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1.4

menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional
dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerash (RKPD). Hubungan Renstra K/L
dengan RKP dan Renstra SKPD dengan RKPD adalah bersifat mengikat
yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima
tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD
adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus
memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem
penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena
itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan
tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program
dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta
perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing

program dan kegiatan.

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Perubahan RKPD KabupatenKutai Timur Tahun 2013, yang
mengimplemen tasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan
penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
. PENDAHULUAN
.1 Latar Belakang
Bagian ini menguraikan tentangpenjelasan maksud, tujuan dan dasar
pertimbangan perubahan RKPD.
.2 Dasar Hukum Penyusunan
Bagian ini mengemukakan dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, terutama tentang perubahan RKPD Tahun 2013
I.3 Hubungan antar dokumen
Bagianinimenguraikantentangdokurnen yang digunakandalampenyusunan
RKPD
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.4 Sistimatika Dokumen Perubahan RKPD
Bagian ini mengemukakan penyusunan dokumen perubahan RKPD
terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di
dalamnya

.5 Maksud dan Tujuan
Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD
tahun 2013 dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis.

Il. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Mendeskripsikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum
dan daya saing daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
2011 dan Realisasi RPJMD
Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah berupa
program dan kegiatan, indikator kinerja program serta capaian kinerja
RPJMD hingga tahun 2012 dan tahun 2013 Triwulan 2. Hal ini dilakukan
untuk:

a] Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target
kinerja yang diharapkan menurut RPJMD, target pembangunan nasional
(RPJM Nasional) maupun sektoral;

b] Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan sampai tahun 2013
triwulan I,

c) Mengetahui tingkat capaian realisasi target sampai tahun 2013 triwulan
Il.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Mengemukakan rumusan umum permasalahan pembangunan daerah

meliputi :

a) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah

b) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

* Perubahan RKPD Tahun 2013

LAY
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3.1

3.2

PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan dengan perincian, sumber
pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun
rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju
pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperiukan dalam
Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan :

Perubahan asumsi indikator makro ekonomi daerah

Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asumsi indikator makro
daerah dan kesesuaianya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta
tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 201 3.

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
pemerintah daerah berkaitan dengan perubahan pendapatan daerah,

pembiayaan daerah serta belanja daerah berdasarkan analisis.

3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pencapatan Daerah

Memuat penjelasan tentang analisis dan perubahan perkiraan

sumber-sumber  pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun

sebelumnya dan tahun berjalan, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Arah kebijakan

pendapatan daerah meliputi :

a]

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada
tahunanggaran berkenaan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-
sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat
terealisasikan dan sedapatmungkin mencapai lebihdari yang ditargetkan;
Uraian arah kebijakan berkaitan dengan perubahan target pendapatan
daerah.

Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai target.

Perubahan RKPD Tahur 2013
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3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai perubahan kebijakan penerimaan
pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dengan melihat
perkembangan tahun berjalan. Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan
kondisi keuangan daerah, apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran

ataukah dalam kondisi Surplus Anggaran.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang terkait langsung dengan
pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung)
dalam APBD.

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit program prioritas dan sasaran
pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan serta sasaran
pembangunan lima [5) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013
Mengemukakan bahwa prioritas pembangunan daerah tahun rencana
pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana
yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah
(RPJMD] tahun rencana.

V. PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana perubahan program dan

kegiatan prioritas daerah vyang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunandan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD. Rencana perubahan program dan kegiatan prioritas harus

mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

" Perubahan RKPD Tahun 2013
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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kutai Timur dapat dijelaskan dari
aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan

aspek daya saing daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek geografi menjelaskan karakterisitik lokasi dan wilayah, potensi dan
pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan
aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi

masyarakat.
a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari

beberapa aspek:
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran wilayah
berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 19389, yang meliputi 5
kecamatan.Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16
Tahun 1988, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 wilayah kecamatan,
dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12
Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 135 desa.

Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km?2 atau sekitar
17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Batas wilayah Kabupaten Kutai
Timur sebelah utara adalah Kabupaten Berau, sebelah selatan dan barat berbatasan
dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah timurberbatasan dengan Selat

Makasar dan Laut Sulawesi,
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Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa
di Kabupaten Kutai Timur

: L - aknya Rojiveee ot AU DS e
| No. Keca.manan Bag;;say S T
_____ (1] (2] (3] ) (5]
_______ 1| Muara Ancalong 3 273930 | 766
o | Busang 6 372162 | 1041
3 | Long Mesangat 7 526,88 147
4 | Muara Wahau ) 5.724,32 | 16,01
______ 5 | Telen = 7 3.129,61 | 875
B | Kombeng 7 581,27 1,63
7 | Muara Bengkal 7 152280 | 426
8 | BatuAmpar 8 204,50 0,57
9 | Sangatta Utara 4 126258 | 353
10 | Bengalon 11 3.196,24 8,94
| 11| Teluk Pandan 6 83100 | 232
' 12 | Rantau Pulung 8 1,660,85 4,65
' 13 | Sangatta Selatan 4 143,82 | 040
| 14| Kaliorang 7 3.322,58 8,29
| 15 | Sangkulirang 13 43891 | 125
16 Sandaren , 7 341930 | 957
17 | Kaubun | 8 25745| Q072
| 18 | Karangan 7 3.064,36 8,57
| Kabupaten Kutai Timur | - 135 85.747,50 | 100,00

Sumber:SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011
2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Kutai Timur berada pada 115° 56'26" - 118°58'19"
Bujur Timur dan  1°17'1" Lintang Selatan - 1°52'39 Lintang Utara. 115°58'26" -
118°58'18" Bujur Timur dan 0°02'11" Lirtang Selatan - 1°52'39" Lintang
Utara.letak geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi cukup
strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah
luar, baik dalam skala nasional maupun internasional, terutama dengan adanya
dukungan fasilitas transportasi.

Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya yang dikaitkan dengan
wilayah lebih luas adalah sebagai berikut:

a] Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan
yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II}- Tanjung Redeb ke
Samarinda (Kota Orde kbu Kota Provinsi) - Balikpapan (Kota Orde 1) -
Kabupaten Penajam Pasir Utara-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan

Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang
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mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan kedalam
Kabupaten Kutai Timur.
Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai 152

km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi dan

' juga bagian Laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan

Indonesia (ALKI) I, sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena

berada pada jalur transportasi laut internasional.

3. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa daratan landai,

bergelombang hingga berbukit-bukit dan pegunungan serta pantai, dengan ketinggian

tanah bervariasi antara O-7 meter hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan

laut. Wilayah dataran mencapai 46%, pegunungan 30%, perbukitan 16% dan lainnya

mencapai 8%.

b)

Di antara variasi topografi yang dimaksud adalah:

Kawasan yang relatif datar dan landai terdapat di Kecamatan Sangatta,
Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan
Sangkulirang, sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi areal permukiman,
pertanian, industri berat, pengembangan tanaman keras dan kawasan
prioritas untuk pengembangan lapangan terbang.

Kawasan pegunungan kapur terdapat di daersh Kecamatan Sangkulirang,
Muara Wahau dan Muara Ancalong, sesuai untuk pengembangan pertanian
tanaman tertentu seperti jati dan karet.

Jaringan sungai terdapat di seluruh kecamatan terutama Sungai Sangatta,
Sungai Marah dan Sungai Wahau. Sungai-sungai di daerah tersebut airnya
dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai sumber air minum dan jalur
transportasi air antara daerah pantai dan daerah pedalaman. Sedangkan
danau terdapat di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau
Karang, berpotensi sebagai sumber mata air maupun perigembangan
perikanan budidaya air tawar.

Wilayah pantai berada di sebelah timur kabupaten dengan ketinggian antara
0-7 m diatas permukaan laut. Wilayah ini mempunyai kemiringan lereng

datar, mudah tergenang rawa dan merupakan daerah endapan.
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4. Geologi Tabel 2.2
) e Penyebaran Fisiografi
Kabupaten Kutai Timur, secara bupaten Kutai Timur
geologi sebagian besar didominasi oleh | No | afi Luas [Ha)
Formasi Pemaluan yang tersebar di T T i
bagian tengah dan timur serta alluvium 2 19097 ;
yang tersebar disepanjang pantai. | 2 1.505.176
Disamping 1tu terdapat kandungan batuan | 3 14.161
endapan tersier dan batuan endapan [ 5 | 12372
kwartier. Formasi batuan endapan | ° 5 156,804
e B 251840 |
terutama terdiri dari batuan kwarsa dan - : L
. 7 534.765
batuan liat. 3 355538
Tingkat kemampuan tansh sangat |5~ 70.105 |
bervariasi dari rendah sampai dengan Sumber: N
tinggi. semakin banyak faktor penghambat Aevisl RTRW Kabupaten iKutsi Timur. 2007

yang dijumpai disuatu wilayan seperti

lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan
kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan
Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah nodsolik merah kuning, latosol dan
litosol.  Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podso!, dan podsolik

merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

5. Klimatologi

Kabupaten'Kutai Timur berikiim hutan tropika humida dengan suhu udara
rata-rata 26°C, di mana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai
5%7°C. Jumlah curah hujan antara 2000-4000 mm/tahun, dengan jumlah hari
hujen rata-rata adalah 130-150 hari/tahun.

8. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2001 sebanyak
38,8% merupakan kawasan hutan, yaitu hutan primer, hutan bekas tebangan, hutan
belukar, hutan kerangas, hutan di karst, hutan sejenis (HTI), hutan rawa, dan
mangrove. Hutan primer banyak dijumpai di daerah pegunungan yang tersebar pada
bagian barat KabupatenKutai Timur, yaitu kecamatan Muara Wahau, Telen, dan
Busang. Kabupaten Kutai Timur juga terdapat 2 danau sabagai sumber mata air,
yaitu Denau Ngayau (1800 ha) dan Danau Karang (750 ha)] yang semuanya
terdapat di Muara Bengkal
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Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 52,01%
didominasi oleh belukar (32,2%) dan alang-alang (13,2%). Kawasan pertanian
sebanyak 3,5% atau sekitar 108.056 Ha, meliputi perkebunan, sawah dan lahan
pekarangan. Sedangkan penggunaan lahan untuk perikanan masih sangat kecil
meskipun mempunyai potensi sangat besar, baik untuk budidaya kolam maupun
perairan umum. Penggunaan lahan lainnya adalah pertambangan batubara sebesar
0,22% atau sekitar 7.113 Ha.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Menurut Penggunaan Lahan (ha) Tahun 2001

R

No  Penggunaan | Luas(Ha) | (%] | | No | Penggunaan Luas (Ha) (%)
Lahan ! Lahan L R
R 3] () (1] R T T

1 | Hutan Primer | 443.035 13,40 13 | Belukar 1.062.811 32,15
""" 2 | Hutan Bekas 562816 | 17.03 14 | Padang. - 28818 0.87
y | Tebangan : rumput Rl :

3 | Hutan B84.465 2,96 15 | Alang-Alang 437488 13,24
| Belukar i e

4 | Hutan 1.382 0,04 { 18 | Perkebunan 28.083 0,88
i | Kerangas ; s ; S ;

5 | Hutandikarst | 106.338 322 17 | Sawah 3478 0,11
6 | Hutan rawa 11.788 0,36 18 | Tambak 78 0,00
7 | Mangrove 34318 1,04 18 | Tambang 7113 022

” Batubara : :

8 HTI 1 30.885 0,93 20 | Pemukiman . 18802 0,57

8  Ladang | 15775 0,48 21 | Danau ©. 804 0,01

10 LahanBassh |  38.740 117 | 22 | Sungai . 14506 044
11 | Lshan 53.124 1,61 23 | Awan - 8682 0,26

Terbuka o
| Kerst it

12 | Lahan 5019 0,27 24 | Tidak ada 302.538 915
______ terbuka ' data el

Jumlah 3.305.468 | 100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Kecamatan pemekaran yang menjadi wilayah perencanaan merupakan
kawasan yang berkembang berdasarkan karakteristiknya masing-masing, seperti
Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal yang dulunya berkembang di
sepanjang Sungai Kelinjau. Sedangkan, Kecamatan Sangkulirang merupakan
kecamatan yang lebih dikenal terlebih dahulu dari pada Ibukota Kabupaten yaitu
Sangatta karena posisi geografisnya berada di kawasan pesisir pantai yang
memudahkan transaksi barang dan jesa lebih mudah. Tetapi seiring dengan
perkembangan sistem ekonomi dan perubahan sistem kegiatan di Kabupaten Kutai

Timur, karakteristik yang ada tersebut mengalami penggeseran sehingga

- - i mim aE




menciptakan kluster-kluster perkembangan.

Gambar 2.1
Sub Wilayah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur
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Sumber:Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007
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Pengembangan wilayah yang berpoterisi di dalam RTRW Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2007, selain memperhatikan adanya pergeseran tersebut diatas, juga
direncanakan terdapat 4 SWP [Subwilayah Pengembangan). Adapun SWP tersebut

terdiri dani:

a] SWP | :Berpusat di Sangatta Utara

b) SWP Il :Berpusat di Ibukota Kecamatan Sangkulirang
c] SWP Il :Berpusat di Ibukota Kecamatan Muara Wahau
d) SWP IV:Berpusat di Muara Bengkal
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Potensi masing-masing kawasan perencanan di 18 kecamatan pemekaran

Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur
No n “Kecamatan Potensi
(] Iz IE] =
1 | Muara Ancalong (lbukota | Terdapat potensi perkebunan sawit yang saat ini dikelola oleh PT. 3 S
| Kecamatan: Kelinjau Ulu dan {Sawit Sukses Sejahtera). : D
| Kelinjau llir) g LS ; e N, ;
2 | Busang Memiliki potensi pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi
lading
Sektor Perkebunan dengan komoditas utama coklat, jeruk, dan pisang
Terdapat potensi bahan galian dan tambang berupa emas dan besi
<] Long Mesangat (Ibukota Sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah petani, dengan komoditi
Kecamatan: Sumber Sari) pada umumnya adalah: Padi, Kacang, Jagung. s :
Pada umumnya masyarakat transmigrasi terdiri dari suku yang berasal
dari Indonesia Timur. ali, Jawa, dan Sunda yang memiliki budaya bertani
dan bercocok tanam.
Potensi perikanan yang terdapat di desa Melan dan Sumber: sari
(komaditi ikan Patin] di Sungai Long Mesangat bantuan merupakan salah
satu program dari Pemkab. ' S G
4 Muara Wahau Terdapat perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, coklat

Memiliki hamparan dominan yang landai [C-7%] dengan ketinggian vang
variatif antara O - 1000 dpl dan pegunungan kapur sehingga sangat
kondusif untuk pengembangan perkebunan jati dan karet.

| Telen

| Memiliki perkebunan produktif dengan komoditas utama kelapa sawit dan
coklat
Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang m'emi?iki-kan_dungan logam
mulia berupa emas SER = i B, ;
Kongbeng Terdapat pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama padi

Memiliki sektor perkebunan yang cukup potensial berupa perkebunan
kelapa, coklat, lada, karet, kelapa sawit 51 :

Sektor Peternakan dengan komaoditas sapi

Muara Bengkal (Ibukota
Kecamatan: Muara Bengkal
Ulu)

Danau kecil di Benua Baru sebagai potensi sumber air baku dan sudah
terdapat jaringan air bersih yang intake PDAM:nya berasal dari danau
tersebut. 5 =

Potensi perkebunan yang besar mengundang investasi seperti Telen
Prima Sawit [milik Haji Gunung putra daerah yang berasal dari Muara
Bengkal).

Potensi perikanan dengan jenis komoditi lkan: Pipija, Baong, Saleh, Patin,

| Jelawat, lkan Betutu [orientasi ekspor berdasarkan survei ‘wawancara).

: éa?.u Ampar [Ibukota
' Kecamatan: Batu Timbau)

Potensi HTI (Hutan Taniaman Industri) yang cukup luas untuk sentra
produksi hutan.

' Sangatte Utara

KPC [Kaltim Prima Coal)] sebagai perusahaan tambang terbesar di
Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan 'kota mandiri’ di Kawasan
Perkotaan Sangatta merupakan potensi sebagai pusat pertumbuhan
khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa.

Memiliki kawasan pariwisata lokal di Tanjung Sangatta yang dapat
dikembangkan sebagai wisata pantai dan wisata pesisir.

Sungai Sangatta sebagsi sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan
air bersih di kawasan perkotaan. g i

Bengalon

Potensi perkebunan sawit di Desa Tepian Langsat dan Keraitan serta
perkebunan Kakao di Desa Sekerat

Teluk Pandan (Ibukota
Kecamatan: Teluk Pandan)

| Memiliki

! potensi pertanian dengan komoditi padi sawah, pisang, dan
| cokelat. :
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' 'k'ecamatan

Potensi

(2

(3]

Komoditi unggulan yang sedang dan akan dikembangkan oleh kecamatan
ini adalah: Jeruk Martadinata, Pinili, Nenas, Salak

! Ran:.au Fz’ulung (Ibukota
. Kecamatan: Margo Mulyo)

Memiliki potensi pertanian karena pada umumnya masyarakatnya adalah

‘transmigran yang sudah terlatih  untuk membudldayakan -lahan

pertaniannya (sawah tadah hujan dan buah -buahan)

Memiliki kandungan tambang batu bara.

13

14

17

Sangatta Selatan (lbukota

| Kecamatan: Sangatta
| Selatan)

Potensi sektor pertanian yaitu sayur-sayuran dan produksi ikan segar
khususnya ikan bandeng dan ikan kekap. Potensi perikanan tersebut lebih

‘banyak dibudidayakan di tambak dan sebagian: !agl dar'r has:l ‘tangkap
~nelayan laut.

Memiliki potensi wisata lokal di Teluk L.ombok maupun Teluk Kabak.

Pusat pertumbuhan di kecamal:an ini adalah pasar ikan yang terdapat di
Desa Sangatta Selatan. i

Kaliorang a

Terdapat perkebunan dengan komoditas andalan kelapa, coklat. kopi dan
pisang

Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan menjadi salah satu
sektor yang tumbuh dan berkembang dengan baik 'dengan komoditas
perikanan tangkap

Peternakan sapi sebagai penopang kebutuhan dagmg Kabupaten Kutai
Timur

Terdapat potensi bahan galian berupa besi. gipsum serta pasir kuarsa

Sangkulirang (lbukata
Kecamatan: Bernua Baru Ulu)

Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi untuk produksi
perikanan laut dan out/et barang se-kabupaten.

‘Potensi perikanan laut saat ini yang cukup besar dengan komodltl adalah

udang lobster.

| Sandaran

Memiliki potensi perkebunan dengan komoditas utama kelapa, pisang,
coklat, lada

~| Menjadi salah satu wilayah sentra produksi sayur mayur

Dengan posisi wilayah yang terletak di pesisir, potensi perikanan menjadi
potensi yang cukup potensial baik tambak, kolam ataupun perikanan
tangkap

. Kaubun (Ibukota Kecamatan;

Bumi Etam)

“Potensi perkebunan sawit saat ini pengelolaannya masih d:domlnam ‘oleh

perusahaan-perusahaan besar,

Didominasi oleh masyarakat transmigrasi yang Uerlar.ih untuk ber‘bani dan
berkebun sehingga memudahkan untuk pengembangan program
pertanian.

Karangan (Ibukota
Kecamatan: Karangan
Dalam)

Sungai sebagai potensi air baku untuk keperluan sehari-hari. -

Memiliki lahan hutan dan perkebunan yang cukup luas yang dimanfaatkan
untuk perkebunan rakyat dan milik perusahaan.

Potensi unggulan untuk perkebunannya yaitu perkebunan kelapa sawit,

tambang batu bara yang saat ini sudah mulai eksploras:. pariwisatanya
yaitu wisata air panas (desa mukti lestari) dan goa kelelawar, walet serra :
terdapat air panas dan air terjun (desa pangadan dan karangan hilir).

Sumber‘
- Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kecamatan Kabupaten Kutim Tahun 2008
- Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

- Data diolah

Potensi permintaan hasil produksi wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya

hasil produksi yang berbasis sumberdaya yang dapat diperbaharui, diantaranya

adalah hasil produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan yang

berada di kawasan budidaya.Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumberdaya

- - T e i Wiz paer it
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alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.Kawasan budidaya mencakup
kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pertanian tanaman pangan,
perikanan, peternakan, perkebunan, hutan produksi perindustrian, pertambangan,
pariwisata, kawasan Hankam dan kawasan lainnya.

Daerah yang termasuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK] di
Kabupaten Kutai Timur terdapat di 11 wilayah kecamatan dengan peruntukan

perkebunan yang dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK]) Kabupaten Kutai Timur

' No [KecamL;tZans/l Desa) Peruntukan No Loeel %:g:;n atarr/ : Peruntukan
| (1] (2] (3] (7] S S e
1 Bengalon _ 8 | Sandaran ;
- Tepian Langsat ! Sawit - Susuk Dalam: | Sawit, Karet
- Keraitan | Sawit - Susuk Luar Sawit
- Sekerat | Kakao - Manubar | Karet "
2 Kaliorang - ; | - Marukangan Karet
- Selangkauﬂwm | Kakao ! 89 | Sangatta n s eee
- Bumni Rapak Sawit, Kakao - Rantau Pulung. * | Kenaf
"~ Bumi Etau Sawit 10 | Sangkulirang | e
B Cipta Graha Sawit - Karangan Dalam | Sawit, Cokelat,
i st Pisang, Kaekao
| - Bukit Makmur Sawit - Tp.Terap .| Sawit.
| - Bukit Permata Sawit, Kakao - Pelawan | Sawit
- 3 | Kaubun et Ker'ayaarr.-- : - I"Sawit, Cokelat,
| . : | Pisang '
| |- BumiRapak Sawit 3 MunduDafam | sawit
| 4 | Kongbeng e : SEWIE S
'E | - Miau Baru Cokelat/Lada, - BtLepnq | Sawit, Kakao
Jarak Pagar
5 Muara Ancalong - Kar‘angan R BN i S
. "i'._ci:u—g_';fesak Sawit - Baay | Sawit, Pisang
Senylur o | Sawit - Pengadan | Sawit,Kakao
8 Muara Wahau - Mandu | Sawit
Dabeq | Sawit - Sempayau ‘Sawit,
- Nehes Liahbing Sawit | - Keraitan . | Sawit, Kakao
Benh'éém Sawit j - Tanjung Manis | Sawit, Cokelat
- Diaklay Sawit [ 11 | Telen=i
7 Muara Bengkal | - Jukayaq
- Batu Ampar Sawit - BtRedi
8 | s andaran PR i - Muara Halog
f - Susuk Dalam Sawit, Karet - Marhalog
.:'-‘.' Susuk Luar Sawit - R
| - Manubar Karet
' - Marukangan Karet

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007
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1. Kawasan Hutan

Kawasan hutan dibedakan menjadi dua yaitu hutan yang berada dalam
pengawasan Unit Hamparan Pengkajian (UHP] dan hutan rakyat. Sedangkan Hutan
Produksi menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dibedakan menjadi 3 macam
kawasan yaitu: &) Kawasan hutan produksi terbatas, adalah kawasan hutan dengan
faktor-fakcor kelaslereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing
dikalikandengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di
luarkawasan hutan lindung, hutan suaka alarn, hutan pelestarian alam, dantaman
buru, b) Kawasan hutan produksi tetap, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktcr
kelaslereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikandengan
angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luarkawasan hutan
lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dantaman buru, c] Kawasan
hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secararuang

dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatankehutanan.

Pengaturan kawasan hutan produksi menurut undang-undang nomor 41
tahun 18989 meliputi: a) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan
kawasan, pemanfaatan jasalingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan
kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, b] Pemanfaatan hutan
produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayuy, izin
usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan
izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dengan demikian di kawasan hutan produksi
tersebut dapat dimanfaatkan oleh perorangan atau koperasi yang telah memperoleh
jin dapat menanam dengan sistem tumpang sari sepanjang tidak mengganggu

fungsi hutan tersebut.

2. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi
menjadi 2 bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan
kering.

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman
pangan lahan kering yang meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman
solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering
berada di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua

kecamatan yang ada. Sedangkan kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan lahan

- - ae el metim
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basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan
luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara
Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan,
berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten
dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan
hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan
jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup
nasional.Sedangkan komoditas lainnya, seperti padi, palawija dan buah-buahan juga
mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan
dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih luas [nasional maupun ekspor)
pada jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan budidaya dalam skala kecil yang telah dilakukan di Kutai Timur
mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa padi
sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Penggunaan tanah untuk pertanian khususnya tanah sawah tiap tahun
mengalami penyusutan luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak
dilaskukan upaya pencegahan alih fungsi, akan menjadi polemik dimasa yang akan
datang yang meliputi berkurangnya produktivitas padi yang mengakibatkan goyahnya
swasembada pangan.Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah usaha semaksimal
mungkin pencegahan berkurangnya lahan sawah seminimal mungkin, terutama

untuk lahan irigasi teknis dan lahan produktif lainnya.

3. Kawasan Perkebunan

Kegiatan budidaya perkebunan telah dilakukan dengan hasil produksi berupa
cengkeh, coklat, lada, kopi, kelapa, kelapa sawit ,dan karet.

Hasil produksi perkebunan di Kutai Timur yang mempunyai potensi
pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar
maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit,
karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut

mempunyai peluang untuk pasar luar negeri.

4. Kawasan Peternakan

Hasil produksi peternakan di Kutai Timur, baik peternakan kecil (seperti
unggas) maupun peternakan besar (seperti: sapi, babi, dll) mempunyai potensi dapat
memenuhi  permintaan vyang cukup besar kebutuhan lokal kabupaten

maupunkebutuhan regional Provinsi Kalimantan Timur yang masih cukup tinggi.. Hal
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ini diindikasikan diantaranya dengan adanya surplus produksi unggas dan daging

besar.

5. Kawasan Perikanan
Kawasan perikanan di Kabupaten Kutzi Timur mencakup perikanan darat,
laut dan tambak, dengan orientasi pengembangan pada pemanfaatan potensi,
dengan upaya sebagai berikut:
a) Kawasan darat dikembangkan dengan pola budidaya berbentuk kalam,/empang,
atau sistem karamba di kali dan waduk.
b) Kawasan pesisir dikembangkan pola tambak air tawar, air payau dan air laut
dengan tetap mempertimbangkanekosistem pesisir.
c] Kawasan laut dengan optimalisasi wilayah 0-4 mil laut sebagai out/et dengan
pengembangan dermaga ikan, TPl dan pasar ikan.
Perikanan laut, pesisic dan perikanan darat di kawasan Kutai Timur
mempunyai potensi pasar yang cukup baik. Hasil produksi perikanan laut mempunyai
peluang pasar ekspor, sedangkan perikanan darat, meskipun ada peluang ekspor,

namun lebih dominan peluang pasar dalam negeri.

B. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan yang telah berlangsung lama di Kabupaten Kutai
Timur perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan kawasan
lindung, karena potensi kawasan pertambangan yang ada sekarang ini dimasa yang
akan datang kemungkinan berada di kawasan lindung. Oleh karena itu
mempertahankan kawasan lindung adalah upaya pertama, sedangkan upaya
selanjutnya adalah revitalisasi kawasan bekas pertambangan, agar tidak terjadi

kerusakan ekologis yang sangat serius dan berdampak fatal dikemudian hari.

7. Kawasan Industri

Pengembangan industri di Kabupaten Kutai Timur diorientasikan pada
pembentukan kawasan industri untuk industri menengah dan besar, sedangkan
industri kecil dengan membuat sentra-sentra industri, Pengembangan kawasan
industri  meliputi industri kecil dan industri besar, dengan pertimbangan-
pertimbangan potensi alam yang mendukung dan aksesibilitas yang mudah untuk
dikembangkan. Pengembangan industri yang dilakukan mencakup industri hulu
maupun hilir yang meliputi industri manufaktur dan industri pendukung pertanian.

Kawasan Industri direncanakan dengan pertimbangan memenuhi syarat zona
industri, yaitu :

a) Terletak pada jalur arteri
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b] Memenuhi syarat secara geografis

c) Tersedia sumber air baku cukup

d) Adanya sistem pembuangan limbah yang ramah lingkungan

e] Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah

f) Tidak menimbulkan dampak sosial negatif

g) Menempati wilayah landai atau kemiringan lahan kurang dari 15%

n) Daya dukung lahan dan potensi air bawah tanah sedang sampai tinggi
] Tidak rawan gerakan tanah, banjir dan bencana alam lainnya

i} Aksesibilitas mudah

Berdasarkan kriteria di atas, maka pengembangan kawasan perindustrian
terutama industri menengah besar dapat dilakukan dilokasi kecamatan yang masuk
dalam jalur tranportasi nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur, yang sesuai
peruntukannya adalah di Maloy. Sedangkan industri kecil dan rumah tangga dapat
dikembangkan di Kota Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Kaliorang, Muara Wahau
dan Sangkulirang.

Kawasan industri dikembangkan didekat kawasan pelabuhan yang sudah ada
agar terjadi kesinambangungan sistem transportasi yang ada yaitu di Kota Sangatta
dan Kota Sangkulirang. Sehingga lahan yang diperlukan disediakan di sekitar

kawasan perkotaan, sebagai bagian pengembangan kawasan perkotaan.

8. Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial memberikan masukan
bagi pendapatan asli deerah (PAD) serta marnpu memberikan multjplier effect bagi
berkembangnya sektor-sektor yang terkait, seperti pertanian (bunga, buah,
perikanan), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa
([penginapan, pemandu wisata, transportasi dan sebagainya). Sehingga
berkembangnya sektor ini, taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di
sekitar kawasan wisata dapat meningkat.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah yang
mempunyai potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Potensi wisata
yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur berupa daya tarik kesenian rakyat, bangunan
peninggalan sejarah, produksi kerajinan rakyat ataupun atraksi keseharian

masyarakat lokal.

9. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan menjadi

- - s ww e = AR
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permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman di
Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan atas perkembangannya mencakup kawasan
perkotaan di sekitar muara sungai, kawasan perdesaan di sekitar sungai dan
kawasan transmigrasi. Sedangkan perkembangan yang terjadi seiring perubahan
perilaku  transportasi yang digunakan, maka banyak berkembang kawasan
permukiman di sekitar jaringan jalan terutama pada kawasan atau lokasi yang cukup
strategis.

Tuntutan perkembangan kawasan yang semakin berkembang maka akan
banyak tuntutan pada pengembangan kawasan permukiman terutama di kawasan
perkotaan, untuk itu perlu dipersiapkan kawasan-kawasan permukiman baru bag;
pengembangan kawasan permukiman yang bisa berupa kawasan kota baru, desa
baru dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi.

Kebutuhan mendesak yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan
permukiman adalah sebagai berikut :

a] Pemenuhan kebutuhan perumahan
Kebutuhan perumahan yang cukup besar memeriukan upaya penyediaan lahan,
sebagai kawasan permukiman. Untuk itu kawasan permukiman bisa
dikembangkan disekitar kawasan permukiman yang telah berkembang maupun
kawasan baru yang memungkinkan. Permukiman ini bisa dikembangkan di
beberapa lokasi terkait dengan kegiatan berikut; kawasan perkebunan sebagai
plasma, kawasan hutan sebagai pengelola kehutanan, kawasan pertambangan
dan industri serta di kawasan baru sebagai kota baru dan desa baru.

b) Penataan kawasan permukian liar
Kawasan permukiman liar yang dimaksud adalah kawasan permukiman yang
berkembang di kawasan yang bukan atau dilarang untuk permukiman, seperti di
Taman Nasional Kutai. Penataan yang dimaksud mencakup pernahaman dan
pemberdayaan masyarakatnya baik dari sisi pengetahuan hukum positif,
pemberdayaan sosial dan ekonomi serta penyiapan lokasi baru atau tetap dilokasi
tersebut tetapi dilakukan pembatasan-pembatasan dengan dilokalisir terbatas.

c) Reuvitalisasi permukiman adat
Revitalisasi permukiman adat yang dilakukan merupakan upaya pelestarian
bentuk dan fungsi perumahan yang ada, tetapi revitalisasi yang dilakukan juga
dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Revitalisasi
permukiman adat dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan
terhadap adat dan budaya serta keraifan budaya lokal yang dimiliki oleh suku

setempat.
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d) Pengembangan permukiman perdesaan
Pengembangan permukiman perdesaan harus mendapat perhatian sebagai
upaya mereduksi arus urbanisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan optimalisasi
potensi perdesaan sebagai pusat produksi pertanian, sehingga kawasan
perdesaan akan semakin berkembang, jika kawasan pertanian juga diperhatikan
sebagal bagian tidak terpisahkan dengan pengembangan kawasan permukiman

perdesaan,

c. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi
mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi
manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara
tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Di wilayah Kabupaten Kutai Timur, kawasan rawan bencana alam yang

teridentifikasi yaitu rawan bencana banjir dan gerakan tanah.

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin
setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun
dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan
lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara
menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Kawasan rawan bencana banjir tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung
tetapi kawasan penanggulangan. Rencana penanggulangan banjir dan pelestarian
alam yang lebih berorientasi pada masa depan demi kelangsungan hidup ekologi
dapat disebutkan sebagai berikut :

a) Penyuluhan perlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan bahaya
banjir

b] Gerakan penghijauan lingkungan

c] Manajemen pengelolaan dan penanggulangan banjir
Kawasan rawan bencana terutama kawasan dengan kemiringan lahan yang

landai seperti kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

2. Rawan Bencana Gerakan Tanah [Longsor)
Kawasan rawan bencana alam rawan longsor merupakan wilayah yang

kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak
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akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.Kawasan
rawan bencana longsor yaitu wilayah yang mempunyai kelerengan >40% terletak di

sebagian besar wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Busang.

d. Aspek Demografis

Aspek kependudukan memiliki posisi yang cukup penting bagi pembangunan
daerah, sehingga data kependudukan sangat diperiukan untuk penentuan kebijakan
maupun perencanaan program. Dalam skala yang lebih luas lagi data penduduk
dengan deskripsi kecenderungan sangat berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang
lalu dan yang sedang berjalan bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume
kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan seperti
pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang masih tinggi akan berdampak
dalam penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan pekerjaan
yang cukup di masa mendatang.

Sebagai kabupaten penghasil tambang batu bara dan dengan wilayah hutan
yang sangat luas, maka menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar Kutai Timur.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, sebagian besar pendatang yang kini
bermukim di Kutai Timur berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini didorong oleh
dua faktor. Pertama, terbukanya daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari
kerja atau mengembangkan usaha penunjang industri batubara, dan pengelolaan
kayu hasil hutan yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah.
Keaua, Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah program transmigrasi yang
dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012, jumlah penduduk
Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun
2008 jumlah penduduk Kutai Timur sebesar 213.7862 jiwa dan kemudian meningkat
menjadi 527.723 jiwa tahun 2012. Persebaran penduduk tidak merata, jumlah
penduduk terbesar berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibu kota
kabupaten dengan jumlah sebanyak 168.036 jiwa atau sebesar 31,84 persen dari
total penduduk Kutai Timur. Sementara jumleh penduduk paling sedikit terdapat di
Kecamatan Batu Ampar vyaitu sebanyak 7.861 jiwa atau sebesar 1,51 persen dari

total penduduk Kutai Timur.
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dalam penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan pekerjaan
yang cukup di masa mendatang.

Sebagai kabupaten penghasil tambang batu bara dan dengan wilayah hutan
yang sangat luas, maka menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar Kutai Timur.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, sebagian besar pendatang yang kini
bermukim di Kutai Timur berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini didorong oleh
dua faktor. Pertama, terbukanya daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari
kerja atau mengembangkan usaha penunjang industri batubara, dan pengelolaan
kayu hasil hutan yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah.
Kedua, Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah program transmigrasi yang
dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012, jumlah penduduk
Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun
2008 jumiah penduduk Kutai Timur sebesar 213.762 jiwa dan kemudian meningkat
menjadi 527.723 jiwa tahun 2012. Persebaran penduduk tidak merata, jumlah
penduduk terbesar berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibu kota
kabupaten dengan jumlah sebanyak 168.036 jiwa atau sebesar 31,84 persen dari
total penduduk Kutai Timur. Sementara jumiah penduduk paling sedikit terdapat di
Kecamatan Batu Ampar yaitu sebanyak 7.861 jiwa atau sebesar 1,51 persen dari

total penduduk Kutai Timur.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No  Uraian Satuan | 2008 | 2008 2010 2011 2012
W&/ N - (3] /s A R ) (6] ] 8]
"1 | Jumlah Penduduk Jwa | 213762 | 245817 | 367,247 | 430,865 | 527.723

2 | Pertambahan Jiwa 5100 | 32055 121430 | 63613 | 95858
_ i Jumlah Penduduk _ S T ¥
| 3 | Pertumbuhan (%) 244 15 43.40 17.32 2247
| [ Penduduk
| 4 | Kepadatan Penduduk | Jiwa/’ 5.98 6,14 74:S1S T e =TT ) 14,76

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuﬁai Timur Tahun.QO‘l 3.

Sementara itu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan
penduduk perempuan dengan rasio112,56 pada tahun 2011menjadi 122,82 pada
tahun 2012 Kondisi ini menunjukkan jumliah penduduk laki-laki di Kabupaten Kutai

Timur lebih banyak daripada penduduk perempuan. Perubahan demografis ini dapat

dimungkinkan karena migrasi masuk ke Kabupaten Kutai Timur lebih banyak

Perubahan RKED Tahun 2013
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didominasi oleh laki-laki. Hal ini berimplikasi pada penyediaan lapangan pekerjaan

untuk penduduk laki-laki lebih banyak daripada lapangan pekerjaan untuk perempuan.

Rasio jenis kelamin Kabupaten Kutai Timur berada diatas rata-rata rasio jenis

kelamin Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 111.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun

terakhir didominasi pada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling

banyak, yaitu Kecamatan Sangatta Utara (24,88 persen), Kecamatan Bengalon

(8,89 persen), dan Kecamatan Sangatta Selatan (7.28 persen).
Tabel 2.2

Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Kabupaten Kutai Timur

! 2008 2009 2010 2011 2012
Kecamatan e .
L P L P L P L P £ P
(1] = 3] 4] (5] &) 7] 8] &) [170) {11}
" Muars | 6346 | 5880 | 6470 6,193 7,286 6745 | 8881 | 8081 | 9913 | 9013
Busang [ 2188 | 1898 | 2307 2.036 3124 2.7¢0 3,691 3282 4285 3722
| Long [T2275 | 1856 | 2454 | 2098 | 3729 3157 | 4.483 3860 | 5286 | 4454 |
{ Mesangat f Y S AR P R
{ Muara [ 8873 | 5757 | 9674 8178 | 11,750 | 9752 | 14487 | 11977 | 17688 | 14659
Wahau
[Telen 3058 | 2538 | ©592 | 9044 | 45/7 | G608 | 5780 | 4585 | 7143 | 5671
“Kongbeng 7077 | 6180 | 8247 7313 8791 7662 | 10329 | 8,891 15205 | 12.880
Muara 5836 | 54836 | 6203 | 6278 | 8427 7708 | 8620 11609 | 10353
..... ag EQBEL__- o ; : L .. : - < 4 F 2t '._>_ e _u--- . s, ¢ .
BewAmper | 1583 | 1357 | 2779 2641 3665 3182 3724 4334 3627
“Sengatta | 30681 | 25237 | 32016 | 25208 | 63,010 | 52,200 | 80,081 93935 | 74101
Utara ! bl : St b (7 e
Bengalon 8538 | 7194 | 14036 | 10806 | 14882 | 12279 | 15576 27649 | 22054
TelkPanden | 7.514 | 6.187 | 68967 | 5540 | 11864 | 9826 | 12364 | 10051 | 15864 | 12515
oo P ) =h S L L
Sangatta 3654 | 3.087 | 10031 8547 | 18667 | 15600 | 21,417 | 17708 | 23818 | 19835
Selatan |
Rentau 7876 | 6895 | 3893 3356 4666 4,030 5,426 4668 B.441 5573
Pulung . R s ek
Kaliorang 3627 | 3109 | 4523 2854 4880 4318 7.775 6614 9145 7.783
| Kaubun (3862 | 3370 | 4002 | 3363 | 5010 | 4761 | 5518 | 4541 | 7696 [ 6282
Sangkulirang | 7.701 8,766 8362 7.369 13057 | 11,316 | 12891 | 10,700 | 13.889 | 11.755
[Kerangen | 3,531 | 2805 | 8782 | 3071 6793 | 4779 | 8016 | 6477 | 10808 | 7467 -
| S— T - i . ¥
["Sandaran 3488 | 2204 | 3793 3,287 5,022 4,227 5,543 4,553 6518 5292
["Jumlah 115908 | 97,851 | 188,131 | 1126866 | 199,860 | 167,257 | 236,392 | 194,473 | 280.887 | 236.836
| JumiehL + P 213758 245817 367,247 430,885 527723
Rasio Jens | 118.45 118,14 11857 11256 122,82
Kelamin | ._ -
244 15.00 g2g 17.32 22,47
nber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
Perubahan RKPD Tahun 2013 lI 18
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Persebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara hingga tahun 2012
sebesar 31,84 persen. Hal ini berkaitan dengan Kecamatan Sangatta Utara
merupakan ibukota kabupaten dan keberadaan perusahaan tambang batu bara
terbesar yaitu Kaltim Prima Coal (KPC). Persebaran penduduk di kecamatan lain
relatif sedikit karena merupakan kecamatan-kecamatan pemekaran dan aksesibilitas
yang masih kurang baik. Selanjutnya Kecamatan Bengalon mengalami pertumbuhan
yang cukup signifikan mengingat di kecamatan tersebut juga dibuka perusahaan

pertambangan.

Tabel 2.3
Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No POT— Persebaran Penduduk (%)
e 2008 2009 2010 2011 2012
1] (2) (3] 4] (5] (6] (7]
1 | Muara Ancalong 5,67 515 3,82 383 3,58
2 | Busang 1,90 1.77 1,61 1,62 1,52
3 | Long Mesangat 1,83 1,85 1,88 184 | 184
4 | Muara Wahau 5,86 7.26 5,85 6,14 6,13
5 | Telen 2,60 2,70 223 2.41 - 243
6 | Kongbeng 6,15 6,32 4,48 4,46 532
7 | Muara Bengkal 522 5,08 437 422 | 418
8 | Batu Ampar 1,36 2,20 1,86 1,60 1.51
|9 | Sangatta Utara 2589 23,28 3161 | 38346 | 3184
10 | Bengalon 7,30 1015 7.36 6.56 842
11| Teluk Pandan B35 5,09 591 5.20:. | 538,
"""" 12 | Sangatta Selatan 8,90 7.72 9,32 S,08 8,25
13 | Rentau Pulung 312 295 287 | gl o0
14 | Kaliorang 340 341 253 | B384 321
15 | Kaubun 2,99 3,00 o5 i oooh | oB5
16 | Sangkulirang 6,70 6.40 6,64 543 488
17 | Karangan 354 279 R B e S i
18 | Sandaran 3,13 288 2,52 2.34 2,24
~ Jumliah (%) 100,00 | 100,60 | 700,00 | 100,00 | 100,00

Surrw'!ber‘ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas telihat bahwa sebagian besar penduduk
kecamatan mengalami penurunan jumlahnya dan sebagian kecamatan lainnya
mengalami peningkatan seperti Kecamatan Bengalon yang mengalami peningkatan
yang cukup signifikan disbanding dengan kecamatan lainnya yakni sebesar 2,86
persen atau sekitar 21.445 jiwa dari penduduk Kabupaten Kutai Timur. Pergeseran

penduduk antar kecamatan tersebut terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan

Perubahian RKED Tahun 2013 IIl9
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ekonomi yang meningkat.

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2012
sebagaimana Tabel 2.8, tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada
kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 61.964 jiwa, kemudian diikuti kelompok umur
20.24 tahun sebanyak 59.003 jiwa dan selanjutnya umur 30-34 tahun sebanyak
53.704 jiwa.

Tabel 2.4

Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2008-2012

| No | Kelompok Umur [ 2008 | 2009 2010 2011 2012
A/ |/ (3] (4 (5] ) (8

P 0-4 19,425 21428 22501 | 19882 | 47.225
| 2 5-9 24,987 2,699 28,063 | 45438 51.713
3 10 - 14 21,183 23,186 54058 | 41464 | 45604
| 4 15 - 19 1838 20,383 21455 | 235260 | 48372
P75 20 - 24 TM0847 ] - 2132 22382 | 43,473 58.003
G 25 - 29 18,198 20,199 21272 | 50581 61.964
7 30-34 - 19569 21572 22644 | 49758 | 53.704
8 | 35-838 20,242 22,245 23317 | 40585 | 44.018
e | 40-44 15,709 17,712 18784 | 34,285 | 34554
10 45 - 49 12,371 14,374 15447 | 24008 | 24.088
(X 50 - 54 9,351 11,354 12426 | 17,835, 17.968
9 55 - 59 5,889 7,892 8965 | 11413 10.579
80 - 64 4,127 813 7.203 7851 |  6.721
B85 - 69 2,808 4,811 5884 4343 4.023
70 - 74 1259 3,262 4,335 5612 | 2.334
75 + 947 2,957 4,025 2,467 1.870
Jumlah 08662 | 213.762 | 245817 | 430,865 | 527.723

~ Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Dari Tabel2.9 di atas dapat dilihat bahwa jumiah penduduk Kabupaten Kutai
Timur terus mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten
Kutai Timur sebagian besar dikarenakan oleh migrasimasuk. Kondisi ini menandakan
bahwa Kutai Timur memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi pendatang terutama
karena alasan ekonomi. Indikasi ini dapat dilihat dari dependency ratio sebagai
daerah terbuka yang terkenal potensi sumber daya alam yang melimpah,

menyebabkan mobilitas penduduk yang terjadi cukup tinggi, terutama dari mereka

yang datang  untuk bekerja/mencari  kerjake  daerah ini,  dimana
sebagianbesarberusiaantara 16-40 tahun pada usia produktif.
@erubahan RKPD Tafiun 2013 1120
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212 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2121 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai
parameter prestasi ekonomi suatu wilayah. Disamping itu PDRB juga dapat pula
menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam
serta faktor produksinya. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah
bruto, pada tiap-tiap sektornya. Secara umum data PDRB disajikan berdasarkan atas
harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan
harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan
nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun
tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar berlaku dapat
digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga
konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan gkonomi dari tahun ke

tahun.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari
kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan
penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih
merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi
subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara
tahun 2008-2012 antara 85,88 persen sampai 88,87 persen dari total PDRB
Kabupaten Kutai Timur dengan Migas.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada
tahun 2008-2012 cenderung meningkat dari Rp24.381.455,20juta di tahun 2008
menjadi Rp50.173.447 81 juta pada tahun 2012. PDRB atas dasar harga berlaku
dengan migas dan batu bara pada periode tersebut secara berturut-turut yaitu
sebesar Rp 24.391.455,20 juta, Rp 27.380.004,68 juta, Rp 34.179.885,989 juta,
Rp 41.206.892,30 juta, dan Rp 50.173.447.91. PDRB Kabupaten Kutai Timur atas
dasarharga berlaku tanpa migas dan batu bara, pada periode 2008-2012 berturut-

Perubahan RKPD Tahun 2013
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turut  sebesar  Rp 3.630.633,068 juta, Rp 410143875 juta,
Rp 4.701.103,10 juta, Rp 4.452.868,43juta, dan Rp 6.379.800,64 juta.

Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas selama kurun waktu lima tahun yakni
dari tahun 2008 hingga tahun 2012 dari (-0,86 persenjtahun 2008 menjadi 12,28
persen pada tahun 2012, tanpa migas dari tahun 2008(-1,03 persen)menjadi
12,41 persen pada tahun 2012, serta tanpa migas dan batubara dari tahun
o008sebesar 5,16 persenmenjadi 7,61 persen pada tahun 2012 . Dari beberapa
periode seperti tampak dalam Tabel 2.10 memberikan gambaran bahwa komposisi
pembentukan PDRB masih didominasi oleh batubara. Sama halnya dengan tahun
sebelumnya, batubara memberikan sumbangan paling besar dalam pembentukan

PDRB Kabupaten Kutai Timur.

@Perubahian RKEPD Tahun 2013
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Pembentukan PDRB tanpa migas dan batubara juga relatif sangat kecil. Hal ini
menunjukan bahwasanya potensi batubara merupakan sektor tambang yang
diunggulkan di Kabupaten Kutai Timur. Sektor migas dan sektor lainnya belum
memberikan kontribusi yang besar dalam FDRB Kabupaten Kutai Timur, namun
bukan berarti sektor migas dan sektor lainnya selayaknya tidak diperhatikan/ diurusi
melainkan justru sektor migas dan sektor lainnya masih berpotensi untuk dikelola
secara lebih maksimal lagi.

Gambar 2. 1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012
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mDengan Miges ~ #Tanpa Migas  ®Tenpa Migas & Batubara

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Berdasarkan Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 menjelaskan betapa peranan
sektor migas dan pertambangan (batubara) sangat dominan terhadap pembentukan
PDRB Kabupaten Kutai Timur. Peranan subsektor pertambangan batubara sangat
mempengaruhi besaran PDRB. Kondisi seperti ini cukup mengkhawatirkan bagi PDRB
Kabupaten Kutai Timur karena situasi ini cukup lemah secara struktural, dalam artian
bahwa terdapat ketergantungan yang tinggi dari PDRB terhadap hasil tambang
batubara hingga 86 persen. Situasi PDRB seperti ini memerlukan kebijakan maupun
langkah strategis dalam upaya melepaskan dari ketergantungan terhadap subsektor
pertambangan khususnya dari batubara.

Oleh karenanya visi Kabupaten Kutai Timur yakni “Pembangunan Daerah
Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutar Timur Mandir!’ perlu segera ditindaklanjuti

dan dikembangkan dengan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengurangi

ketergantungan PDRB terhadap subsektor pertambangan batubara. Penguatan
Perubahan RKPD Tahun 2013_ 5 'll'-.ﬁ'éfi
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kualitas SDM yang berkompetensi dalam sektor pertanian serta mengutamakan
kebijakan dan program-program yang terkait dengan sektor pertanian menjadi
prioritas bagi segenap pemangku kepentingan.

Gambar 2. 2
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a) Struktur Ekonomi

Besarnya peranan suatu sektor terhadap sektor lainnya di Kabupaten Kutai
Timur dapat dilihat dari distribusi persentase suatu sektor terhadap total seluruh
sektor dalam membentuk PDRB Kutai Timur. Sektor yang kontribusinya cukup besar
setelah sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sektor Pertanian. Seiring
dengan masih dominannya peran sektor Pertambangan dan Penggalian dalam
beberapa tahun terakhir, peranan sektor pertanian relatif stabil antara 4,28 persen -
5,04 persen. sedangkan sumbangan sektor-sektor lainnya masih dibawah 4 persen.

Sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air
Bersih, sektor industri pengolahan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan, serta sektor Jasa jasa. Keempat sektor ini memberikan kontribusi
kurang dari 1 persen. Hal tersebut sekilas memberikan penggambaran bahwasannya
Kabupaten Kutai Timur belum beranjak dari sektor primer menuju sektor sekunder
apalagi sektor jasa. Sektor lain yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya diantaranya
adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor ini memberikan kontribusi

sebesar 3,43 persen. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berpeluang menjadi

@erubafian RKPD Tafun 2013
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sektor penopang bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Kutai Timur dalam kurun
tiga tahun terakhir. Subsektor perdagangan maupun subsektor Hotel dan Restoran
perlu mendapatkan dorongan agar menjadi sektor pendukung bagi pertumbuhan

angkatan kerja pada sektor pertambangan.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012 dapat diihat pada Tabel 2.11 di bawah ini:

Perubafian RKPD ‘I&ﬁu.rz 3013. H-Z 6 ;

ars £ . Ll
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Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha
dalam dua tahun terakhir (201 1-2012) masih didominasi oleh sektor Pertambangan
dan Penggalian. Bahkan terus mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDRB
dari 87,40 persen meningkat menjadi 87,87 persen. Sedangkan kontribusi sektor-
sektor lainnya justru mengalami penurunan, tidak terkecuali sektor pertanian yang
menjadi tumpuan bagi pengembangan agribisnis Kabupaten Kutai Timur juga
mengalami hal yang sama. Hal ini terjadi bukan karena terjadi penurunan sektor-
sektor lainnya yang mengalami penurunan, melainkan masih mendominasinya sektor
pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur.

Namun bila nilai PDRB tidak mengikutsertakan migas dan batubara, sektor
pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB, diikuti
oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, kemudian disusul sektor bangunan.
Sementara itu subsektor pekebunan meripakan penyumbang terbesar pada sektor
pertanian. Oleh karenanya di masa mendatang, sektor pertanian masih berpeluang
dan diharapkan menjadi sektor utama dalam mewujudkan visi pembangunan
Kabupaten Kutai Timur yang bertumpu pada agribisnis.

Gambar 2. 3

Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha
~Tahun 2008-2012
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b) Struktur Perekonomian Tanpa Migas dan Batubara

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Kalimantan Timur yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) berupa batubara, migas
dan bahan tambang lainnya, akan tetapi komoditi-komoditi tersebut adalah komoditi
SDA vyang tidak dapat terbaharui /unrenewable] Perubahan yang terjadi pada
komoditi tambang tersebut khususnya batubara baik pada produksi maupun harga,
pasti berpengaruh terhadap besarnya sumbangan sektor-sektor lainnya seperti
pertanian dan bangunan. Jika komoditi batubara dan migas ini dikeluarkan dari PDRB
Kabupaten Kutai Timur maka peranan sektor-sektor lainnya akan lebih nyata terlihat
pengaruh dan andilinya.

Tabel 2.7
}gontribui Sektoal Tana as dan_ Batubara Tahu DDBD1 2

Berdasarkan PDRB tanpa migas dan batubara tahun 2008-2012, sektor

pertanian merupakan sektor yang paling besar dalam pembentukan PDRB. Pada
tahun 2012 kontribusi sektor pertanian sebesar 27,47 persen dengan sektor
perkebunan menjadi penyumbang terbesar. Urutan kedua adalah sektor
perdagangan, hotel, dan restoran dengan share 27,07 persen, kemudian disusul
sektor bangunan dan konstruksi sebesar 13,63 persen. Selanjutnya sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,06. Sedangkan sektor lainnya jasa-jasa,
keuangan dan jasa perusahaan, pertambangan dan penggalian serta industri
pengolahan dibawah 7 persen.

R P . RO
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Gambar 2. 4

Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas dan Batubara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012
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Dan dasa Perusahaan :

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

c) PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita

PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita menggambarkan rata-

rata pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara
konsepsional PDRB Per Kapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan
jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Sedangkan pendapatan

regional per kapita didapat dari pengurangan total PDRB dengan penyusutan dan

pajak tidak langsung neto, kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi dengan

penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama.

Tabel 2.8

PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008- 2012

' Dangan Migas (Rp) Tanpa Migas Tanpa Mlgas dan Batubara
| tavun | o | Pevdsmemtl pone . f, Poen | eoes | ECLATCE
' Perkapita Perkapita ---:Perkaph:a Perkapita Perkapnta Perkapita
Car 2 G o R
2008 | 124.578.382 93786458 | 120230258 | 90359086 | 18558.198 | 135660882
T2000 | 133687480 | 100586075 | 129048113 | ©7.009.737 | 18884304 | 14.737.057
2010 | 133704808 | 100632986 | 147.289795 | 109806734 | 22365470 | 16580640
2011 150211874 | 114343408 | 147419005 | 113305620 | 18877.380 | 14726711
mé“é??g* 190866088 | 139928608 | 187684938 | 188204652 | 22761481 | 16903178

Sumne, “BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

*] Angka Sangat Sementara
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PDRB perkapita pada tahun 2008-2012 cenderung meningkat pada setiap
tahunnya, demikian pula halnya dengan pendapatan regional per kapita. Sejalan
dengan distribusi PDRB yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB
tanpa migas dan batubara, maka skan terlihat besaran PDRB perkapita dan
pendapatan regional perkapita apabila unsur migas dan batubara dikeluarkan dari
perhitungan. Selisih antara PDRB perkapita yang tidak terpaut begitu jauh dengan
pendapatan regional perkapita menunjukan bahwasanya ketimpangan yang terjadi di
Kabupaten Kutai Timur tidak begitu besar. Dengan kata lain, seluruh masyarakat
secara mayoritas ikut menikmati dampak adanya pembangunan yang terjadi di
daerah. Secara tidak langsung hal tersehut mengindikasikan terjadinya perbaikan
taraf hidup masyarakat.

Namun penting untuk diperhatikan bahwa antara PDRB perkapita [dengan
migas) dibandingkan dengan PDRB perkapita [tanpa migas dan batubara) selama
kurun waktu 2008 hingga 2012, mencerminkan kesenjangan hasil pembangunan
yang didapatkan oleh pelaku-pelaku pembangunan antara sektor pertambangan
(khususnya] dengan sektor-sektor diluar sektor pertambangan. Dengan kata lain,
hasil pembangunan di Kabupaten Kutai Timur masih menggantungkan pada sektor
dominan yakni sektor pertambangan dan penggalian. Bila kondisi tersebut tidak
diiringi dengan upaya percepatan pembangunan di sektor-sektor lainnnya, maka
dalam jangka panjang struktur PDRB akan semakin tergantung pada keberadaan
sektor pertambangan. Sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor yang
tidak terbarukan.

Berdasarkan komposisi PDRB perkapita seperti ini maka diperlukan usaha
ekstra keras untuk melepaskan dari ketergantungan terhadap hasil tambang yang
demikian dominan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dan
prioritas pada sektor-sektor di luar non migas dan non pertambangan melalui
kebijakan maupun upaya strategis untuk mengembangkan kualitas pelaku atau
sumber daya manusia khususnya di sektor pertanian sebagai basis dari agribisnis.
Karena hal ini seiring dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang
mengedepankan agribisnis sebagai basis penggerak perekonomian di masa
mendatang.

Sementara itu pendapatan regional merupakan jumlah pendapatan yang benar-
benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang dimaksud. Bila
pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka
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akan dihasilkan suatu pendapatan regional perkapita. Namun demikian pendapatan
regional tersebut tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk di daerah itu,
sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain. Misalnya
suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak luar, tetapi perusahaan tadi
beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu
sebagian akan menjadi dan mengalir ke pihak luar yaitu milik orang yang mempunyai
modal tersebut.

Gambar 2.5
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2012
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 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Berdasarkan Gambar 2.8 tampak bahwa pendapatan regional perkapita atas
dasar harga berlaku [ADHB] pada periode 2008-2012 tetap mengalami
peningkatan cukup berarti. Tidak terjadi perbedaan antara pendapatan perkapita
total dengan pendapatan regional tanpa migas. Namun bila dibandingkan dengan
pendapatan perkapita tanpa migas dan batubara nampak jelas kesenjangannya.
Kondisi ini dapat dimengerti karena kontribusi minyak dan batubara memberi

sumbangan terhadap pendapatan regional hingga 87 persen.
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2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

dan Realisasi RPJMD

Evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 untuk
implementasinya pelaksanaan hingga tahun 2012 sesuai dengan prioritas
pembangunan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2012
maupun evaluasi dengan indikator-indikator RPJMD dapat dijabarkan berdasarkan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program. Urusan Pemerintahan
Daerah terdiri dari Urusan Wajib yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan,
Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman
Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan
Perpustakaan serta Urusan Pilihan yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan
Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan
Transmigrasi.

Evaluasi pelaksanaan program RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 201 2 dapat
dilihat pada Tabel 2.118 di bawah ini:

o 2 =
rubahan RKPD Tahun 2013 o126
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Urusan/Bidang Urusa

Indikator Kinerja Program

Bab 1] Fvaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian ‘Kinerja @enyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat

SKPD

i . . .
! Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcome)/Kegiatan Satuan .__..mnwmn gReD Pigslimas) WG Realisasi _=nm-.m1mnmm_ Penanggung
ahun 2012 Tahun 2012 5 )
Program [output) (%) Jawab
M (2) (3) (4 (5) (6) (71 (8] (9)
1 1.03.32  Pembangunan Infrastruktur Sempadan sungai yang % 62.00
[ Perkotaan S dipeket bangunanliae P— e e T = .
u 1.03.33  Program Pembangunan Luas irigasi Kabupaten dalam m2 3.450.00 3.450.00 100.00% Sesuai
| Sarana dan Prasarana kondisi baik
W _Pemerintahan
1.03.34  Program Pembangunan Pembangunan turap di % 49.25 4050 82.23% Belum
Sarana dan Prasarana Umum wilayah jalan penghubung dan Tercapai
aliran sungai rawan longsor
lingkup kewenangan kota
1.03.35  Program Pembangunan Jalan Pembangunan turap baru meter 5980.00 590.00 100.00% Sesuai
1.03.36  Program Pembangunan Rasio tempat ibadah per % 3.00 294 98.00% Belum
. Jembatan satuan (seribu) penduduk Tercapai
Rasio tempat pemakaman Sesuail Standar Sesuail Standar 100.00% Sesuzi
umum per satuan penduduk
Persentase rumah tinggal % 67.50 90.00 133.33% Melampaui
bersanitasi
Rasio permukiman layak huni % 56.80 35.00 61.62% Belum
- B o Tercapai
1.04 Perumahan
Program Pembangunan Rumah tangga pengguna air % 7044 13.87 19.69% Belum Dinas
Perumahan dan Permukiman bersih Tercapai Pekerjaan
i Perkotaan Umum
Program Pembangunan Memenuhi standart kualitas Ya Ya 100.00% Sesuai
Perumahan dan Permukiman air bersih
Pedesaan
Program Pembangunan Rumah tangga pengguna jumlah 27.453.00 27.453.00 100.00% Sesuai
Infrastruktur Perdesaan listrik
Pembangunan Infrastruktur Rasio ketersediaan daya % 8400 46.81 55.73% Belum
Perkotaan listrik Tercapai

Perubalian RKED qw.?a. 2013
Kabupaten Kutai Timur




Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian ‘Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program

Tingkat

S : SKPD
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcome)/Kegiatan Satuan A.M_ﬂm_” MD_A M M__ n.ﬂwnwﬂm_MMﬂMU Realisasi __._nm-,m__.mnmm_ Penanggung
Program [output) + (%8) Jawah
(1M (2 (3) (4] () (8) (7) (8) (9)
) Persentase rumah tangga % 3300 39.75 12046%  Melampaui
yang menggunakan listrik
Rasio rumah layak huni % 85.00 35.00 41.18% Belum
e Tercapai
1.05 Penataan Ruang
1.05.16  Program Pemanfaatan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau % 40.00 6.44 16.11% Belum Dinas
per Satuan Luas Wilayah ber Tercapai Pengendalian
HPL/HGB Lahan dan
Tata Ruang
1.05.17  Program Pengendalian Rasio RTH di lingkungan % 100.00 19.98 19.98% Belum
Pemanfaatan Ruang SKPD yang ditetapkan dengan Tercapai
SK Bup
Rasio bangunan ber- IMB per % Kenaikan 10.00 20.00 200.00% Melampaui
satuan bangunan
Ruang publik yang berubah % a 0 100.00% Sesuai
peruntukannya
Ketaatan terhadap RTRW % 100.00 Belum
N o Tercapai
1.06 Perencanaan Pembangunan
dan Statistik
1.06.15  Program Pengembangan Tersedianya dokumen Ada/ Tidak Ada Ada 100.00% Sesuai Badan
Data/Informasi perencanaan RPJPD yg telah Perencanaan
___ditetapkan dgn PERDA Pembanguna
Program Peningkatan Tersedianya Dokumen Ada/ Tidak Ada Ada 100.00% Sesuai n Daerah
Kapasitas Kelembagaan Perencanaan : RPJMD yg
Perencanaan Pembangunan telah ditetapkan dgn
Daerah PERDA/PERKADA
1.06.21  Program Perencanaan Tersedianya Dokumen Ada/ Tidak Ada Ada 100.00% Sesuai

Pembangunan Daerah Perencanaan : RKPD yg telah

ditetapkan dgn PERKADA

@erubahan aﬂ%u Tahun mo_...m
Kabupaten Kputai Timur




| Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKED Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat SKPD

| Kode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/Kegiatan Satuan ..w_.m_.mmw gl Raalisasi RKPD Realisasi _=nmam1mgm_ Penanggung
ahun 2012 Tahun 2012 )
Program [output) [%8) Jawab
(1) . ) (3) _ (4) @ ) Ul (8) @
1.06.22  Program Perencanaan Penjabaran Program RPJMD % 100,00 10000 100.00% Sesuai
. Pembangunan Ekonomi kedalam RKPD
M 10623 nﬂomq.m:.: Perencanaan Sosial Buku "Kabupaten dalam Ada/ Tidak " Ada  Ada 10000% Sesuai
dan Budaya angka”
jge Program Perancanaan Buku "PDRB kabupaten” Ada/Tidak Ada " Ada 100.00% Sesuai
Prasarana Wilayah dan
. Sumber Daya Alam
1.07 Perhubungan o -

1.07.15  Program Pembangunan Jumlah Pelabuhan Laut/ o o Dinas
Prasarana dan Fasilitas Udara/ Terminal Bis Perhubungan
Perhubungan B L . Komunikasi

1.07.16  Program Rehabilitasi dan Jumlah Terminal unit 1000 12.00 120.00% Melampaui dan
Pemeliharaan Prasarana dan Informasi

o Fasiltas LLAJ o S S e

1.07.17  Program peningkatan iumlah Pelabuhan Laut unit 2.00 3.00 150.00% Melampaui

pelayanan angkutan

1.0718 Program Pembangunan Jumlah arus penumpang kali 7260000 -
Sarana dan Prasarana angkutan umum Darat

oo Perhubungan

1.07.19  Program peningkatan dan Rasio ijin trayek % 10.00 8.00 80.00% Belum
pengamanan lalu lintas Tercapai

1.07.20  Program peningkatan kelakkan  Jumlah uji kir angkutan umum kali 1,000.00 377700  377.70%  Melampaui
pengoperasian kendaraan
bermotor
Program Pembangunan Angkutan darat % 59.00
Rehabilitasi Pemeliharazan
Prasarana dan Fasilitas
Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan

Perubahan RKPD Tahun 2013

Kabupaten Kutai Timur




Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Pragram

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Tingkat

Capatan Kinerja %m..Q@__.m.:%nEm: Pemerintahan

SR ; SKPD
Kode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/ Kegiatan Satuan Targes i Benlisashitbh Realisasi _:um.,m_,mnmm_ Penanggung
Tahun 2012 Tahun 2012 3 ]
Program [output) (%) Jawab
(1) @ @ @ 5) 6) 7) ® @
il Kepemilikan KIR angkutan % 100.00
LImiLm
- - Lama pengujian kelayakan hai 100 B S
angkutan umum (KIR)
- Biaya pengujian kelayakan Sesuai  Sesuai Sesuai 100.00% Sesuai
angkutan umum Standart
Pemasangan Rambu-rambu Sesuai Sesuai Sesuai 100.00% Sesuai
Standart
Rasio panjang jalan per % 1.53
jumlah kendaraan
Jumlah arus Angkutan Umum kali 515.00
Laut/ Udara
. Jumlah orang/barang melalui Jumlah Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai
dermaga/bandara/ terminal
. B et per tahun e
Jumlah Pelabuhan Udara unit 11.00 13.00 118.18% Melampaui
TR T i ~ Jumlah Penerbangan PP 87600 876.00 100.00% Sesuai
’ Jumlah Penumpang orang  27.360.00 27.36000 100.00% Sesuai
1.08 Lingkungan Hidup
1.0815  Program Pengembangan Cakupan penghijauan wilayah % Badan
Kinerja Pengelolaan rawan longsor dan Sumber Lingkungan
Persampahan Mata Air Hidup
1.0B.16  Program Pengendalian Cakupan pengawasan Y% 55.00 29.88 54.33% Belum
Pencemaran dan Perusakan terhadap pelaksanaan Tercapai
Lingkungan Hidup UKL/UPL
1.08.17  Program Perlindungan dan Cakupan pengawasan % 75.00 66.26 88.35% Belum
Konservasi Sumber Daya Alam  terhadap pelaksanaan amdal, Tercapai

@erubahan RKED Tafiun 2013

Kabupaten Kutai Timur WMWW




Urusan/Bidang Urusan

Bab 11 Cvaluasi Hasil Pelaksanaan RKED Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat

SKPD

! Kaode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/Kegiatan Satuan ._.w__,mmn e Houlisas HItRD Realisasi __._nm-.mq.mnmm_ Penanggung
ahun 2012 Tahun 2012 )
Program [output) %) Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9
| 1.08.18  Program Rehabilitasi dan Penegakan hukum lingkungan % 35.00 0 0.00% Belum
| Pemulihan Cadangan Sumber Tercapai
1.08.19  Program Peningkatan Kualitas  Persentase Penduduk % 50.00 13.87 27.74% Belum
dan Akses Informasi Sumber berakses air minum Tercapai
Daya Alam dan Lingkungan
) Hidup i
1.08.21  Program pengembangan Pencemaran status mutu air kelas I I 100.00% Sesuai
ekowisata dan jasa lingkungan
di kawasan-kawasan konservasi
laut dan hutan
1.08.24  Program Pengelolaan ruang Pengelolaan kualitas air % 28.00 44.44 158.73% Melampaui
terbuka hijau (RTH) [penetapan kelas air)
1.0826 Program Pengambangan Pengendalian potensi sumber % 41.00 44.44 108.40% Melampaui
Kapasitas Pengelolaan Sumber  pencemnaran air
Daya Alam dan Lingkungan
o Hidup o S 055
' 1.08.27 Program Pengelolaan Sampling pemantauan % 100.00 100.00 100.00% Sesuai
Lingkungan Alam kualitas air sungai dan danau
secara berkala pada periode
musim hujan dan kemarau
1.08.28  Program Pengelolaan Pelaksanaan penetapan % 26.00 44.44 17094% Melampaui
Lingkungan Sosial status mutu air
Persentase penanganan % 65.00 45.00 69.23% Belum
sampah Tercapai
Persentase Luas pemukiman Kenaikan naik minimal 10%
yang tertata
Tempat pembuangan sampah % 45.00
[TPS) per satuan penduduk

Perubahan RKPD Tahun 2013 : 2 136 :

Kabupaten Kutai Timur




Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capatan ‘Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Urusan/Bidang Urusan Indikator E:m.:m Program e Tingkat . SKPD
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcome)/Kegiatan Satuan Targgt KPR Realisgelih Realisasi __._ﬂm_.m-.mnmm_ Penanggung
Tahun 2012 Tahun 2012 o )
Program [output) [%6) Jawab
i e S T ./ | U | L oA
Persentase Rummah Tangga % 48.00 13.87 28.90% Belum
[RT) yang menggunakan air Tercapai
S — . Wum —me—d S— - — - R e e e e ——————————_—
1.09 Pertanahan
1.09.16 Program Penataan Penyelesaian izin lokasi % 10000 Dinas
Penguasaan, Pemilikan, Pengendalian
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dan
Tanah - Tata Ruang
1.09.17  Program Penyelesaian Konflik- Penyelesaian kasus tanah % 100.00
Konflik Pertanahan Negara
1.09.19  Program Pertanahan Terlaksananya kegiatan T Ya Ya 100.00% Sesuai
pembebasan tanah bangunan
) Persentase penduduk yang permil 890.00 T
memiliki lahan
il SENCE Luas lahan yang dimiliki hektar 87.000.00 8691445  9990%  Belum
penduduk Tercapai
T o N Persentase luas lahan Kenaikan Naik Minimal 10% T
bersertifikat
110 Kependudukan dan Catatan ERES S T R R
Sipil
1.10.15  Program Penataan Rasio penduduk berKTP per % 90.00 71.90 79.89% Belum Dinas
Administrasi Kependudukan satuan penduduk Tercapai Kependuduka
n dan
Program Bidang Pencatatan Rasio bayi berakte kelahiran % 100.00 46.13 46.13% Belum Catatan Sipil
Sipil Tercapai
Program Bidang Pelayanan Rasio pasangan berakte nikah % 75.00 4.01 5.35% Belum
Penduduk Tercapai
Program Bidang Aplikasi dan Kepemilikan KTP % 90.00 61.30 68.11% Belum
Data Tercapai

Perubahan RKPD Tahun 2013 =

I
Kabupaten Kutai Timur




Bab 11 Fvaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun £alu dan
Capaian ‘Kinerja @6&@:&&3&: Pemenntahan

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program

Tingkat

o X : SKPD
Kode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/Kegiatan Satuan Tagat HEPD Fisglisag] SRl Realisasi _=nm1mnmnmm_ Penanggung
Tahun 2012 Tahun 2012 )
Program {output) (%) Jawab
(M (2) (3) (4) (5) (6) (7] (8] (9)
Kepemilikan akta kelahiran permil 750.00 222.73 29.70% Belum
per 1000 penduduk Tercapai
" Ketersediaan database Adalengkap ~ Ada Lengkap 100.00% Sesuai
kependudukan skala
.. kabupaten
Penerapan KTP Nasional % 75.00 61.30 81.73% Belum
o berbasis NK. ~ Tercapai R
1.11 Pemberdayaan Perempuan
"ol Dan Perlindungan Anak
1.11.26  Program Penguatan KKB Rata-rata jumlah anak per anak 2.00 2.00 100.00% Sesuai Badan
keluarga Pemberdaya
T e e = L an
1.11.27  Program Penyiapan Tenaga Peserta KB Baru jumlah 3.849.00 5,851.00 152.01% Melampaui Perempuan
Pendamping Kelompok Bina dan KB
Keluarga (IMP) /Penyediaan
dukungan operasional IMP
' 1.11.28 Program Pembinaan mm_:mm,‘m.mmmmmﬁo_, KB % B4.55 5287 B62.54% Belum
Kemitraan dan Permodalan Tercapai
B, Bagi Kelompok UPPKS N
1.11.29  Program peningkatan Kualitas ~ Cakupan peserta KB aktif % 8455 63.91 75.59% Belum
Hidup Perempuan Tercapai
i . Keluarga Pra Sejahtera dan % 22.43
Keluarga Sejahtera |
112 Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
11215 Program Keluarga Berencana Persentase partisipasi % 10.00
perempuan di lembaga
pemerintah
11216  Program Kesehatan Partisipasi perempuan di % 90.00
Reproduksi Remaja lembaga swasta

Perubahan RKED Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program

(2

Program pelayanan kontrasepsi

..n_dm_..m:._ pembinaan peran

serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang madiri

Indikator Kinerja Program
[outcome)/Kegiatan
[output)
(3) (4 (5]
Menurun

Target RKPD

Satuan Tahun 2012

Rasio KORT

Persentase jumlah tenaga % 0
kerja dibawah umur

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKED Tafiun Lali dan
Capaian Kinerja @5&?&%&%: Pemenntahan

Tingkat § SKPD
Realisasi __._nm..mmmnmm. Penanggung

(%) Jawab

(6) 7) (8) @
Meningkat 0.00% Sesuai

Sesuai

Realisasi RKPD
Tahun 2012

0 " 10000%

1.12.19

Program promosi kesehatan
ibu, bayi dan anak melalui
kelornpok kegiatan di
masyarakat

S

Partisipasi angkatan kerja 35.00

perempuan

1.12.20

Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan
konseling KRR

Fenyelesaian pengaduan % 100.00
perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan

1.12.21

Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS
Termasuk HIV/AIDS

112.22

Program pengembangan
bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak

1.12.23

Program penyiapan tenaga
pendamping kelormpok bina
keluarga

1.12.24

Program pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-
PADU

1.12.25

Program peningkatan
manajemen KB

1.12.26

Program Kesehatan |bu dan
Anak

Kabupaten Kutai Timur




Kode

(1)

1.13

11315

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program

(2)

Sosial

._u._,.o@.ma vm:,_wmam{mm&._mm ir

Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial [PMKS)
Lainnya

Indikator Kinerja Program
[outeome)/Kegiatan
[output)

..

memperoleh bantuan sosial

Target RKPD

SirvaN Tahun 2012

(4) (5)

A e

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tafun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Tifigkat Interpretasi
Realisasi m_ Penanggung
(%) Jawab

(6) (7) (8) (9)

Realisasi RKPD SKPD

Tahun 2012

36.09%

 Belum
Tercapai

1272 Dinas Sosial

1.13.16

Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial

Jumlah PMKS yang dijarin
melalui jaminan sosial

Jumlah 3.605.00

3.B605.00 100.00%

Sesuai

1.13.17

Program pembinaan anak
terlantar

Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial

% 66.83

1.13.18

Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma

Jumlah panti sosial

unit 6.00

6.00 100.00% Sesuai

1.13.19

i

Program pembinaan panti
asuhan/ panti jompo

n.mw_._s“.urm: pelayanan bencana
kebakaran kabupaten

% 100.00

100.00 100.00% Sesuai

' 1.13.00

Program pembiraan eks
penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)

1.13.21

Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial

1.13.22

Prograrm Pemenuhan
Pelayanan Dasar Dan Jaminan
Sosial Bagi Masyarakat Miskin

1.13.23

Program Penunjang Penelitian
dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial

Perbahan RKPD Tahun 2013

Kabupaten Kputai Timur




Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tafuin Lalie dan
Capatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat

. SO ; SKPD
_ Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcome)/Kegiatan Satuan Targgb e ReakgasiBPD Realisasi _=nm1m—.mnmm_ Penanggung
i Tahun 2012 Tahun 2012 i )
| Program [output) (%) Jawab
(1) @) (3 ) () (6) o (8) (9)
Eoa s oy S L A M e i e
11415 Program Peningkatan Kualitas Rasio penduduk yang bekerja % 707 T o o Dinas Tenaga
dan Produktivitas Tenaga Kerja 1) Kerja dan
1.14.16  Program Peningkatan Angka Pengangguran % 458 Transmigrasi
Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Informasi
Ketenagakerjaan
1.14.17  Program Perlindungan Tingkat partisipasi angkatan % Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai
Pengembangan Lembaga kerja
Ketenagakerjaan
114217 Program Pembinaan dan Tingkat: pengangguran % 4.50
Pengawasan Ketenagakerjaan terbuka
dan Hubungan Industri dengan
Serikat Pekerja
11423 Program Peningkatan Kualitas Rasio lulusan S51,/52/53 rasio 237217
dan Produktivitas Tenaga Kerja
[BLK Mandiri)
1.14.24  Program Pelayanan Jumlah Paket training Paket 18.00 7.00 38.89% Belum
Administrasi Perkantoran [BLKI  Ketrampilan yang Tercapai
Mandiri) diselenggarakan disnaker
atau pihak lain
i 8 Rasio ketergantungan rasio 3345
1.15 Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah
1.15.17  Program Pengembangan Persentase koperasi aktif Meningkat/ Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai Dinas
Sistem Pendukung Usaha Bagi Tidak Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah Usaha Mikro

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur 4




Urusany/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pragram

Bab 11 Fvaluasi Hasil Pelaksanaan RKED Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

| — Tingkat : SKPD
| Kode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/Kegiatan Satuan Targab HSPD Roakeas! 48531 Realisasi _=nmqmﬁmnmw_ Penanggung
Tahun 2012 Tahun 2012 )
Program [output) (%) Jawab
(1 (2) (3 (4 (5) (6) (71 (8] 9
- 1.15.18  Program Peningkatan Kualitas ~ Jumlah BPR/LKM Meningkat,/ Meningkat Tidak 0.00% Belum Kecil
| Kelembagaan Koperasi Tidak Tercapai Menengah
11521  Program Peningkatan Sumber  Nilai Kredit BPDuntuk UMKM  JutaRp 3440200  34,40200 100.00% Sesuai
Daya Manusia UKM [Usaha
Kecil Menengah)
1.15.22  Program Peningkatan Sumber  Posisi Kredit BPD untuk Meningkat,/ Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai
Daya Manusia Perkoperasian UMKM Turun/
Tetap
1.15.23  Program Pengembangan Jumlah Unit UMKM unit 545.00 64500 100.00% Sesuai
Jaringan Infrastruktur Usaha
Kecil dan Menengah
' 1.15.24  Program Pengembangan Posisi Unit UMKM “Jumlah Meningkat  Meningkat 100.00% Sesuai
Sumber Daya Usaha Kecil
Menengah (UKM) yang Mandiri
1.15.25  Program Peningkatan Usaha )
dan Daya Saing Koperasi
1.16 Penanaman Modal
1.16.15  Program Peningkatan Promosi  Jumlah investor berskala Meningkat,/ Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai Badan
dan Kerjasama Investasi nasional ([PMDN/PMA) Turun/Teta Penanaman
p Modal
1.16.16  Program Peningkatan Iklim Nilai Investasi PMA Juta Rp 142,736.00 142,736.00 100.00% Sesuai Daerah
Investas: dan Realisasi Investasi

Perubahan ﬁ?ﬁ@.&mz: 2013

Kabupaten Kutai Timur




Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Takun Laliu dan
Capaian ‘Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat

. i ; SKPD
Kode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/Kegiatan Satuan Targeb HishU Rerlisas kPO Realisasi _=_nm..m_dwmm. Penanggung
Tahun 2012 Tahun 2012 2 ]
Program {output) [%a) Jawab
(1 (2) (3) (4) (5) (6) (7] (8] (9)
1.16.17  Program Penyiapan potenst Nilai Investasi PMDN Juta Rp 1.521,293.00 1,521,293.00 100.00% Sesuai
sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
e o "~ Nilai Investasi PMTB ~ JwaRp  11.90000 1190000  10000%  Sesuai
B i Posisi Kredit Bank Juta Rp 4,633,433.00 4,633,433.00 100.00% Sesuai
) Jumlah nilai investasi berskala  Meningkat,/ Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai
nasional (PMDN/PMA) Turun/
. Tetap
Posisi Simpanan Masyarakat ~ Meningkat,/ Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai
di perbankan Turun/
Tetap
Nilai Simpanan Masyarakat di Juta Rp 2,700,000.00 2668,133.00 98.82% Belum
perbankan Tercapai
TR e Jenis dan jumlah bank dan unit 1500
cabang
147  Kebudavaan h
11716  Program Pengelolaan Jumlah gedung Kebudayaan unit 2.00 200 100.00% Sesuai Dinas
__Kekayaan Budaya ) Pemuda,
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan festival seni kali 12.00 Olahraga dan
Keragaman Budaya dan budaya Pariwisata
11720 Program Peningkatan Budaya  Jumlah komunitas peminat Kelompok 179.00 179.00 100.00% Sesuai
dan Destinasi Daerah seni
1.17.21  Program Pelestarian dan Sarana penyelenggaraan seni kali 12.00
Aktualisasi Adat Budaya dan budaya
Daerah
1.17.22  Program Evaluasi Pelaporan Benda, Situs dan Kawasan % 100.00 100.00 100.00% Sesuai
Keanekaragaman Budaya Cagar Budaya yang
dilestarikan
Perubahan RKPD Tahun 2013

Kabupaten Kutai Timur pikg




Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Taliun Laly dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan ®emerintahan

SKPD

. il Tingkat i -
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcome)/Kegiatan Satuan warget RPD Realisast dikhy Realisasi _=na=mq.mﬂmm_ Penanggung
Tahun 2012 Tahun 2012 3 ]
Program [output) (%) Jawab
(1) (2) (3 4 ) (5) (6) (7) o o
[ 1.17.23  Program Pengelolaan Data N .
| Kesenian dan Budaya Daerah
_ 1.17.25  Program Pengembangan . N S - o
| Kekayaan Cagar Budaya
' 1.17.26 Program Membangun D -
Kemitraan Pengelolaan
Kekayaan Budaya dengan
Masyarakat
1.17.27  Program Membangun
Kemitraan Pengelolaan
Kebudayaan Antar Daerah
1.18 _Amums,._:ammz dan Olahraga
1.18.16  Program peningkatan peran Jumlah gedung olahraga unit 200 2.00 100.00% Sesuai Dinas
B serta kepemudaan - — . Pemuda,
1.18.20  Program Pembinaan dan Jumlah organisasi olahraga Jumlah Sesuai Kendisi Olshraga dan
Pemasyarakatan Olahraga Pariwisata
11822 Program Pengembangan dan  Jumlah kegiatan olahraga kali Sesuai Kondisi
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Pemuda dan
Olahraga
1.18.24  Pemantauan Kegiatan Gelanggang / balai remaja unit Sesuai Kondisi
Olahraga (selain milik swasta)
1.18.25 Program Pembibitan Olahraga  Lapangan olahraga " unit Sesuai Kondisi 123.00 100.00% Sesuai
Berbakat
Jumlah organisasi pemuda Jumlah Sesuai Kondisi 28.00 100.00% Sesuai
Jumlah kegiatan kepemudaan kali Sesuai Kondisi 4.00 100.00% Sesuai
1.18 Kesatuan Bangsa dan Palitik
Dalam Negeri
@erubahan RKPD Tahun 2013

Kabupaten Kutai Timur




Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun falu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

. I1- 145
Kabupaten Kutai Timur

Urusan/Bidang Urusan __._&rmn?. Kinerja Pragram A Tingkat : SKPD
Kode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/Kegiatan Satuan Targec KRS Realisani ARPD Realisasi _=ﬂm1m.dnmm_ Penanggung
Tahun 2012 Tahun 2012 4 ]
Program (output) (%) Jawab
(1) (2) (3) @ - ®) . S 9)
11915 Program Peningkatan Kegiatan pembinaan Keg Minimal Sesuai dg 200 100.00% Sesuai Badan
! Keamanan dan Kenyamanan terhadap LSM, Ormas dan Kondisi Kesatuan
______ Lingkungan OoKP . SRRSO ... . (T e WO .|| . | (.
1.19.16  Program pemeliharaan Kegiatan pembinaan palitik Keg Minimal Sesuai dg 300 100.00% Sesuai Politik
kantrantibmas dan pencegahan  daerah Kondisi
tindak kriminal Eksisting
11917  Program pengembangan Rasio jumnlah Polisi Pamong % Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai Kantor
wawasan kebangsaan Praja per 10.000 penduduk Satuan Palisi
~ Pamo
Jumlah Linmas per Jumlah % Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai _u-.m_%m
10.000 Penduduk
1.19.19 ﬂawmm.ma pemberdayaan Rasio Pos Siskamling per % Kenaikan 10.00 - .
masyarakat untuk menjaga jumlah desa/kelurahan
ketertiban dan keamanan
1.19.27  Program Peningkatan Banyaknya peristiwa kasus <100 12800 72.00% Belum
Kewaspadaan Dini Masyarakat  kejahatan yang terjadi Tercapai
Daerah =
Angka kriminalitas % 6.50
- 1.20 Otonomi Daerah, o o
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1.20.07  Program Peningkatan Sistemn informasi Pelayanan ada/tidak ada ada 100.00% Sesuai Badan
Kapasitas Kelembagaan Perijinan dan adiministrasi Pelayanan
Pemerintahan Daerah pemerintah Perijinan
= s Terpadu
1.20.09  Program Peningkatan Kualitas % Kenaikan IKM yang % Kenaikan 4000 39.00 97.50% Belum
Pelayanan Publik mempunyai ijin usaha; Tercapai
Perubahan RKPD Tahun 2013




W

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program

Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat

rogram peningkatan
pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah

Indikator Kinerja Pragram
[outcome)/Kegiatan
[output)
(3)

Target RKPD

SHtuan Tahun 2012

(4]

Lama proses perijinan

hari

" Pertumbuhan PDRB

% e

. ‘Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

PDRB per kapita

Rupiah 169.494.371,47

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Realisasi RKPD
Tahun 2012

(6)

Tingkat
Realisasi “)
(%)

(7] (8]

Interpretasi

.

1228

175.43% Melampaui

191.260.034,00

112.84% Melampaui

lvq,om_,m_j pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/ kota

Pendapatan per kapita

Rupiah 152.357.725,00

152.357.725,00

100.00% Sesuai

Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KOH

Persentase penduduk diatas
garis kemiskinan

% 7.63

1.20.21

Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan

IPM

% 75.76

SKPD
Penanggung
Jawab

Setda Bagian
Ekonomi

| 1.20.24

Program Mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat

Tingkat Inflasi

Yo 6.71

671

100.00% Sesuai

1.20.25

Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah

Pertumbuhan ekonomi

% Kenaikan 7.00

557

7957% Belum

Tercapai

Setda Bagian
Ekonomi




Indikator Kinerja Program

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lali dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan ®Pemerintahan

Tingkat

i Urusan/Bidang Urusan i 5 SKPD
_ Kode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/Kegiatan Satuan Target RKPD Agaliaati RKPD Realisasi __.__nm-.m-.mnmm_ Penanggung
! Tahun 2012 Tahun 2012 = )
Program [output) [%a) Jawab
(1) (2) (3) @ (5) ® 7 8 (9)
1.20.26 Program Penataan Peraturan  Kemiskinan % 763
Perundang-undangan bidang
pemerntahan umum
1.2027  Program Penataan Daerah Penegakan PERDA % 10000 o Sekterariat
Otonomi Baru Daerah,
p— - Semua
1.20.28  Program Peningkatan Tingkat penyelesaian % 100.00 Bagian
Kerjasama dengan Lembaga pelanggaran K3 (ketertiban,
Dalam Negeri ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
1.20.29  Program Peningkatan Cakupan sarana prasarana % 100.00
Kerjasama dengan Lembaga perkantoran pemerintahan
dan atau Pemerintah Luar desa yang baik
_Negeri -
1.20.30 Program Pembinaan dan Sistim Informasi Manajemen ada ada 100.00% Sesuai
Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
12037  Program Peningkatan ~Indeks Kepuasan Layanan % 9000 T
Kesadaran Hukum dan Hak Masyarakat
Asasi Manusia
1.20.38  Program Peningkatan Pengeluaran konsumsi rumah Rupiah 7,605,947.21
Kapasitas Kelembagaan tangga per kapita
Pemerintah Daerah
1.20.39  Program Koordinasi, Angka kriminalitas yang % 50.00
Sinkronisasi, Fasilitasi dan tertangani
Evaluasi Bidang Perekonomian
Jumlah dan macam pajak dan jenis 27.00 23.00 85.19% Belum Dinas
retribusi daerah Tercapai Pendapatan
1.21 Ketahanan Pangan
1.21.15  Program Peningkatan Ketersediaan pangan utama ton 41,630.00 36,072.00 B86.65% Belum Badan
Kesejahteraan Petani Tercapai Ketahanan
Perubakan RKPD Tahun 2013

Kabupaten Kutai Timur




Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Capaian Kjnerja ®enyelenggaraan Pemerintalan

SKPD

ot i Tingkat :
“ Kode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/Kegiatan Satuan .“.m..m_mn el mmm__mmm_ HAKED Realisasi _=$ﬂmawnmm_ Penanggung
! ahun 2012 Tahun 2012 )
| Program [output) (%) Jawab
LM (2 (3 (4 (5) (6) (7) (8] (9)
1 1.21.21  Program Pengembangan Jumiah Kelompaok Tani dan Kelompok 148.00 140.00 94.59% Belum Pangan dan
m Metode dan Teknologi Produksi  Peternak yang aktif; Tercapai Penyuluhan
Pangan . A s
1.21.30  Program Peningkatan Luas lahan tanaman pangan Ha 28,806.00 27,025.00 93.82% Belum
Ketahanan Pangan yang produktif; Tercapai
Produktivitas padi atau bahan  kw/ha,/tahu 48.00 4098 85.38% Belum
pangan utama lokal lainnya n Tercapai
per hektar
Regulasi ketahanan pangan ada/tidak Ada Ada 100.00% Sesuai
1.22 Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa R o
1.22.15  Program Peningkatan Rata-rata jumlah kelompok jumlah Sesuai Kondisi Badan
Keberdayaan Masyarakat binaan PKK Pemberdaya
Pedesaan an
1.22.17  Program peningkatan PKK aktif jumlah Sesuai Kondisi Masyarakat
partisipasi masyarakat dalam dan
membangun desa Pemerintaha
1.22.21 Program Pengembangan Posyandu aktif jumlah Sesuai Kondisi 24400 160.00% Sesuai n Desa
Kelembagaan Keswadayaan [ oW
1.22.22  Program Peningkatan
Kapasitas dan Pengembangan
Kemampuan SOM
1.24 Kearsipan
1.24.15  Program perbaikan sistem Pengelolaan arsip secara % 19.50 Kantor
administrasi kearsipan baku Perpustakaa
Peningkatan SDM pengelola kali 6.00 6.00 100.00% Sesuai n, Arsip dan
kearsipan Dokumentasi
Daerah
1.25 Komunikasi dan Informatika

Perubalian RKED m.‘n.mx.-.." wE.w
Kabupaten Kutai Timur




Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKED Tahun Lalu dan
Capatan Kinerja @enyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Kutai Timur w

- iy Tingkat ; SKPD
ﬁ Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcome)/Kegiatan Satuan .ﬂwﬂm_mh M%_umn. ﬂ.w“".__mﬂmmum_nmu Realisasi _:nm..mmmnmm_ Penanggung
| Program [output) (%) Jawab
| ) (2) (3) (4 (5] (6) (7] (8) (9)
| 1.25.08  Program Peningkatan Kualitas  Jumlah surat kabar nasional jumnlah 3.00 6.00 200.00% Melampaui Dinas
| Pelayanan Publik T U e S T . W— . Perhubungan
| 1.25.16  Program pengkajian dan Jumlah surat kabar lokal jumlah 1.00 1.00 100.00% Sesuai . Kemunikasi
penelitian bidang komunikasi dan
___dan informasi ) Informasi
1.25.17  Program fasilitasi Peningkatan ~ Jumlah penyiaran radio lokal kecamatan 800 6.00 75.00% Belum
SOM bidang komunikasi dan Tercapai
| ______informasi ;
1.25.18  Program Kerjasama Informasi Jumlah penyiaran TV lokal kecamatan 8.00 5.00 62.50% Belum
dengan Mass Media Tercapai
1.25.19  Optimalisasi Pemanfaatan Jumlah Kecamatan yang kecamatan 8.00 6.00 75.00%
Teknologi Informasi terjangkau komunikasi
telepon selular
1.25.26  Program Pengembangan Persentase rumah tangga % 343 343 100.00% Sesuai
Komunikasi, Informasi dan yang menggunakan telepon
Media Massa kabel
Persentase rumah tangga % 93.23 93.23 100.00% Sesuai
i yang menggunakan telepon
[ seluler
Persentase rumah tangga % 492 492 100.00% Sesuai
yang menggunakan komputer
Persentase rumah tangga % 16.19 16.19 100.00% Sesuai
yang menggunakan internet
Website milik SKPD jumlah 53.00 10.00 18.87% Belum
I8 Tercapai
Web site milik pemda ada/tidak ada ada 100.00% Sesuai
Pameran/expo kali 400 1.00 25.00% Belum
Tercapai
1.26 Perpustakaan
1.26.07  Program Pengembangan Jurnlah perpustakaan jumlah 18.00 18.00 100.00% Sesuai Kantor
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaa
Perubahan RANPD Tahun 2013 =
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
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Tingkat

SKPD

! Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcome)/Kegiatan Satuan .__..Nﬂ,ﬂmh Mn__A % _mu n.w””w_ﬂm_mmﬂmc Realisasi _snmammmnmm_ Penanggung
Program (output) ‘ (%) Jawab
Cm @ (3) @ (5) e (7 B @
~ Perpustakaan . i n, Arsip dan
S R B Jumiah pengunjung © jumiah Meningkat ~ Meningkat  10000%  Sesuai UQMM_E%%@
m perpustakaan per tahun L
o © Koleksi buku yang tersedia di jumiah "~ Meningkat Meningkat 100.00% Sesuai
perpustakaan daerah
2 URUSAN PILIHAN
2.01 Pertanian
20116  Program Peningkatan Cakupan bina kelompok petani % 100.00 100.00 100.00% Sesuai Dinas
Ketahanan Pangan Pertanian
pertanian/ perkebunan . e dan
2.01.17  Program Peningkatan Jumlah upit balai penyuluhan unit 17.00 17.00 100.00% Sesuai Peternakan,
Pemasaran Hasil Produksi kecamatan wilayah kerja Dinas
Pertanian/Perkebunan Perkebunan
20118  Pragram peningkatan ~ produksi padi (ton) ton 4163000 3364000 8081% Belum
penerapan teknologi Tercapai
pertanian/ perkebunan -
2.01.19  Program peningkatar: produksi  Kontribusi sektor % 501 3.10 61.88% Belum
pertanian/ perkebunan pertanian/perkebunan Tercapai
terhadap PDRB
2.01.20  Program pemberdayaan Kontribusi sektor pertanian % 0.97 054 55.67% Belum
penyuluh (palawija) terhadap PDRB Tercapai
pertanian/ perkebunan
lapangan
2.01.21  Program pencegahan dan Kontribusi sektor perkebunan % 163 1.22 74.85% Belum
penanggulangan penyakit (tanarman keras) terhadap Tercapai
ternak PDRB

@Perubalhan RKPD Tahun 2013
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Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program " Tingkat 3 SKPD
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcome)/Kegiatan Satuan Terges RICHEL Ranlieas RKPD Realisasi _=nm_.m1mnmm_ Penanggung
Tahun 2012 Tahun 2012 . ]
Program [output) (%) Jawah
(1 (2 (3 . (4 ERP R . (6) Y (8] @
2.01.22 P._omﬁm.w_‘_.\h.vm:._?wrmwm: praduksi  Rata-rata Pendapatan . Juta/ 800 700 87.50% Belum
hasil peternakan Petani/ Tahun/Kapita Tahun Tercapai
e o e bl e e e S e :
pemasaran hasil produksi
.. peternakan e
2.01.24 Program peningkatan
penerapan teknologi
peternakan
2.01.28 Program Pengembangan
Agribisnis Perkebunan
2.01.31 Program Peningkatan
Perlindungan Tanaman
2.01.32 Program Peningkatan
Pemanfaatan Potensilaben -
2.01.33 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia _— B
2.01.34  Pengembangan Informasi Data
Statistik dan Sistern Pelaporan
Perkebunan
2.02 “Kehutanan
2.02.15  Program Pemanfaatan Potensi  Rehabilitasi hutan dan lahan % 41.00 47.16 115.02% Melampaui Dinas
Sumber Daya Hutan kritis Kehutanan
20216  Program rehabilitasi hutan dan ~ Kerusakan Kawasan Hutan % 28.00 0.01 199.96% Melampaui
lahan
2.02.17  Perlindungan dan konservasi Kontribusi sektor kehutanan % 123 060 48.78% Belum
sumber daya hutan terhadap PDRB Tercapai
2.02.21 Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Hutan
2.02.22 Program Pengembangan dan
Evaluasi Hutan

Perubahan RKE®D Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur
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Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pragram SKPD

! B Tingkat ’
' Kode Pemerintahan Daerah Dan [outcome)/Kegiatan Satuan Mﬂﬂmﬂ MD_AMW n.w.“”wﬂm_muﬂm_u Realisasi __._amamq_.mnmm_ Penanggung
! Program [output) (%) Jawab
(1 (2) (3) (4 (5) (6) (7] (8) (9]
203 Sumber Mineral Energi dan
L Daya v, — S
2.03.15 Program pembinaan dan Pertambangan liar yang % 100,00 35.10 35.10% Belum Dinas
pengawasan bidang ditertibkan Tercapai Pertambang
: pertambangan andan
2.03.17  Program pembinaan dan Pertambangan tanpa ijin Ha 0 461 0.00% Melampaui Energi
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
2.03.19  Perencanaan Motivasi dan Kontribusi sektor % 82.60 88.96 107.70% Melampaui
Evaluasi pertambangan terhadap
il & ______PDRB
2.03.20 Pengembangan Geologi dan
Sumberdaya Mineral KKT
2.03.21 Program Penguasaan,
Pengembangan Migas,
Batubara dan Energi Lainnya
__serta Aplikasi Teknologi Energi - -
2.03.22  Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Migas
2.03.23 Program Evaluasi Cadangan
Batubara Kabupaten Kutai
Tirnur
2.03.24  Program Penyusunan Perda
Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Timur
2.04 Pariwisata
2.04.15 Program Pengembangan Kunjungan wisata Orang 21,251.00 17.251.00 81.18% Belum Dinas
Pemasaran Pariwisata Tercapai Pemuda,
2.04.16  Program Pengembangan Jumlah objek wisata di daerah Objek 19.00 15.00 78.95% Belum Olahraga dan
Destinasi Pariwisata Tercapai Pariwisata

@erubahian RKPD Qm.q_m:: 2013
Kabupaten Kytai Timur | w 2




Kode

(1)

' 2.04.17
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program

Tingkat
Realisasi
(%)

(7)

SKPD
Penanggung
Jawab

(9]

Indikator Kinerja Program
[outcome)/Kegiatan
[output)

Realisasi RKPD
Tahun 2012

Target RKPD
Tahun 2012

(5)

Interpretasi

&.—

(6] (8]

E “.u.:.uw_,mﬂ: Pengembangan

Kemitraan

Kontribusi sektor pariwisata 065 309.52%

terhadap PDRB

Melampaui

2.05

‘Kelautan Perikanan

2.05.15

Program pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir

% 73.00 4010 54.93% Dinas

Kelautan dan

Belum
Tercapai

Cakupan bina kelompaok
nelayan

2.05.16

Program pemberdayaan
masyarakat dalam pengawasan
dan pengendalian sumberdaya
kelautan

Produksi perikanan ton 100.00 Perikanan

2.05.17

Program peningkatan
kesadaran dan penegakan
hukum dalam pendayagunaan

_sumberdaya laut

Konsumsi ikan 77.41 57.88 74.77% Belum

Tercapai

kq/ kapita/t
ahun

2.05.19

Program peningkatan kegiatan
budaya kelautan dan wawasan
maritim kepada masyarakat

Kemampuan penyediaan
konsumsi ikan/tahun

kg/tahun 46.91 4752 101.30% Melampaui

£.05.20

Prugram pengembangan
budidaya perikanan

ton

Produksi perikanan kelormpok 77.48

nelayan

2.05.21

Program Pengembangan
Perikanan Tangkap

2.05.22

Program pengembangan
sistem Penyuluhan perikanan

2.05.23

Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan

2.05.24

Program pengembangan
kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar

2.05.25

Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan

@erubafian RKED Tafiun 2013
Kabupaten Kutai Timur |
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Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program i Tingkat : SKPD
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcome)/Kegiatan Satuan 1aeget RIER Realisagl UKPD Realisasi _;nma_wq.mnmm_ Penanggung
Tahun 2012 Tahun 2012 i ]
Program [output) (%) Jawab
(W) @) (3) (4) (5) (6] (7] (8) (9)
- 2.05.27  Program ldentifikasi ljin Usaha
Perikanan Bidang Usaha
| Tangkap, Budidaya, dan
Pengolahan Hasil Perikanan - S . -
2.05.xx Program Pengelolaan Wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil
2.06 Perdagangan
2.06.09 Program Peningkatan Kualitas  Kontribusi sektor % 497 338 6B.01% Belum Dinas
Pelayanan Publik Perdagangan terhadap PDRB Tercapai Perindustrian
2.06.18  Program Peningkatan Efisiensi  Ekspor Bersih Perdagangan Ribu USD 411747222 Perdagangan
Perdagangan Dalam Negeri
2.06.21  Program Pengembangan Pertumbuhan Industri. jumlah 1.00
Industri Kecil dan Menengah
2.07 Perindustrian
207186 P.on|8_._.. _um:mmm,_UM,.mmﬂ. * Kontribusi sektor Industri % 0.32 - - Oinas
Industri Kecil dan Menengah terhadap PDRB = ___ Perindustrian
2.07.17  Program Peningkatan Perdagangan
Kemampuan Teknologi Industri
207.23  Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur *
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untuk mencapai perwujudan masyarakat yang sejahtera di tengah persaingan Global
yang meningkat :

Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen selama
periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia
yang sejahtera. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dan tidak dapat menikmati
buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6 persen
per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah tenaga kerja dalam
kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan
memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per
tahun dalam lima tahun mendatang.

Kedus, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah
pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk
(inclusive growth]. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah
garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga. Pengurangan kemiskinan
tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif
memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok
yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki
kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang
muncul. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program
afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontiniu dengan sasaran yang
terarah, jelas, dan tepat.

Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi
harus tersebar secara merata, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat
kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan
keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih
banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi
tersebut.

Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan
ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya
dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan
kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga
kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat

tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktifitas dan

@Perubahan RKPD Tahun 2013 - - _
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daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi,
kemampuan untuk bekerja (employable) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan
pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum
siap untuk memasuki pasar kerja.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup.
Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak
berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan
mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah
mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008
yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang
pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga
menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran
pernapasan. Resiko kerusakan lingkungan hidupun makin luas berkaitan dengan
perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan
hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini
bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga
seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktifitas dari sumber daya
alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai
dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas
dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil
tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan
dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan
mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan
infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau
banjir memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai.
Wealaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan
infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun antar daerah. Karena itu,
pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
harus berasal dani peningkatan produktifitas. Peningkatan produktifitas sangat

ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam

penguasaan imu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya

Perubahan RKPD Tahun 2013
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sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain
dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia, khususnya dalam
penguasaan iimu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam
mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi terga.ntung pada
kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia periu ditingkatkan untuk
menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga
dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birckrasi. Oleh karena itu,
keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia
dan setiap daerah dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya
saing nasional.

Kesembilan, demokrasi telah diputuskan sebagai dssar hidup berbangsa.
Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui,
sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi substansial
yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi
harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan demokrasi adalah
desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan.
Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna.
Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan
antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang
optimal dalam integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah
strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima.
Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat
memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan
sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun saat ini fungsi hukum untuk menuntun
perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia senari-hari masih belum menemukan

format yang ideal dalam memberikan keadilan bagi seluruh anak bangsa.

B. Prioritas Pembangunan Nasional dan Dampaknya Terhadap Kebijakan

Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan diharapkan

dapat dijaga pada kisaran 8,3 persen-8,8 persen per tahun. Jika pemulihan ekonomi

Perubahan RKPD Tahun 2013 . ..
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global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, melalui
strategi penguatan ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan
ekonomi rata-rata tersebut diharapkan dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir
periode lima tahun ke depan mencapai 7 persen atau lebih. Dengan pertumbuhan ini,
tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 10 s/d8 persen dan tingkat
pengangguran terbuka menjadi 6 s/d 5 persen.

Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan
ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai
pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada
kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan
pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi
bukan sekadar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi
karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak
hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai
dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan
pasokan sepanjang waktu.

Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih
substantif dan mendasar. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin
pemerataan (growth with equity) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental
negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan
semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran
belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka
keluar dari lingkaran kemiskinan.

Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena
merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik,
terampil, dan sehat. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini
telah membuahkan hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus
menunjukkan proses perjalanan sejarah bangsa ini dalam sebuah kontinuitas proses
yang konsisten. Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan
sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan
jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan
kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses checks and balances berjalan

dengan baik.
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Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka
kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera,
Demokratis, dan Berkeadilan”dengan penjelasan sebagai berikut:

Munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim
[climate change] mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap
negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung
jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam
mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran
kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin
mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan
kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal
tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak
industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia
sendiri. Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode
2010-2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda
perubahan iklim /ciimate change]tersebut.

Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia yang
sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya.
Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke
waktu telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demakrasi dan
desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan
yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya
diperlukan upaya yang komprehensif membangun lembaga pemerintahan yang
kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses refarmasi yang konsisten. Misi
pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperiukan untuk
mencapai visi Indonesia 2014. Namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan
tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang
mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk
mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan
fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha
Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-
2014 sebagai berikut.

Pertama:  Melanjutkan  Pembangunan  Menuju  Indonesia  yang
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sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia.
Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani
yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar
cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif,
dan konstruktif.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan
ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam
strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang
telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan
lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan
transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca [GRK]
serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kedua: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi. Indonesia telah tumbuh sebagai
salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan
dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang
dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur
politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata
hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan
dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuiju
demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan
serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan
demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu
harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-
sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dalam menampung berbagai
perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan
masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus
dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
memperkuat peran masyarakat sipil;, memperkuat kualitas desentralisasi dan
otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam
mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur
hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil,

konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
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Ketiga: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.Pembangunan yang
adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen akan meningkatkan
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan,
serta menghapuskan potensi konflik sosial urtuk tercapainya Indonesia yang maju,
mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah
strategis dan cepat tumbuh, diselaraskan sehingga dapat melahirkan rasa keadilan
bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah
tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang
sinergis. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah,
serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama
antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung
peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan
harus dilakukan dengan mengedepankar rasa keadilan dan pemerataan, selain
dengan pemberdayaan.

Di sisi lain, pembangunan daerah tertinggal harus terus didorong melalui
pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis
pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan
khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui
penguasaan iimu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan
infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil
terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling
melengkapi dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan
pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan
social capital dan Auman capitsl yang belum tergali potensinya sehingga kawasan
perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta
intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian,
terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial
juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok
masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat
yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan
kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok
masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga
jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan,
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pendanaan, serta penerapan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal.
Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan
kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Dari arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional ditempatkan dalam satu
kerangka dasar yang dikenal dengan pembangunan yang pro growth, pro poor, pro
job dan pro green. Paradigma tersebut telah menjadi isu global. Masyarakat dunia
sepakat untuk menitikberatkan pembangunan ke suatu tujuan bersama vyakni;
pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup.
Kerangka dasar tersebut disepakati pula dalam kesepakatan Millenium Development
Goals (MDG's] Kesepakatan tersebut mengikat negara-negara di dunia untuk
pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan,
kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.
Sebagai bagian dari masyarakat dunia dan bangsa Indonesia, Kabupaten Kutai Timur,
tidak terlepas dari paradigma tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah harus
pula mempedomani kesepakatan bersama dimaksud, karena terkait dengan
kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu tema pembangunan Kutai Timur
tahun 2013: Akselerasi Penanggulangan Kerniskinan dan Percepatan Pencapaian
MDG's.

C. Penelaahan Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Penelaahan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan Pemerintah Provinsi terpenting,
yang berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan
Kabupaten Kutai Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai
upaya memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dengan
mempertimbangkan tantangan lima tahun kedepan dan memperhatikan amanat
konstitusional, serta untuk mewujudkan motto, “Kaltim Bangkit 2013”, visi untuk
pembangunan Kalimantan Timur adalah ‘Mewuyudkan Kalimantan Timur sebagai
Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi pembangunan 2013 pemerintah provinsi

menterjemahkan visi tersebut kedalam misi sebagai berikut :
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Pertama, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa untuk mewujudkan Kaltim sebagai ‘Island of Integrity’, adalah
meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan
pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, penataan dan
penegakkan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta
antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan
wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta
meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sistem
demokrasi yang kondusif, adalah membangun interaksi infrastruktur dansupra
struktur politik yang demokratis di daerah; peningkatan wawasan kebangsaan;
terbangunnya sarana dan prasarana keamanan; mewujudkan koamponen-komponen
cadangan dan pendukung Hankam.

Ketiga, mewujudkan kawasan perbatasan menjadi beranda depan Negara
dan percepatan pembangunan diwilayah pedalaman dan terpencil adalah
mempercepat pembangunan infrastruktur; pemenuhan kebutuhan dasar;
tersedianya kebutuhan pokok dengan harga yang layak; melakukan kerjasama
pembangunan antar Negara, Provinsi dan Kabupaten; membentuk Badan Pengelola
Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil; mengembangkan perekonomian
melalui berbagai sektor unggulan; serta mengembangkan dan meningkatkan sistem
pengamanan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.

Keempat, mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro
kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan
revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya
alam secara optimal dan berkelanjutan. Dengan melaksanakan regulasi pemanfaatan
sumber daya alam, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan Investasi
melalul regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi
investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumber daya alam;
meningkatkan ekspor migas dan non migas serta menurunkan impar migas dan non
migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengelola kekayaan
budaya, sejarah serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan
memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan

Timur.
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Kelima, mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera adalah memenuhi
kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik 500 MW
dengan membangun PLTU, PLTG, PLTMG, PLTD, PLTH; penyediaan perumahan
sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.000 unit;
penuntasan dan pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan dermaga
penyebarangan.

Keenam, mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan
berakhlak mulia adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan
berdaya saing tinggi; meningkatkan pemaharman dan pengamalan ajaran agamsa;
merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen; membangun sekolah unggulan
berstandar internasional disetiap kab/kota; meningkatkan kualitas guru kualifikasi
S1; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan puskesmas 24 jam
lengkap rawat inap dan UGD minimal satu buah disetiap kecamatan; mendorong
kegiatan olah raga, peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan;
menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha usaha
produktif, serta mengembangkan ketransmigrasian melalui pembangunan Kawasan
Terpadu Mandiri (KTM) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
menjadi peringkat 3.

Ketujuh, mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial dan
penanggulangan/ pengentasan masyarakat miskin adalah meningkatkan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat melalui pemberian beasiswa dan pelayanan kesehatan
gratis bagi keluarga tidak mampu, meningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat untuk berusaha.

Sebagai penjabaran visi, misi Gubernur terpilih dalam Pemilihan Umum
Gubernur danWakil Gubernur Tahun 2008, ditetapkan 3 agenda pembangunan
menuju Kaltim Bangkit 2013 sebagai berikut :

Pertama, menciptakan Kaltim yang aman, demokratis dan damai didukung
pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kedua, mewujudkan ekonomi daerah yang bercaya saing dan pro rakvat.

Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
rakyat.

Ketiga agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merunakan pilar pokok untuk mencapai visi
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Kaltim Bangkit 2013. Pembangunan daerah Kalimantan Timur tahun 200S-2013

masih tetap memberikan prioritas pada tiga sektor strategis yaitu Pembangunan

infrastruktur, Pembangunan pertanian dalam arti luas, Pembangunan sumber daya

manusia,

Adapun tujuan pembangunan jangka menengah dalam upaya mewujudkan

Kaltim Bangkit 2013 serta 7 [tujuh) misi dengan tujuan sebagai berikut.

1.

Meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan
masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi
secara profesional serta menciptakan aparatur yangbersih dan berwibawa
melalui prinsip good government dan pelaksanaan e-government.

Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang
kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan
kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung
kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan
peningkatan interaksi infrastruktur dan supra struktur politik yang demokratis
disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari luar negeri.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikawasan perbatasan, pedalaman dan
daersah terpencil.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang
handal berbasis agribisnis dan ekowisata serta menciptakan alam yang lestari
melalui penegakkan aturan pemanfatan lahan dan sumber daya alam dan
koordinasi rencana tata ruang wilayah.

Meningkatkan pemenuhan infrastruxtur dasar untuk membuka
aksesbagisetiapkegiatan,sebagaistimulanbagimasyarakatagarmampumandiridala
mmeningkatantarafhidup.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Timur, sehingga
memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan
mempunyai daya saing yang tinggi disegala bidang, baik ditataran nasional
maupun internasional.

Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan

tingkat kemiskinan.
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Tabel. 2. 117
Kebijakan dalam RPJMN, RPJM ProvinsiKaltimdan RPJMD KabKutaiTimur
RPJMD RPJMD
j e | RRJNIN Provinsi Kalimantan Timur | KabupatenKutaiTimur
1 | ReformasiBirokrasidantat | Reformasi birokrasi dan - | Peningkatan kapasitas -
| akelola | Tata Keiola Pemer'lntahan | pemeritahanan [capacmy
B - Vbullding) -
2 | Pendidikan Pe]ayanan Pend dikan Peningkanaksesibilitasda
nkualitaspendidikan
3 | Kesehatan -Optimalisasi akses dan Peningkanaksesibilitasda
mutu pelayanan kesehatan | nkualitaspelayanankeseh
| atan
4 | PenanggulanganKemiskin | Pengentasan kemiskinan Penurunan angka
an kemiskinan dan
pengangguran
5 | KetahananPangan Kemandirian dan Peningkatanketahananpa
kedaulatan pangan _\ngandankemandlr:anpan
gan
6 | Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur | Peningkatan
infrastruktur dasar
pemukiman
Peningkatan sarana dan
prasarana perhubungan
| 7 | IKiminvestasidan Usaha | Daya saing ekonomi daerah | Peningkataninvestasidan
' | it e | ekonomimasyarakat
i | Pemberdayaan ckonomi . | '
| rakyat dan pengembangan |
s i3 sektor rill S v
8 | Energi Pemenuhandayalistrik Peningkatan
| infrastruktur dasar
e N pemukiman
9 | LingkunganHidupdanPeng | Pengelolaanlingkunganhidup Pemantapan pemanfaat
| elolaanBencana danperubahaniklim an; ;
. penggunaandanpengelol
‘aanlahansertalingkungan
o hidup
. 10 Daerah Tertinggal, Pembangunan kawasan Pengelolaankawasanper
Terdepan, Terluar dan perbatasan, pedalaman dan | batasan (hinterland)
. Pasca Konflik daerah tertingga!
| 11 | Kebudayaan, ekonomi - S 'Pemngkatan dan
| | kreativitas dan Inovam e :pengambangan W
f Teknalog| i pemanfaatan teknologr
‘informasi
[127] Bldangpolltik.
| | hukumdankeamanan
i 13 | BidangPerekonomian - | Pemngkatamnvestamdan
i : ekonomimasyarakat
| 14 | BidangKesejahteraan
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Keterkaitan prioritas pembangunan RKPD 2013 Kabupaten Kabupaten Kutai
Timur dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJMD2011-
201 5Kabupaten Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1] Reformasi birokrasi, dimaksudkan untuk melakukan penatakelolaan
pemerintahan yang lebih balk melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh
dedikasi, integritas, the right man on the right place, pemenuhan formasi
pegawal secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara
efektif dan efisien. Reformasi birokrasi ini selaras dengan pnioritas dalam
RPJMD Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015, dan selaras
dengan RPJMD Provinsi yaitu Pemerintanan daerah belum efektif yang
dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan
publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat,
juga selaras dengan RPJMN vyaitu reformasi birokrasi dan tata kelola.

2) Pengembangan Woaijib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional,
dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas,
berkeadilan, berkesmnambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan
lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga
kerja. Pnioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yaltu Pengembangan wajar 12
tahun, pendidikan keterampilan/kejuruan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi
yaitu aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, juga selaras dengan RPJMN yaitu
pendidikan

3) Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan, dimaksudkan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap
wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan
dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif. Prioritas ini selaras dengan
prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2016
yaitu peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta
pengembangan jamkesmas, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu
aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, juga selaras dengan
RPJMN yaitu Kesehatan

4) Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial,
dimaksudkan untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan.
Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi yaitu penanganan

.......................................................................... ey FoT T
Kabupaten KutaiTimur
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6)

/)

8)

9)

kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, juga selaras dengan RPJMN

yaitu penanggulangan kemiskinan dan bidang kesejahteraan rakyat.

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah, dimaksudkan
untuk penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana
dasar secara proporsional di setiap wilayah. Prioritas ini selaras dengan
prioritas dalam RPJMD 2011-2015 yaitu Pemenuhan kebutuhan prasarana
air bersih dan persampahan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu
ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, juga selaras dengan RPJMN
yaitu infrastruktur

Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM, dimaksudkan untuk
menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha
mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya [permodalan,
keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk]. Prioritas ini
selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015 vyaitu peningkatan KUKM terhadap sumber daya (alam,
modal, informasi dan pasar), juga selaras dengan RPJMN vyaitu iklim investasi
dan usaha juga bidang perekonomian.

Pengembangan produk unggulan, dimaksudkan untuk mewujudkan berbagai
jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dan sektor-
sektor yang memanfaatkan potensi lokal (comparative advantage). Prioritas mi
selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015 yaitu peningkatan skala ekonomi produk unggulan, juga
selaras dengan RPJMN yaitu ketahanan pangan.

Rehabilitasi kerusakan lingkungan, Penataan Ruang dan Penanganan
Bencana, dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah
mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya. Prioritas ini
selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-
2015 yaitu rehabilitasi kerusakan lingkungan, dan selaras dengan RPJMD
Provinsi yaitu kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta
peningkatan kualitas lingkungan hidup, juga selaras dengan RPJMN yaitu
lingkungan hidup dan bencana.

Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan, dimaksudkan

untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah desa dengan

Perubahan RKPD Tahun 2013
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11)

wilayah perkotaan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi
yaitu ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, juga selaras dengan
RPJMN vyaitu infrastruktur dan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca
konflik.

Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dimaksudkan
untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif
pasca diselenggarakannya pemilukada. Prioritas ini selaras dengan prioritas
dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yaitu
peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan
ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang polhukam.
Pemantapan kemandirian pangan, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas
pangan baik ketersediaan maupun kemudahan mendapatkannya. Prioritas ini
selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-
2015 yaitu peningkatan skala ekonomi produk unggulan, juga selaras dengan

RPJMN yaitu ketahanan pangan.

Perubahian RKPD Tahun 2013 =~ - -
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2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah
Tabel 2.118 -
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Program
Pembangunan DaerahKabupaten Kutai Timur
‘ J Interpretasi
Bidang Urusan Dan Belum
No REGEtoE Knar] Tercapai(<) Permasalahan
Penyelenggaraan o
Pemerintah Daerah Sesuai (=]
Melampaui (>}
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Fokus Kese;ahteraan d
Ekonoml :
| 4. " Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
| | Daerah, Perangkat Daerah,
- | Kepegawaian dan
| Persandian
| 14, Pertumbuhan PDRB _ Melampaui |
| 1.2. Laju inflasi kabupaten
B PDRB per kapita '~ = . Belum Tercapai
1.4. Persentase penduduk diatas Melampaui
garis kemiskinan
15 Angka krlmmahta“
: tertangani: :
18. IPM Belum tercapai | Masih tingginya tingkat kemiskinan dan
rendahnya UHH
Fokus Kesejahteraan Masy;
1. Pendidikan
1.4. | Angkamelekhuraf == " | " Melampaui.
1.2. Angka rata-rata lama sekofah Belum tercapar
131 | Angka par‘:":is'i\péé'tﬂléas T E|ampEIUI L,
SD/MI/Paket A 2 g
| 1.8.2 | Angka partisipasi kasar [AF’K] Melampaui
;‘ SMP/MTs/Paket B
1.3.3 | Angka partisipasi kasar [APK]' lel mpaui - |-
SMA/SMIK/MA/P i i
1.4. Angka pendidikan yang
ditamatkan
1.5. Angka Partisipasi Bt R
1.5.1. | Angka Partisipasi Murni Melampaui
[APM) SD/MI/F’aket A
1.52. | Angka F‘artisipaéi Be}y_'m'ffercapai_ i
(APM) SMP/MTs/Paket; ] cptient S

Perubafian RXPD Tafun 2013 |
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Interpretasi
Bidang Urusan Dan Belum
No indikator Kinerja Tercapai(<] Permasalahan
Penyelenggaraan o
Pemerintah Daerah Sesuai [=)
Melampaui [>)
1.5.3. | Angka Partisipasi Murni Melampaui
: (APM]]
i SMA/SMK/MA/Paket c
| 2. Kesehatan i ] :

2.1. Angka kelangsungan hidup Melampaui Distribusi tenaga medis [dokter, bidan

bayi dan perawat) belum merata hingga

2.2, Angka usia harapan hidup "Belum Tercapai. | desadesa

2.3. Persentase balita gizi buruk

3. Pertanahan ~ e i)

34. Persentase penduduk yang

memiliki lahan

4, Ketenagakéﬁjﬁ'ﬁﬁ"f ik %

4.1, Rasio penduduk yang bekerja Masih relatif rendahnya daya saing
penduduk lokal ditunjukkan dengan
angka penduduk angkatan kerja yang
paling banyak berpendidikan SMA

Masih besarnya gap permintaan
tenaga kerja dengan lulusan yang ada
terutama jenjang SMA

Masih tingginya angka penduduk

Fokus Seni Budaya danafahraga

setengah pengangguran

1 Kebudayaan

129 Jumlah grup

1.2 Jumlah gedung

2. | Pemuda dan Olahraga _ S _

2.1. Jumlah klub olahraga Belum memadainya sarana dan
o5 Jumiak gedbhﬁf@;i_}éﬁcé‘”ga. | prasarana penunjang yang dimiliki

organisasi olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

1. | Pendidikan
{ 1.7 | Pendidikan dasar:
| 1.1.1. | Angka partisipasi sekolah - Melampati Belum adanya foru aprdmam bldang
112. | Rasio ketersediaan Melampaui penyelenggaraan pend.'d!kan MEE
| sekolah,/penduduk usia _r_\jengakomcdlr usul/kebutuhan rnl
i sekolah
1.1.3. | Rasio guru/murid e
[ Rasio guru/murid per kelas
rata-rata
1.2. | Pendidikan menengah:

Perubahan RKED ‘I&Eun 2013
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Bidang Urusan Dan
Indikator Kinerja

Interpretasi
Belum

No Tercapai(<] Permasalahan
| Penyelenggaraan — :
Pemerintah Daerah Sesuai (=)
| Melampaui [>)
1.2.1. Angka partisipasi sekolah _ Melampaui
| 1.22. | Rasio ketersediaan sekolah : : Masm terbatasanya daya te_;mpung
| terhadap panduduk usia © sekolah menengat éa"at_a
sekolah Masih kurangnya sekolah SMK _
1 1.23. Rasio guru terhadap murid Belum tercapai Belum optimalnya monitoring
{ implementasi dalam penyelenggaraan
| | pendidikan
1.24. | Rasio guru terhadap’ =
per kelas rata-rata
| Ao Penduduk yang berusia >15
| Tahun melek huruf (tidak buta
aksara)
1.3. Fasilitas Pendidikan: =~ | o
1.3.1. | Sekolah pendidikan SD/MI Terkendalanya pembangunan sekolah
kondisi bangunan baik karena belum selesainya proses
| 132 | SekolahpenaidiRam il
5 | SMP/MTs dan. Lemahnya koordinasi anatara Diknas
. | SMA/SMK/MA kondisi. dan sektor terkait (PU,PLTR)
R j bangunan baik
1.4. ' Pendidikan Anak Usia Dini
| (PAUDY):
1.4.1. | Pendidikan Anak Usia Drm - Belum tercapai
[PAUD) AT SRR A
1.5, Angka Putus Sekolah:
1.5.4. | Angka Putus Sekel :;_é_éfﬁfnﬁ*ci_feh;fébai
SD/MI 5 LSRR
1:52. Angka Putus Sekolah [APS]) Belum tercapai
SMP/MTs
153. | Angka Putus: S'eko{ah ' Belum tercapai
SMA/SMK/MA ST
1.6. AngkaKeIu!usan:
18.41. | Angka Kelulusan’ : 1 ah- yang
: r memenuhl standa_ (akreaitasi)
1.8.2. | Angka Kelulusan [AL) Sesuai | ad: - )
SMP/MTs
183. | Angka Kelulusan [AL]  Melampaui
SMA/SMK/MA - _ e
| 18.4. | Angka Melanjutkan [AIVI] dari Melampaui
1 | SD/ Ml ke SMP/MTS
| 165. | Angka Me{anlutkan (AM] da,_ | Belum tercapai |
SMP/MTs ke Al TR i
SMA/SMK/MA . i _
188. | Guruyang memenuhi Belum tercapai | Masih belum memadainya jumlah guru
kualifikasi 51 ,/D-V berdasarkan kualifikesi bidang studi

Perubahan G{?(GYD Q’Ez&un 2013
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Interpretasi
Bidang Urusan Dan Belum
i No Indikator Kinerja Tercapai(<] Permasalahan
= Penyelenggaraan 5 o
i Pemerintah Daerah esuai (=]
Melampaui (>)
2.1 Rasio posyandu per satuan Masih belum memdainya ketersediaan
balita tenaga medis, para medis, dan fasilitas
|22 | Rasio puskesmeas, polikinik, -~ | Kpeshatan
' pustu per satuan penduduk
| 23. | Rasio Rumah Sakit per
| satuan penduduk
2.4. Rasio dokter: per satuan ~ Sesuai
penduduk - i e
2.5, Rasio tenaga medis per Sesuai Belum meratanya sebaran tenaga para
satuan penduduk medis terutama di wilayah pedesaan
28. | Cakupan korn- lika Belum tercapai
kebidanan yang ditangar T e e e
2.7. Cakupan pertolongan Melampaui
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
|28 Cakupan Desa/kelura
Unwer‘sal Ghrfd_
2.8. Cakupan Balita Gizi Buruk Sesuai Masih belum memadai dan optimalnya
mendapat perawatan peran puskesmas serta belum adanya
| 2.10. Cakupan penemuandan: = RISFRPPEEIEERE L
penanganan penderrta
penyakic TBCBTA. .
2.11 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD
2.12. | Cakupan pe
kesehatanr
masyarakat miskin® -
213 Cakupan kunjungan bayi
214, | Cakupan puskesmas _
215, Cakupan pembantu Melampaui
puskesmas
| 3. Pekerjaan Umum i 3 &
i 31 i Proporsi panjang jaringan Masih rendahnya kualitas jaringan jalan
' | jalan dalam kondisi baik dan jembatan terutama pada jalur
| : utama
3.2. : Rasio Jaringan Irigasi ) _Masm be!um memadamya ]amngan dan
| | ; | bangunan. pelengkapnya
3.3. ! Rasio tempat ibadah per Masih adanya kesenjangan antara
| satuan penduduk beban kerja dengan kapasitas

Perubahan M{Q’FD ‘T&Ezm 2013
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Interpretasi
Bidang Urusan Dan Belum
No MiCHzAV IS Tercapail(<] Permasalahan
Penyelenggaraan i
Pemerintah Daerah Sesuai (=]
Melampaui (>)
34. Persentas"'e-f-'ﬁﬁ'.?'_ h tinggs o AgsresEal
bersanitasi- " S0l | Masih adanya kesenjanagan antara
| i ketersediaan SDM aparatur dengan
3.5. | Rasio tempat pemakaman 7 ;
umum per satuan penduduk volme/beban kerja/kegiatan
rr— - - T Masih terbatasnya sarana dan
3.6. Rasio tempat pembuangan’ | “* = © | prasarana pendukung beserta
sampah [TPS] per: satuan el | fasilitasnya untuk pelaksanaan tugas
penduduk . | dan pelayanan
| 3.7. Rasio rumah layak huni
| 38. | Rasio permukiman layak huni
: 3.9. Panjang jalan dilalui F!oda 4

Masih belum terhubungnya seluruh

3.10. Jalan F'enghubUn dari
akses antar desa dan antar kecamatan

ibukota kecame
kawasan pemukir
penduduk [m nal dilz

4) :

3.1 Panjang jalan yang memiliki sesuai Belum optimalnya pembangunan
trotoar dan drainase/saluran sistem jaringan irigasi drainase secara
pembuangan air [ minimal kuantitas dan kualitas
1,5 m) Masih adanya kesenjangan beban kerja

313 | Sempadan jalan yangdlpakaf R dengan kapasitas organisasi
pedagang kaki
bangunan ruma

art

3.14. | Sempadan sungai yang
dipakai bangunan liar

| 3.15. Drainase dalam.kcndlﬂ baik/
pembuangan aliran air. tldak
tersumbat

| Pembangunan turap di

i wilayah jalan penghubung dan
aliran sungai rawan longsor
lingkup kewenangan kota

317. | Luas irigasiKab

kondisi baik.
q. Perumahan
4.1, :

bersih -
42, Rumah tangga pengguna

listrik

4.3. Rumah tangga.bef;-Sgnité_si
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| Interpretasi
Bidang Urusan Dan Belum
No lradikartic: Kivisrje Tercapai(<] Permasalahan
Penyelenggaraan L
Pemerintah Daerah Sesuai [=]
Melampaui [»]
44 Lingkungan pemukiman Belum optimalnya penataan lingkungan
kumuh pemukiman
45, Rumah layak hun ' m tersed
5. Penataan Ruang ..
51 Rasio Ruang Terbuka Hijat - | Masih terladmya konflik pemanfaatan
per Satuan Luas Wilayah Er | lahan, konversi laha a epast:an
| HPL/HGB = peruntukan . o
' 52 , Rasio bangunan ber- IMB per Melampaui Kurangnya sosialisasi tentang syarat
E satuan bangunan pendirian bangunan dan peruntukan
5.3. Ruang publik yang berubah -
peruntukannya
B. Perencanaan Pembangunan
8.1 nya do Ada
perencanaan A,
ditetapkan dgn PER
| B.2. Tersedianya Dokumen Ada Masin ter
i Perencanaan : RPJMD yg -perencanaan
! telah ditetapkan dgn 8 SR
| PERDA/PERKADA
| 83. Tersedianya Dukume da
; Perencanaan yg at &
. ditetapkan dgn PERKADA B A . ;
6.4 Penjabaran Program RPJMD Ada Masih kurang optimalnya peran SKPD
| kedalam RKPD terkait perencanaan pemabngunan
. Masih belum dioptimalkan
' pemanfaatan dokumen perencanaan
sebagai pedoman
7. Perhubungan : e :
Z:: Jumlah arus penumpang Masih terbatasnya infrastruktur
angkutan umum transportasi darat, laut dan udara
T Rasio iiin trayek i | Masih terbatasnya akses perijinan
7.3, Jumlah uji kir angkutan ik pengslolasn tr'ay‘ek
umum Masih rendahnya kinerja pelayanan
24 pengujian kendaraan bermotor
s | Masih kurangnya SDM penguji
7 kendaraan bermotor
7.5 Angkutan darat
7:B. Kepemilikan KIR angkuta
i
| 7.7. Lama penguijian kelayakan
| angkutan umum [KIR]
| 7.8. Biaya pengujian kelayakan

| angkutan umum

Perubahan ‘Rm ‘Taﬁuu 2013
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Interpretasi
Bidang Urusan Dan Belum
Indikator Kinerja Tercapail<
No shimielidel P £ ) Permasalahan
Pemerintah Daerah Sesuai (=)
Melampaui [>)
7.8, Pemasangan Rambu-rambu Masih terbatasnya ketersediaan
rambu-rambu lalulintas
8. Lingkungan Hidup : N e
8.1. Persentase penanganan Masih belum optimalnya manajemen
sampah pengelolaan sampah
Kurangnya sosialisasi pada masyarakat
dalam pengelolaam sampah
B.2. Persentase: Psndudu _ ‘Masm rendahnya k ]
berakses air minum il : %) i
| 8.3. | Persentase Luas pemukiman Belum optimalnya upaya penyehatan
| yang tertata lingkungan dan pemukiman
| 84. | Pencemaran status mutusair
8.5. | Cakupan penghijauan wilayah
rawan longsor dan Sumber
Mata Air
8.6. Cakupan pengau i : '
terhadap pelaksanaan amda ilmplé‘ment39| AMDAL
8.7. Tempat pembuangan Masih terbatasnya sarana dan
sampah (TPS) per satuan prasarana pengangkutan dan
penduduk pembuangan sampah
88
S. Pertanahan
9.1. F’er‘sent:as‘é"'li;ra%s%f}a“}:l_a
bersertifikat
8.2 Penyelesaian kasus tanah
Negara
| 8.3, Penyelesaian izin lokasi =~ - :
10. Kependudukan dan Catatan
| Sipil
10.1. | Rasio penduduk berKT
satuan penduduk: - - b _ rol
102 Rasio bayi berakte kelahiran Masih kurangnya kesadaran
masyarakat dalam tertib administrasi
103 i kependudukan ‘
Belum optimalnya regitrasi
kependudukan di tingkat desa
10.4.
10.5. 3
per 1000 pendudu
108. Ketersediaan database Adanya keterbatasan SDM dalam
kependudukan skala pr"ovlnsu bidang IT kependudukan
10.7. | Penerapan KTP Namonai \ FE s Oeea
berbasis NIK : B ;

Perubahan Q{‘KQD ‘I&ﬁun 2013
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Bidang Urusan Dan
Indikator Kinerja

Interpretasi
Belum

No Tercapai(<] Permasalahan
Penyelenggaraan s
Pemerintah Daerah Sesuai (=]
Melampaui (>)
e [ b Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
o frd [ Persenta :
perempuan
pemerintah o : =
1.2 Partisipasi perempuan di Masih belum optimalnya koordinasi
lembaga swasta dengan stakeholder
113. | Rasio KDRT
114 Persentase jumlah tenaga Belum optlma[nya pengarusutaman
kerja dibawah umur gender dan anak
115 Partisipasi angkaban kema Sir s Bé[’ui"?'_"l"'s't‘-’:’ﬂ_:"s!’p"eii_"‘-’“'." Masih terbatasnya pendataan tentang
| perempuan repranaem it g Tl perempuan dan perlindungabn anak
118B. ; Penyelesaian pengaduan Belum adanya regulasi tentang tenaga
| perlindungan perempuan dan kerja usia dibawah umur
anak dari tindakan kekerasan
12. Keluarga
: Keluarga S jé‘ﬁ’?er 7 e i
1221 Rata-rata jumlah anak per Masih rendahnya kesadaran
keluarga masyarakat ber KB dan terbatasnya
150 = tenaga pelayanan PLKB
12.3. Cakupan peserta KB aktif Melampaui
124, Pra
Keluarga Selaht al
13. Sosial
13.1. | Serana sosial sepertipanti |
| asuhan, panti jompo dan panu St
| rehabilitasi ;
13.2. PMKS yg memperoleh
bantuan sosial
13.3. | Penanganan: ‘ nya regu
masalah kesejal kesejahteraan social
14. Ketenagakeriaan
14.1. Angka par'l:l5|pa
kerja ;
14.3. Tingkat partisipasi angkatan Melampaui
kerja
14.4, | Pencani kerja yang
ditempatkan _ :
14.5. Tingkat pengangguran Melampaui

| terbuka

Perubahan R?(QRVD Q‘E:me 2013
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Interpretasi
Bidang Urusan C_!an Belum
No Indikator Kinerja Tercapail<) Permasalahan
Penyelenggaraan "
Pemerintah Daerah Sesuai (=)
Melampaui [>]

G o8 Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

Masih terbatasnya SDM dan sarana
rendahnya mobilisasi

153 petugas,/ penyuluh koperasi

15.4. Masih belum optimalnya dukungan
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| daerah

Interpretasi
Bidang Urusan Dan Belum
No Indikator Kinerja Tercapai(<) Permasalahan
Penyelenggaraan N
Pemerintah Daerah Sesuai (=)
Melampaui (>)
pegawai berdasarkan standar
kompetensi
21 Ketahanan Pangan. :
21.1 Regulasi ketahanan pangan Masih belum jelasnya peruntukan
kawasan untuk lahan pertanian
Belum optimalnya fungsi kelembagaan
pangan dan belum adanya regulasi
muty dan keamanan pangan
21.2 Ketersediaan % ié ' \ p
22. Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa _
22.1 Rata-rata lumiah _eiompak
binaan PKK e tan AUl
2e.2 Jumlah LSM Masih belum teradministrasikan
dengan baik data-data desa dan belum
optimalnya peran LSM dalam
pemb an desa
; PKK aktif iz, o i
2e.3 i S
22.6 Posyandu aktif
2% Statistik ; o
23.1 Buku "kabupaten dalam Ada Masih terbatasnya jumlah SDM
angka" aparatur statistik dan kurangnya
o030 Buku "PDRB k kemampuan dalam pengolahan data
: Belum adanya data statistik sektoral
yang akurat
24. Kearsipan
24.1 Pengelolaan arsup secara - s
baku s G an ar r
24.2 Peningkatan SOM pengalola Masih terbatasnya tenaga arsiparis
| kearsipan
25. Komunikasi dan Informatika Al e e o
251 Jumilah surat kabar Masih rendahnya kualitas pemberitaan
nasional/lokal dan visualisasi melalui media cetak dan
25.2 Jumlah penylar‘an rf io elektronik
local s
253 Web site milik pemerintah Masih rendahnya pemanfaatan data

elektronik pada instansi pemerintah
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Interpretasi
Bidang Urusan Dan Belum
No Niciigstor 1nerh Tercapail<) Permasalahan
Penyelenggaraan ity
i Pemerintah Daerah Sesuai (=]
| Melampaui [>)
254 | Pameran/expo T e
| 26. . Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan: i
é RE s e e S pustakawan
|
26.2 Jumlah pengunjung Masih minimnya minat baca
perpustakaan per tahun masyarakat dan minimnya sosialisasi
263 | Koleksi buku yang tersec : rbatasnya koleksi |
per‘pustakaan daerah; % kurangnya kerjasa
.p:hak terkat . :
Belumterpassngnya |ar|ngan web dan
_perpustakaan digital
Fokus Layanan Urusan P:llhan
1s | Pertanian =~ AR R e
1.4. Produktivitas padi atau bahan | Belum tercapai Ketersediaan dan penyebaran teknologi
pangan utama lokal lainnya spesifik lokasi belum mampu
per hektar menjangkau seluruh tipe lahan
i Belum adanya sarana pendukung
pertanian [UPT, laboraturium)
12. Kontribusi sektor. .~ | Belum tercapai | A onver:
i | per'taman/perkebunan b S
_ | terhadap PDRB B
1:8. Kontribusi sektor pertanian Belum tercapai
(palawija) terhadap F'DFIB e L
14. Kontribusi 5E|¢ap perkeb Masm kur‘angnya regulasn perunt:ukan
(tanaman ker s] ter‘ha - __Iahan rt K :
PDRB : S : i
1:5: Cakupan bina kelompok Belum melampaui | Masih belum optimalnya kelembagaan
petani penyuluh pada pembinaan kelompok
tani
2. Kahutanan i i
21. Rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah lahan kritis yang masih sangat
kritis luas
22 Kerusakan KaIWasan-Ht_-jténw ¥ S
sarana operasional JAGAWANA
| 238, | Kontribusi sektor kehutanan Menurunnya produktivitas hasil hutan
g terhadap PDRB karena perambahan hutan dan
| penurunan jumlah HPH
| 3. Energi dan Sumber Daya. iR
Mineral S b B B :
3.1 Pertambangan tanpa ijin Masih belum optimalnya monitoring
dan pengendalian bidang energy dan
_ mineral
3.2. Kontribusi sektor | Masih belum baikr
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Interpretasi
Bidang Urusan Dan Belum
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Penyelenggaraan Sl
Pemerintah Daerah Sesuai (=)
Melampaui (>)
per‘tambangantﬁ‘i‘tf“ s pe——_————
PDRB '
4. Pariwisata
4.1, Kunjungan wisa | Belumtercapai | Masih kurangnya 1 _
=8 Kontribusi sektor pariwisata Bidang pariwisata masih belum dikelola
| terhadap PDRB dan dikembangkan secara profesional
5. Kelautan dan Perikanan : e
51. Produksi perikanan Manajemen pengelolaan hasil kelautan
dan perikanan yang masih kurang
52. Konsumsi ika
5.3. Cakupan bina kelompok Masih terbatasnya petugas dan sarana
nelayan nperasnonal panyuluh
54, e T
B.
B.1.
B6.2. Ekspor Bersih Perdagangan Menurunnya nilai eksport bersih
Eer‘dagangan
B.3. '
Z.
74
Far Kontribusi industri rumah
tangga terhadap PDRB
sektor lndustri
7.4. Cakupan bina kelompok
pengra;m
= T
8.1. Belum optimalnya kerjasama dengan
8o badan usaha dalam TSP (Transmigrasi
T Swakarsa Perbantuan) dan
terbatasnya lahan untuk TSM
[Transmigrasi Swakarsa Murni)
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BAB IlI
PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan
sekaligus strategi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini mengingat bahwa
pembangunan di bidang ekonomi merupakan urat nadi keberhasilan pembangunan
bidang-bidang lainnya di wilayah tersebut. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan
pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu
indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dalam
tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan
yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa

yang akan datang.

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan RPJMIN 2010-2014 arah kebijakan umum pembangunan
- nasional salah satunya adalah untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia
yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan
pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang
diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya
manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya
lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pemulihan perekonomian dunia yang diharapkan terjadi pada tahun 2012 dan
berlanjut di tahun 2013 ternyata meleset dari proyeksi semula. Di tahun 2012,
perekonomian global tumbuh 3,2 persen, lebin rendah dari pertumbuhan tahun
2011 yang sebesar 3,8 persen. Perekonomian AS dan Jepang pada tahun 2012
relatif tumbuh membaik, namun tidak cukup kuat untuk menahan kontraksi ekanomi
dunia yang bersumber dari kawasan Eropa.

Sementara itu, perekonomian di negara-negara emerging markets turut
mengalami perlambatan sebagai implikasi menurunnya permintaan komoditas

ekspor dari negara-negara maju. Di tahun 2013, meskipun perekonomian global
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diperkirakan akan membaik, namun pr‘oyeksinya tidak seoptimis perkiraan semula.
Laju peningkatan kinerja perekonomian global pada tahun 2013 diperkirakan masih
tertahan. Perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2013 masih akan menghadapi
risiko kebijakan konsolidasi anggaran. Di samping itu, perekonomian Eropa juga
masih menyimpan risiko ketidakpastian yang tinggi terkait lambatnya implementasi
program pengurangan belanja pemerintah [susterity program) di beberapa negara.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan terkininya (Wor/d Economic Outlook
April 2013) telah menurunkan proyeksinya untuk pertumbuhan ekonomi dunia dari

3,5 persen menjadi 3,3 persen.

Dinamika ekonomi global dan domestik yang terjadi selama tahun 2012, telah
mempengaruhi perkembangan indikator-indikator ekonomi makro dalam tahun
tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, harga minyak mentah Indonesia, serta nilai
tukar. Selanjutnya, perkembangan berbagai indikator ekonomi global tersebut juga
berpengaruh pada kondisi ekonomi makro domestik dalam tiga bulan pertama tahun
2013, dan prospeknya dalam keseluruhan tahun 201 3.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Perekonomian Kalimantan
Timur masih didominasi oleh sektor pertambangan penggalian, industri pengolahan
dan perdagangan yang mencapai persen dari total ekonomi PDRB. Peranan sektor
pertambangan dan penggalian cenderung terus meningkat yaitu dari tahun 2007
sebesar 42,84% menjadi sebesar 50,28% tahun 2011 sedangkan sektor Industri
pengolahan justru sebaliknya yaitu cenderung menurun dari sebesar 33,63% tahun
2007 menjadi sebesar 23,36% tahun 2011.

Ekonomi daerah ini terlihat lebih menunjukkan pada “Capital intensive” atau
padat modal, dimana sector padat modal yang memberi kue ekonomi sebesar 73.6
sedikit menyerap tenaga kerja kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor padat
karya yang hanya memberi kue ekonomi sebesar 26,35% ternyata mampu
menyerap tenaga kerja besar. Informasi yang cukup signifikan adalah perkembangan
PDRB pertambangan non migas [E!at'ubara) saat ini sudah melampaui
pertambangan Minyak dan gas bumi (Migas]) yeitu sebesar 19,10 persen berbanding
dengan pertambangan non migas mencapai 30,75 persen. Kondisi ini disebabkan
pertumbuhan pertambangan batu bara benderung memperlihatkan peningkatan
yang sangat signifikan, karena sebagian besar kab/kota di daerah ini
mengeksploitasi tambang batubara kecuali Balikpapan dan Tarakan.

Sementara minyak dan gas bumi justru cenderung menurun atau pertumbuhan
negatif akibat semakin terbatasnya ladang minyak baru maupun produktivitas yang
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sudah semakin berkurang. Informasi di atas dapat menggambarkan bahwa
pembangunan perekonomian di Kalimantan Timur menghadapi tantangan yang
sangat krusial, yaitu seperti kita ketahui bahwa migas dan batubara merupakan
sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apabila sektor ini terus yang
diandalkan tanpa ada upaya untuk peralihan pada sektor lain, maka bisa diprediksi
Kalimantan Timur akan mengalami permasalahan yang kompleks. Disamping
tantangan yang dihadapi adalah diketahui bahwa akibat adanya eksploitasi dan
eksplorasi yang sangat massive pade sumberdaya alam (batubara) tanpa
menjalankan amdal secara konsisten, telah menjadikan Kalimantan Timur sebagai
wilayah yang tingkat kerusakan lingkungannya bisa dikatakan sangat parah dan
dikhawatirkan akan mempunyai dampak bukan hanya dari sisi ekonomi saja tapi juga
lingkungan hidup dan sosial pada masa yang akan datang.

Selain dari tantangan tersebut diatas, Provinsi Kalimantan Timur memiliki
prospek pengembangan ekonomi yang sangat baik terutama di sektor pertanian,
perkebunan, perikanan dan industri pengolshan sebagai sektor unggulan yang
mengandalkan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga
kerja.. Seperti permintaan pasar lokal dan Internasional terhadap produk-produk
unggulan dari Kalimantan Timur cukup besar, yang memberikan prospektif bagi
pengembangan sektor industri dan perdagangan dimana trendnya menunjukkan
peningkatan yang sangat baik. Disamping itu pelaku disektor perdagangan, jasa dan
industri sangat variatif dan kompetitif, dslam hubungannya dengan prospek
persaingan terbuka dalam pasar global seperti sekarang ini. Hal tersebut diatas juga
ditunjang dengan trend penggunaan Teknologi Informasi (TI) sebagai perwujudan
prinsip Good Governance nantinya akan menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat

maupun masyarakat bisnis untuk kemudahan akses.

Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur, bahwa visi
pembangunan 2011-2015 adalah “Pembangunan Daerah Bertumpu Pada

Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, rumusan miéi pembangunan Kabupaten
Kutai TimurTahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan

berwawasan lingkungan.
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3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan
daerah.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.
Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah
yang dinamis dan efisien.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.
Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin
kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang

seluas-luasnya.

Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka strategi
utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur dikembangkan dalam rangka
mempertahankan tingkat pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut dilakukan
dengan menetapkan prioritas utama meliputi penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, serta peningkatan

aksesibilitas dan kualitas kesehatan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, pada tahun 2013
ditargetkan asumsi pencapaian pertumbuhan ekonomi mencapai minimal 7%,
sedangkan pendapatan per kapita mencapai Rp 7-8 juta serta tingkat partisipasi

angkatan kerja mencapai asumsi 76,14 %.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012

Secara umum nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur mulai tahun 2008 sampai
tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan setiap
lapangan usahanya, mengalami peningkatan di tiap tahunnya (Tabel 3.1). Hal ini
merupakan modal yang positif bagi Kabupaten Kutai Timur yang masih dalam proses
membangun. Peningkatan di seluruh sektor ini bisa terjadi karena SDM yang semakin
banyak yang didukung pula dengan peningkatan tingkat pendidikan sumberdaya
manusianya. Sehingga sumber-sumber daya alam yang semula masih belum bisa
dimanfaatkan, dengan adanya peningkatan SDM tersedia, sumber-sumber daya alam

tersebut bisa mulai dimanfaatkan.

Dalam kurun waktu 2008-2012 nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar
- harga berlaku (ADHB) dengan migas cenderung meningkat dari Rp 24.381.455,20




Bab III Perubahan Rancangan Kerangka ERonomi Daerah
Dan Kebijakan Keuangan Daerahi

juta di tahun 2008 menjadi Rp 50.173.447,91 juta pada tahun 2012. PDRB
(ADHB) denganmigas dan batu bara pada periode tersebut secara berturut-turut
yaitu sebesar Rp 24.381.455,20 juta, Rp 27.380.004,68 juta, Rp 34.179.885,89
juta, Rp41.206.892,30 juta, dan Rp 50.173.447,81. PDRB [ADHB)Kabupaten Kutai
Timur tanpa migas dan batu bara, pada periode 2008-2012 berturutturut sebesar
Rp 383083306 juta, Rp 4.101438,75 juta, Rp 4.701.103,10 |uta,
Rp4.452.869,43 juta, dan Rp B.378.800,64 jutalaju pertumbuhan ekonomi
dengan migasselama kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2008 hingga tahun
2012 bergerak dari -0,86 persentahun 2008 menjadi 12,28 persen pada tahun
2012. Sedangkan Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migasdari tahun 2008(-1,03
persen)menjadi 12,41 persen pada tahun 2012, serta tanpa migas dan
batubaradari tahun 2008sebesar 5,16 persenmenjadi 7,61 persen pada tahun
2012. Dari beberapa dinamika kinerja ekonomi selama kurun waktu 2008-
201 2seperti tampak dalam Tabel 3.1 memberikan gambaran bahwa struktur PDRB
di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi cleh subsektor batubara. Sama halnya
dengan tahun sebelumnya,batubara memberikan sumbangan paling besar dalam
pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur.
Tabel 3.1
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008 2012

AT Deng‘éﬁ‘ Miga -
Tahun | [Juta Br Tanpa Migas [Juta Rp)
‘Harga T =
SoE eria
(1 R e

~ 15.313671,39
808.371.51
18.746,104.78
273.071:592,15

18.906.134.22
_eleez.1e218 |

Batubara

2017.156,18 -
14041053
28694 228848723 |
CREEenE 379,800 U 2.462611.44

Sumber: BF’S Pr‘ownsr Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Trmﬁr' Tahun 20‘1 3
*] Angka Forecast dengan Regresi Linear
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Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur tampak dari besarnya peranan
suatu sektor terhadap total PDRB. Kondisi ini dapat dilihat dari distribusi persentase
suatu sektor terhadap total seluruh sektor dalam membentuk PDRB Kutai Timur.
Sektor yang kontribusinya cukup besar setelah sektor Pertambangan dan Penggalian
adalah sektor Pertanian. Seiring dengan masih dominannya peran sektor
Pertambangan dan Penggalian dalam beberapa tahun terakhir, peranan sektor
pertanian relatif stabil antara 4,28 persen hingga 5,04 persen. Sedangkan

sumbangan sektor-sektor lainnya masih dibawah 4 persen.

Beberapa sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor Listrik, Gas
dan Air Bersih, sektor industri pengolahan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan, serta sektor Jasa jasa. Keempat sektor ini memberikan kontribusi
kurang dari 1 persen. Hal tersebut sekilas memberikan penggambaran
bahwasannya Kabupaten Kutai Timur belum beranjak dari sektor primer menuju
sektor sekunder maupun sektor jasa. Sektor lain yang masih perlu ditingkatkan
kinerjanya diantaranya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor ini
memberikan kontribusi sebesar 3,43 persen. Sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran berpeluang menjadi sektor pencpang bagi perkembangan ekonomi
Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun-terakhir. Subsektor perdagangan
maupun subsektor Hotel dan Restoran perlu mendapatkan dorongan agar menjadi

sektor pendukung bagi pertumbuhan angkatan kerja pada sektor pertambangan.

~ Peranan sektor migas dan pertambangan (batubara) sangat dominan terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Peranan subsektor pertambangan
batubara sangat mempengaruhi besaran PDRB. Kondisi seperti ini  cukup
mengkhawatirkan bagi PDRB Kabupaten Kutai Timur karena situasi ini cukup lemah
secara struktural, dalam artian bahwa terdaspat ketergantungan yang tinggi dari
PDRB terhadap hasil tambang batubara hingga 86 persen. Situasi PDRB seperti ini
memerlukan kebijakan maupun langksh strategis dalam upaya melepaskan dari
ketergantungan terhadap subsektor pertambangan khususnya dari batubara.Oleh
karenanya visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yakni “Pembangunan Daersh
Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandir/'perlu segera ditindaklanjuti
dan dikembangkan dengan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengurangi
ketergantungan PDRB terhadap subsektor pertambangan batubara. Penguatan

kualitas SDM yang berkompetensi dalam sektor pertanian serta mengutamakan
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kebijakan dan program-program yang terkait dengan sektor pertanian menjadi

prioritas bagi segenap pemangku kepentingan.

Secara umum nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur mulai tahun 2008 sampai
tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan setiap
lapangan usahanya, mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Hal ini merupakan
modal yang positif bagi Kabupaten Kutai Timur yang masih dalam proses
membangun. Peningkatan di seluruh sektor ini bisa terjadi karena SDM yang semakin
banyak yang didukung pula dengan peningkatan tingkat pendidikan sumberdaya
manusianya. Sehingga sumber-sumber daya alam yang semula masih belum bisa
dimanfaatkan, dengan adanya peningkatan SDM tersedia, sumber-sumber daya alam

tersebut bisa mulai dimanfaatkan.

Dari data pada Tabel 3.1. lapangan usaha sektor pertambangan dan
penggalian masih mendominasi perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sekalipun
terjadi penurunan setiap tahun akan tetapi persentase sektor pertambangan dan
penggalian masih paling tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain.
Pertumbuhan PDRB yang tergantung pada lapangan usaha sektor pertambangan
memang hal yang wajar bagi daerah yang tergolong berbukit dan memiliki potensi
dalam sumberdaya alam. Sektor pertanian menjadi unggulan kedua di Kabupaten
Kutai Timur. Nilai produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan setiap
tahunnya relatif meningkat dengan komoditi padi, kelapa sawit dan coklat sebagai
unggulan. Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang
berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak krisis ekonomi dan

~moneter melanda semua sektor usaha, justru minyak sawit/CPO (crude paim oil)
menjadi produk yang sangat diunggulkan baik di pasar dalam negeri maupun di pasar
luar negeri [ekspor). Kebutuhan minyak goreng di dalam negeri juga terus meningkat
yang tentunya mendorong bertambahnya kebutuhan bahan baku berupa CPO.
Demikian juga dengan pasar luar negeri yang belakangan harga CPO terus
meningkat, sehingga mendorong produsen minyak sawit untuk mengekspor

produknya ke luar negeri.

Selain itu, sektor industri juga mengalami pertumbuhan yang meningkat,
meskipun, pertumbuhannya juga tergolong kecil dibandingkan sektor-sektor lain.
Sebab sektor-sektor pendukung, seperti sektor listrik, gas, dan air bersih, serta
sektor bangunan juga masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor

pendukung sektor industri masih belum siap untuk saat ini. Sehingga sektor industri
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masih belum bisa dijadikan harapan atau tumpuan untuk peningkatan APBD maupun

perekonomian untuk saat ini.

Sejak tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tanpa migas
dan batubara mengalami kenaikan dari 4,15 persen di tahun 2008 menjadi 7,61 di
tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa sektor diluar migas dan batubara
berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur meskipun
masih kecil. Namun bila memperhitungkan sektor migas dan batubara maka
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tumbuh melampaui di atas rata-rata
nasional yakni 9 hingga 11 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber
pertumbuhan ekonomi di .Kabupaten Kutai Timur lebih banyak ditopang oleh sektor

migas dan pertambangan [batubara).

Memperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur
dari tahun 2008 hingga tahun 2012, selalu mengalami peningkatan pertumbuhan
kecuali tahun 2008. Hal ini bisa dilihat dari hasil capaian indikator kinerja pada tahun
2012 yang lebih cepat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,28 persen telah jauh
melampaui target yang ditetapkan sebesar minimal 7 persen. Dari capaian ini
menunjukkan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tumbuh dan berkembang
dengan baik. Jika melihat capaian indikator pada tahun 2012, secara umum
mengalami peningkatan di berbagai sektor, baik pertanian, peternakan, kelautan dan
perikanan maka pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur optimis bisa

mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar minimal 7 persen.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 tahun 2014
Berbagai tantangan yang masih akan dihadapi Kabupaten Kutai Timur pada
tahun 2013 dan tahun 2014, diantaranya adalah:

e Pengangguran dan Kemiskinan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan
yang masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Jumlah
pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur diperkirakan
akan semakin meningkat, ini secara prosentase angka tersebut masih
lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional. Jumlah penganggur
dan orang miskin di Kabupaten Kutai Timur cenderung meningkat
dimungkinkan karena pendatang dari luar [migrasi masuk) yang ingin
bekerja baik di sektor formal maupun informal.

» Capaian tingkat pendidikan dan kesehatan khususnya dalam rangka
pencapaian MDGs 2015 masih memeriukan komitmen yang kuat dari




®Bab I1I Perubahan Rancangan Kerangka Ekpnomi Daerahi
Dan Kebijakan Keuangan Daerah

semua pemangku kepentingan. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi
sangat penting karena kedua sektor ini menentukan kualitas sumberdaya
manusia. Kualitas sumberdaya manusia pada akhirnya dapat dikaitkan
dengan pembangunan manusia [sekaligus mendongkrak IPM) yang pada
giirannya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten
Kutai Timur.

Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas terutama bagi
akses wilayah yang sulit terjangkau. Keberadaan infrastruktur merupakan
prasyarat agar suatu wilayah dapat mempertahankan dan meratakan
tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan
infrastruktur mutlak diperlukan bagi wilayah yang sedang melakukan
pembangunan fisik khususnya. Hal ini dikarenakan infrastruktur fisik akan
memudahkan kelancaran maupun mobilitas bagi proses masuknya
penanaman modal di Kabupaten Kutai Timur.

Terwujudnya peningkatan partisipasi swasta atau dunia usaha melalui
kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai satu
kesatuan pemangku kepentingan dalam proses pambangunan di
Kabupaten Kutai Timur. Tantangan ini menjadi sangat penting karena
pembangunan memerlukan dana yang cukup besar, sedangkan
ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas. Partisipasi
dunia usaha dalam pembangunan fisik khususnya merupakan wujud
kepedulian sekaligus partisiasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan.
Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah.Kualitas aparatur
pemerintah tampak dalam potensi dan permasalahan aparatur
pemerintah itu sendiri. Potensi dan permasalahan aparatur pemerintah
merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam
kurun waktu tertentu. Kondisi SDM aparatur menyangkut jumlah pegawai
yang dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur,
pengalaman kerja, jenjang kepangkatan, bidang keahlian, dan termasuk
pula persebarannya. Hal ini penting untuk memetakan potensi SDM
apartur dengan potensi wilayah untuk menilai derajat kesesuaian
persebaran antara potensi SDM dengan potensi wilayah yang ada.
Adapun permasalahan aparatur pemerintah sangat bervariasi. Salah
satu diantaranya adalah persoalan budaya kerja. Budaya kerja

merupakan aspek penting yang menentukan sikap kerja aparatur
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pemerita baik itu kinerja, kepuasan kerja, maupun tingkat
kemangkirannya (Luthans 1888). Salah satu aspek yang bisa
dipergunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah daerah
adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan-
peraturan yang berlaku di dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

Selaku aparatur pemerintah, disiplin kerja juga telah diatur oleh
pemerintah dalam PP Nomor 30,/1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, yang memuat semua kewajiban, larangan, dan
sanksi jka melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban.
Persoalannya adalah bagaimana mengukur disiplin kerja tersebut.
Laitener & Levine (dalam Riwukaho 1887) mengindikasikan gejala disiplin
itu dengan gambaran sebagai berikut : umumnya disiplin sejati terdapat
apabila para pegawai datang di kantor dengan teratur dan tepat pada
waktunya, apabila mereka berpakaian serba baik pada tempat kerjanya,
apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan
hati-hati sesuai prosedur yang ditetapkan, apabila mereka menghasilkan
kuantitas dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara
bekerja yang ditentukan.

Indikator disiplin kerja aparat pemerintah dapat meliputi : pertama,
frekuensi kehadiran pegawai di kantor padé hari kerja serta ketepatan
jam masuk dan pulang kerja; kedus, tingkat kewaspadaan pegawai dalam
menggunakan bahan-bahan dan alat-alat kantor; ketigs, kualitas dan
kuantitas hasil kerja; keempat, ketaatan pegawai dalam mengikuti cara
kerja yang ditentukan; ke/ima, Semangat pegawai dalam menyelesaikan
pekerjaannya.

Secara umum kondisi perekonomian bergantung pada kondisi internal dan
kondisi eksternal dari daerah atau wilayah tersebut. Kondisi internal adalah kondisi
yang mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah tersebut yang penyebabnya
berasal dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sehingga kondisi internal terbentuk
karena kejadian di dalam wilayah itu sendiri. Dengan kata lain kondisi ini terbentuk
dari dalam wilayah itu sendiri. |

Kondisi internal yangmempengaruhiKabupaten Kutai Timuradalah sebagai
berikut:

Pertama hasil pertambangan dan penggalian Kabupaten Kutai Timur yang
cukup baik. Pertambangan dan penggalian masih menjadi tulang punggung bagi

perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sektor pertanian menduduki urutan kedua
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namun persentasenya masih kecil terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini
mengindikasikan bahwa sektor pertanian(agribisnis) dapat diupayakan secara
berkesinambungan agar menjadi tumpuan setelah sektor pertambangan dan
penggalian di Kabupaten Kutai Timur. Hasil pertanian pangan diprioritaskan untuk
penguatan ketahanan pangan sedangkan hasil pertanian non pangan [perkebunan)
tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal namun juga untuk kebutuhan
nasional dan internasionalHasil komoditi berupa kelapa sawit, karet dan coklat
menjadi komoditi unggulan.Hal ini mengindikasikan bahwa agribisnis menjadi harapan
di masa mendatang mengingat sumber daya alam bersifat tidak terbarukan.

Kedua SDA yang melimpah dan luasnya wilayah baik daratan maupun
perairan, jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan [pro ekologi] maka hal tersebut

dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur.

3.1.3Prospek Perekonomian Daerah tahun 2013 dan Tahun 2014

Potret ekonomi Kabupaten Kabupaten Kutai Timur 2013 dan tahun 2014
tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional dan
internasional. Setelah terjadi resesi global sejak pertengahan tahun 2008, tanda-
tanda pemulihan ekonomi dunia termasuk Negara Indonesia telah mulai terlinat sejak
akhir 2008 hingga akhir 2010. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya
intervensi pemerintah yang telah mendorong sisi permintaan dan mengurangi
ketidakpastian serta terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan.

Kondisi perekonomian daerah masih sangat rentan terhadap pertumbuhan
dan kondisi makro ekonomi nasional. Bila perkonomian nasional menunjukkan
kecenderungan pertumbuhan positif, maka akan memberi stimulan bagi
pertumbuhan ekonomi daerah, dan sebaliknya. Dengan pemulihan ekonomi nasional

tersebut maka turut berpengaruh terhadap perekonomian daerah termasuk
Kabupaten Kutai Timur, sehingga pada tahun 2013 dan tahun 2014 perekonomian
Kabupaten Kutai Timur diperkirakan akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kondisi internal Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh pertambangan batu
bara.Sedangkan kondisi eksternal dipengaruhi oleh: pertama kondisi perekonomian
nasional, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, melambatnya laju perekonomian
negara-negara maju dan berkembang, naik-turunnya harga minyak, serta hal-hal lain
yang berdampak pada perekonomian globa!. Sebab seperti yang kita ketahui,
perekonomian Indonesia sangat terkait dengan negara-negara luar. Kedus melihat
perkembangan integrasi dunia atau yang lebih dikenal dengan globalisasi, maka hal

ini secara tidak langsung akan mempengaruhi persaingan pasar di dalam negeri
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maupun persaingan pangsa pasar di luar negeri atas produk Indonesia. Ketigs,
pemberlakuan AGFTA (Asean-China Free Trade Ares) merupakan awal pasar bebas
dalam lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu ACFTA ini harus direspon dengan
mempersiapkan produk yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang berdaya
saing tinggi. Hal ini dikarenakan bukan hanya pasar barang saja yang bersaing, tetapi
juga persaingan akan perekrutan tenaga kerja atau tenaga ahli.

Salah satu aspek yang turut mempengaruhi prospek perekonomian lokal
diantaranya adalah dunia usaha swasta yang turut memberikan kontribusi yang tidak
kecil adalah PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Diperkirakan pada tahun 2013 mendatang
menargetkan kapasitas produksi batubara hingga mencapai 70 juta matrik ton.
Kondisi produksi KPC tahun lalu telah mencapai 43 juta matrik ton. Tahun ini
diperkirakan 56 juta matrik ton, dan 2013 sekitar 70 juta matrik ton. Peningkatan
kapasitas ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan royalti 13,5
persen yang diperoleh pemerintah provinsi dan wilayah produksi batu bara yakni

Kabupaten Kutai Timur.

Prospek Kabupaten Kutai Timur untuk percepatan pembangunan salah
satunya terletak di kawasan industri Maloy. Pengembangan kawasan industri Malaoy
direncanakan sebagai pelabuhan berskala internasional dengan status zona ekonomi
nasional. Kawasan ini diharapkan menjadi klaster industri untuk mengerakkan sektor
ril. Percepatan pembangunan ini sesuai dengan Master Plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ([MP3EI) yang telah dicanangkan pada
tahun 2011 yang lalu. Dengan dikembangkan kawasan Maloy ini diharapkan
kesenjangan pembangunan antar kawasan Indonesia Barat dan Timur umumnya dan
kesenjangan antar wilayah dalam koridor Kalimantan akan dapat teratasi.

Sejumlah pembangunan fisik yang terkait dengan infrastruktur perhubungan
diharapkan akan dapat membuka prospek pembangunan dan mengurangi
keterbelakangan akses. Sejumlah proyek yang masuk MP3El di Kabupaten Kutai
Timur dan sekitarnya antara lain pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan
Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur, PLTU Mulut Tambang 2 X 100 MW di
Sangatta, termasuk pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), pembangunan
rel kereta api dari Muara Wahau hingga Lubuk Tutung (130 km), kemudian
dilanjutkan dari Lubuk Tutung - Maloy sepanjang 8 km.




Bab I1I Perubahan Rancangan Kerangka ERpnomi Daerah
Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Tabel 3.2

Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
[MP3EI] di Kabupaten Kutai Timur

NAMA PROYEK/LOKUS

NILAI
INVESTASI
[Milyar Rp)

SUMBER DANA

KETERANGAN

TEANSPORTAS!

PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN

A

ree Way Bontan

_Jalan akses menuju.
' Pelabuhan Sangatta

Pulung

APBD Pr‘ov

[Bankeu])
APBN-

‘Ruas Jalan Nasional -

ang| ’melmtam dalar'_n -

Kota Sangatta

PRASARANA PERHUBUNGAN

" PRASARANA PERHUBUNGAN LAU

Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta.
(Kenyamukan)

Pembangunan Causew

e PAEPEAN

Pembangunan Trestile

TA. 2011

GAcoIoT

Praov.

APBD Kab. dan_

TA. 20122014

APBN

PRASARANA PEHHUBUNGAN UDAHA

embangunan/ perluas‘ﬁi‘f”B idara
oangune peresen Bancare

“daerah dan keg.TNI

Pembangunan Bandara Wahau Di

350 APBN
Kabupaten Kutim
C | PENGENDALIAN BANJIF b i i A0 AiSaipmedt
Peningkatan Drainase dan pembangunan 541 APBN/AFPBD TA. 20122014
Folder sepanjang 42.5 Km di kotg.Sangatta Prov.
Pembangunan Sa[uran Ingam Ter‘smr‘ di3 36 APBN/APBD Untuk mendukung
Prov.

Eendung sepanjang 58 2 Km

program Food Estate

KEGIATAN EKONOMI LAIN

FOOD ESTATE

A

Percetakan lehan sawa

JUMLAH USULAN

2.844

(tidak termasuk Free Way)

Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhitung sejak 1 Januari 2011, Pajak

Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan [BPHTB] yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah
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pusat akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan

pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut UU Pajak Daersh dan

Retribusi Daerahtersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari

2014. Kontribusi BPHTB terhitung 1 Januari 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan [PBBP2)tahun 2014, diharapkan mampu

meningkatkan sumber PAD yang sangat diperlukan pemerintah Kabupaten Kutai

Timur guna menunjang pembangunan fisik dan non fisik. Dengan pelimpahan ini,

diharapkan pembangunan di daerah akan terbantu dan masyarakat juga akan

merasakan manfaatnya. Namun, konsekuensinya, pemerintah kabupaten harus

dengan menyediakan (1) sarana dan prasarana, (2] sumberdaya manusia, dan (3)

payung hukum berupa Perda yang menjad! landasan hukum bagi pemungutan pajak.

Dilain pihak dengan adanya pelimpahan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah
daerah tentunya akan menimbulkan dampak, diantaranya:

1. Akurasi data objek dan subjek PBB P2 akan semakin meningkat karena
pemerintah daerah tencunya lebih menguasai wilayahnya dibandingkan dengan
aparat pemerintah pusat;

2. Pemda diharapkan lebih memiliki keberanian dalam melakukan penyesuaian
NJOP karena penentuan NJOP yang dilakukan pemerintah pusat selama ini dinilai
masih banyak yang under value;

3. Pemberdayaan /loca/ taxing powermelalui kewenangan penuh daerah dalam
penentuan tarif dan pengeloiaan' administrasi pemungutan untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian perlu juga dicermati bahwa dengan PBBP2 yang akan
dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maka otomatis pemerintah daerah harus
mengeluarkan biaya baik biaya untuk investasi awal maupun biaya operasional per

tahun sehingga perlu dilakukan kajian cost and benefit yang optimal.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang !uas, nyata dan
bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini
telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya dan
perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai demokrasi dan peran serta
masyarakat. Secara konkrit pengaturan ini dilakukan dengan telah diterbitnya
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
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2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Sebagai subsistem yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negars,
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai petunjuk
teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini secara rinci dan teknis telah diterbitkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1({tentang perubahan kedua
atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru
untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan
daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berarientasi kepada kepentingan
daerah yangdiimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk itu,
pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah
diharapkan dapat memberi kepuasan kepada ~masyarakat, membuka
kesempatanlapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta utamanya
UMKM diberbagai bidang. |

Kabupaten sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-
sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun

kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan revisi
dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, jenis pendapatan asli daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu:
jenis pajak Kabupaten/kota menjadi 11 jenis meliputi : a) pajak hotel; b). pajak

restoran; c). pajak hiburan; d) pajak reklame; e) pajak penerangan jalan; f).pajak
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mineral bukan logam dan batuan; g) paja'k parkir; h] pajak air tanah; i) pajak sarang
burung walet; j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan k)pajak
bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan masih tetap
berlaku sampai dengan ténggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada
Peraturan Daerah tentang Pajak bumi dan Bangunan yang terkait dengan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008.
Sejak tahun 2011 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBPHTB])
dan PBB dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Jenis retribusi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku,
bahkan masihmemungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan
dan kewenangan. Obyek retribusi daerah tersebut meliputi: a) retribusi jasa
umum ; b) retribusi jasa usaha; c) retribusi perizinan tertentu. Peraturan Daerah
tentang Retribusi Daerah mengenai jenis retribusi jasa umum, jenis retribusi
usaha dan jenis retribusi perizinan tertentu masih tetap berlaku untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru
berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) Tahun 2013 proyeksi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) persentasenya sebesar 5,8 % mengalami kenaikan
pada tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan
menjadi sumber utama, untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan
pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Oleh sebab itu, harus tetap
diupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD lain, antara lain
melalui: a). Pajak Hotel dan Restoran; b). peningkatan kinerja retribusi Rumah Sakit
Umum Daerah dan retribusi pasar; c). pajak reklame dan lain-lain.

Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2013, maka
perlu dilakukan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi yakni:

a. |Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk meningkatkan
kepatuhan dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada, meliputi :
1. Penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat
mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah.
3. Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah tahun 2013.
4. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan

pendapatan daerah dengan pendekatan sistem.
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5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja
terkait peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

b. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk memperluas basis
pajak dan retribusi yang memberikan peluang untuk penerimaan daerah yang
lain, melalui :

1. Pembaharuandata dasar (database] pajak dan retribusi daerah serta
optimalisasi pemanfaatan data yang bersangkutan

2. Pengkajian penerapan jenis retribusi baru sesuai dengan potensi yang
ada dan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk

pengembangan sumber penerimaan lain.

Selain itu perlu menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien dengan
meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah
terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan melalui :

a. Penyusunan naskah akademik yang memadai sebelum dilakukan

penyempurnaan terhadap perda tentang pajak dan retribusi daerah.

b. Evaluasi berkala atas dampak ekonomi dari setiap pungutan yang ada.

c. Penghapusan beberapa jenis pungutan daerah yang bersifat d;:storr}f bagi

perekonomian

d. Reformulasi sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan

sehingga lebih efisien secara ekonorni dan efektif yang tertuang dalam

penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana
Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk merndanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan alokasi dana perimbangan selain
diarahkan dengan maksud untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai
urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan/atau
ditugaskan kepada daerah, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi
kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Dalam rangka memperbaiki
vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance pemerintah melakukan

reformulasi Dana Perimbangan.
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Meskipun alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat,
peningkatan DAU per daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah,
Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU diperkecil setiap tahun agar formula
DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperan dalam rangka pemerataan
keuangan antardaerah, Proporsi celah fiskal dalam formula DAU harus diperbesar
peranannya untuk mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskal sehingga
memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya
rendah. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk
menghindari kesenjangan fiskal (fisca/ gap) antar daerah yang ditetapkan
berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan
keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang, berdasarkan formula
dan perhitungan tersebut sesuai tujuannyé diharapkan apabila dari tahun ke tahun
suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau
dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya, namun diharapkan
Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undang-undang
bersifat transparan.

Sementara itu, reformulasi DAU antara lain dilakukan melalui: (i) penetapan
Pendapatan Dalam Negeri [PDN)neto dengan memperhitungkan beban subsidi
BBM dan subsidi pupuk sebagai bentuk sharing the pain antara Pemerintah
dengan pemerintah daerah; (ii) penerapan formula DAU secara murni tanpa
pengecualian, sehingga tidak perlu penyediaan dana penyeimbang DAU; dan (iii)
peninjauan kembali terhadap bobot masing-masing variabel kebutuhan fiskal dan
pengaturan kembali perhitungan kapasitas fiskal dalam-formula DAU.

Dana Alokasi Khusus [DAK]) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional. Reformulasi DAK dilakukan dengan: (i) penajaman dan
perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu
daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii)
mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan
urusan daerah ke DAK.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur,
diharapkan mampu mendorong paningkatan kualitas pelayanan publik di

daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu
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DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam
henyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk
mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti
peningkatan kualitas infrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan.
Selanjutnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan
" APBN yang dia!okasikah kepada daerah berdasarkan angka %tase untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil
bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari
pajak terdiri dari : a). Pajak penghasilan [PPh) pasal 25 danpasal 29 wajib pajak
orang pribadi dalam negeri dan b). PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang
bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a). kehutanan; b). pertambangan
umum; c). perikanan; d). pertambangan minyak bumi; e).pertambangan gas bumi; f).
pertambangan panas bumi.
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2013dapat di lihat pada tabel
3.3berikut ini:
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3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib,
urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan
berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu
mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah,
prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu
pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran
yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan
skala prioritas.Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayeanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial.

Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
1. Belanja Tidak Langsung
Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan. Di Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2013
Belanja Tidak Langsung dilakokasikan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa, belanja bantuan

keuangan, serta belanja tidak terduga.

a) Belanja Pegawai

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil
(PNS), tambahan penghasilan untuk PNS, uang representasi DPRD, Gaji bupati
dan wakil bupati dan sebagainya.Besarnya alokasi untuk gaji dan tunjangan PNSD
disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam
rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga
belas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timurjuga mengalokasi anggaran
untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan

dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai. Tambahan Penghasilan
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Pegawai Negeri Sipil [TPP) berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan

kondisi keuangan daerah.

b) Belanja Hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya, dan kelompok masyarakat/;ﬁemrangan yang secara spesifik. Dalam
menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan
secara  selektif,  akuntabel, transparan dan  berkeadilan  dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta dibatasi dan diperjelas
. format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanismenya diatur dalam
Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
di bidang hibah.
c) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakac. Dalam menjalankan fungsi Pemerintah
Daerah di bidang kemasyarakatan, dan guna memelihara kesejahteraan
masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan
bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara
selektif. Pemberian bantuan langsung harus didasarkan kriteria yang jelas dengan
memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan
masyarakat luas. Format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme
pemberian bantuan sosial diatur dalam Peraturan Bupati yang telah disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan sosial.
d) Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada
pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang tidek tersedia alokasi dananya, sesuai
kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan
fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah,
jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan

dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus
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digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah

daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan
yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja
bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan
rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada
partai politk berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang
bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada
pemerintah desa paling sedikit 10%dari dana perimbangan yang diterimanya
kecuali DAK. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional
dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi
Dana Desa [ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memberikan
bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan
pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

e) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan r‘ealislasi Tehun Anggaran 2012 dan estimasi

kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan
pengaruh terhadap pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang
mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2013.

2. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah
ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut.
Pengelolaan  belanja  sejak  proses perencanaan, pelaksanaan  hingga
pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan

dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran [efisiensi).
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Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat
(efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka
berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja
harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku [akuntabilitas).

Oleh karena itu pada tahun 201 3diharapkan proporsi belanja langsung dan
belanja tidak langsung ideal, sehingga capaian dua belés [12) prioritas pembangunan
yang telah ditetapkan bisa tercapai, sehingga proporsi belanja langsung dapat terus
ditingkatkan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten (RPJMD]) Kabupaten Kutai Timur. Selain itu langkah yang bisa ditempuh
adalah dengan terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah sehingga alokasi
anggaran yang digunakan untuk belanja program dan kegiatan dapat semakin besar.

Perubahan Target Belanja Daerah Tahun 201 3dapat dilihat pada tabel 3.4berikut
ini:
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3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggarar sebelumnya (SIiLPA), pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman
daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi
persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan
pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus
dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran
pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-
hatian, profesional, dan tepat guna agar tidesk menimbulkan dampak negatif bagi
keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk
menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat
sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sampai saat ini, Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Timur belum memanfaatkan sumber-sumber
penerimaan pembiayaan yang lain kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya
(SILPA] dan Penyertaan Kembali Pemberian Penyertaan Modal. APBD Kabupaten Kutai
Timur setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pos

pembiayaan.

Perubahan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
dapat dilihat pada tabel 3.5di bawah ini:
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BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEVIBANGUNAN DAERAH

4.1  Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah
"PEMBANGUNAN DAERAH BERTUMPU PADA AGRIBISNIS MENUJU KUTAI
TIMUR MANDIRI”

Visi pembangunan 2011-2015 yang telah ditetapkan memiliki makna sebagai
berikut :

1. Semua gerak pembangunan daerah di berbagai bidang ditujukan dalam rangka
mendukung pembangunan agribisnis.

2. Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap
perkembangan ekonomi daerah khususnya ekonomi masyarakat yang berdaya
saing, baik ditingkat regional, nasional mapun global dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.

3. Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan daerah dalam
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi masyarakat

untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-
2013 ditetapkan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan
berwawasan lingkungan.
Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komaditi ungulan daerah.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.

Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

o oy e g0

Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah

yang dinamis dan efisien.

o

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat

8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.

Prrubaban RKED Tabun 2013
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9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin

kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang

seluas-luasnya.

Dalem rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur 2011-2015, maka ditetapkan tujuan serta sasaran pembangunan,

sebagaimana berikut:

MISI 1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah

Tujuan:

Meningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan

bermartabat dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan

Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sasaran:

Terwujudnya kerukunan hidup beragama;
Tercapainya peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga
keagamaan dalam pembangunan moral dan spiritual;

Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap seni budaya
lokal
Terlindunginya benda, bangunan dan cagar budaya

Tercapainya peningkatan tujuan dan kunjungan wisata di Kutai Timur
Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana
pariwisata serta fasilitas pendukungnya

Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata
Terbinanya dan berkembangnya olah raga serta kelengkapan sarana
dan prasarana olah raga

Tercapainya  peningkatan pemuda yang berperan  dalam
penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja,

Pergaulan Bebas dan Miras

MISI 2: Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan

berwawasan lingkungan

Tujuan :

Meningkatkan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah

secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap

Perubahan RKED Tabun 2013
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memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan,

Sasaran:

Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan
Tercapainya peningkatan pengelolaan dan penataan lahan kritis
Terlaksananya pengamanan kawasan konservasi

Terbitnya Perda RTRW

Tercapainya peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan
melalui penataan kawasan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW

Tersusunnya pedoman pengaturan kawasan (Zoning Regulation)
Terwujudnya tertib penggunaan/penguasaan lahan dan lingkungan hidup
Terwujudnya batas wilayah administrasi kabupaten, kecamatan, dan desa
Terwujudnya penataan wilayah berorientasi pemanfaatan SDA

Terjaminnya dan terlindunginya hak atas tanah milik pemerintah

Tercapainya peningkatan persentase penerbitan sertifikasi lahan masyarakat
Terdistribusinya lahan bagi kepala keluarga pelaku usaha pertanian
Terlaksananya pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan
Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan

Terciptanya penegakan hukum lingkungan

Terpenuhinya standar mutu Lingkungan Hidup

Terlaksananya rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi sumber daya hutan
Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan

Terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk meningkatkan ekonomi

kerakyatan, pendidikan dan penelitian

MISI3: Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan

daerah

Tujuan:

Meningkatan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada

potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi yang

mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

®Perubahan RKED Tabun 2013
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Sasaran:

Terselenggaranya tata kerja dan kelembagaan penyuluhan yang berorientasi
kepada Satuan Wilayah Kerja Penyuluhan dan Kebutuhan Petani setempat
Tercapainya peningkatan produksi pangan lokal

Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian [dalam arti
luas)

Terciptanya stabilisasi luasan lahan pertanian produktif

Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan petani

Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan utama

Tersedianya beberapa desa mandiri pangan

Tercapainya peningkatan keragaman konsumsi pangan untuk mencapai gizi
seimbang

Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan dan gizi di pedesaan

Prevalensi penduduk sangat rawan pangan (defisit konsumsi energi tingkat
berat)

Tercapainya peningkatan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi

Tercapainya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam
mendukung ketahanan pangan

Tercapainya peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu
pangan

Terimplementasikannya dengan baik Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
pada setiap kecamatan

Terwujudnya kemantapan regulasi di bidang pertanian dalam arti luas
Tersedianya cadangan pangan daerah untuk kondisi tertentu

Terciptanya stabilitas harga komoditas pangan strategis

Tersedianya sarana distribusi hasil produksi pertanian

Tersedianya potensi pasar dan jaringan pemasaran

Tercapainya peningkatan cadangan pangan hewani [ternak)
Tercapainya peningkatan pengembangan komoditi perkebunan
Tersedianya sarana distribusi hasil produksi perkebunan rakyat
Terlaksananya pengembangan industri yang berbasis hasil perkebunan
Tercapainya peningkatan sumber daya manusia (SDM) perkebunan
Terciptanya lklim usaha perikanan dan kelautan yang kondusif

Tercapainya peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, sistem tangkap dan

ikan olahan

®Peruhahan RKED Tahun 2013
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MISI

Tercapainya peningkatan cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan
Kelautan

Terpenuhinya kebutuhan produksi ikan untukkonsumsi

Tersedianya sentra-sentra penjualan hasil perikanan

Terlaksananya pengembangan usaha perikanan yang ramah lingkungan
Tewujudnya sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan/ pesisir atas
dasar kemitraan dan kewirausahaan

Terciptanya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan secara optimal
Terlaksananya identifikasi dan monitoringpotensi terumbu karang Kabupaten
Kutai Timur

Teridentifikasi dan monitoring serta penamaan pulau-pulau kecil Kabupaten
Kutai Timur

Terciptanya keamanan dan ketertiban perairan

Termanfaatkannya potensi sumber daya lshan dan lingkungan dengan
menerapkan teknologi ramah lingkungan

Tercapainya peningkatan jumlah, kompetensi dan penyebaran penyuluh sesuai
standar |

Terbentuknya sentra produksi komoditas unggulan dengan mutu dan kemasan
terjamin serta berorientasi pasar

Terciptanya stabilisasi kawasan hutan produktif

4 :Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan

energi

Tujuan :

Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas

pelayanannya, serta berupaya lebih memeratakan pemenuhan energi bagi

masyarakat.

Sasaran:

Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana
jaringan jalan
Terwujudnya pemerataan perkembanganaksesibilitas darat untuk mendukung

mobilitas barang dan jasa untuk peningkatan ekonomi daerah

Tercapainya peningkatan persentase sarana prasarana estetika perkotaan

®erubiahan RKPD Tafiun 2013
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Tercapainya peningkatan kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan
umum

Tercapainya peningkatan sarana prasarana pola pergerakan angkutan
barang

Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan
prasarana perhubungan darat

Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan
prasarana perhubungan laut, sungai dan danau

Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan
prasarana perhubungan udara

Terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan informasi dengan sektaor
pembangunan lainnya yang merata ke segenap wilayah

Tercapainya peningkatan pengendalian banjir diperkotaan (Menurunnya
persentase luasan genangan banjir)
Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana

penanganan jaringan drainase

Tercapainya peningkatan ketersediaan air baku baik secara kualitas maupun
kuantitas

Terpenuhinya kebutuhan air bersin dan arnan bagi masyarakat

Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas infrastruktur
pendorong pertumbuhan ekonorni daerah

Tercapainya peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan fasilitas
kegiatan saéialkemasyaraka‘can

Tersedianya listrik pedesaan dan daerah terpencil

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemantauan pengoperasian
kelistrikan

Terkendalinya pemanfaatan SDA yang mengutamakan kelestarian fungsi
dankeseimbangan lingkungan hidup

Terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman berwawasan
lingkungan

Tercapainya peningkatan kuslitas dan kuantitas fasilitas pemerintahan
kecamatan

Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas SKPD
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MISI 5 :Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan
Tujuan:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak
dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat
pada peningkatan ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, penanganan
penyandang masalah kesejahteraan <osial, pengarusutamaan gender dan

perlindungan anak serta mitigasi bencana.

Sasaran:

e Tercapainya peningkatan peran masyarakat miskin dalam pembangunan
pertanian dalam arti luas

¢ Tercapainya peningkatan keterampilan masyarakat miskin

¢ Tercapainya peningkatan usaha keluarga miskin berbasis agribisnis

e Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang pendidikan

¢ Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang kesehatan

e Tercapainya peningkatan kemudahan dalam memperoleh lapangan pekerjaan
dan usaha

e Tercapainya peningkatan kualitas perumahan bagi rumah tangga sasaran

e Tercapainya peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga
sasaran [RTS)

» Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan Nelayan

e Tercapainya peningkatan peran perempuan dalam perencanaan pembangunan

* Tercapainya peningkatan kontribusi program KB dalam kesejahteraan keluarga

e Terbinanya perempuan dan  berkembangnya partisipasi  dalam
pembangunanTeriaksananya pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKSJuntuk pemenuhan kebutuhan dasar dan atau
Sarana Usaha

* Pemberdayaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

* Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS melalui sistem dalam dan luar panti sosial

e Pelayanan PMKS melalui Sistem Dalam Panti Sosial

e Pelayanan Sosial melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
(WKSBM)

¢ Bantuan sosial Karban Bencana pada masa tanggap darurat

¢ Penanganan korban bencana dengan sarana prasarana tanggap darurat

Perubakan RKED Tahun 2013
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¢ Terlaksananya pembukaan, pengembangan dan pemberdaysan kawasan
transmigrasi
¢ Terwujudnya pengelolaan SDA sudah mendukung peningkatan kesejahteraan

masyarakat

MISI 6 :Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan
daerah yang dinamis dan efisien
Tujuan:

Meningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum, adanya
pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa; terlaksananya penegakan
hukum; terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum; meningkatan peran
aparat dalam meminimalisic berbagai konflk kepentingan melalui pendekatan
persuasif dan membuka ruang dialog; serta meningkatan pembinaan politik bagi

masyarakat.

Sasaran:

e Terselenggaranya restrukturisasi organisasi perangkat daerah secara lebih
memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional, ramping, luwes dan
responsif

e Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

e Tersusunnya Standar kinerja dan Uraian tugasSKPD

¢ Terwujudnya tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD
yang relevan dengan urusan terkait

e Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan lintas sektor

o Terlaksananya Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah yang Menjamin
Peningkatan Profesionalisme Aparatur

¢ Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

» Terwujudnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas, LSM, Paguyuban

¢ Tercapainya peningkatan kewaspadaan dan Kesiapsiagaan masyarakat
terhadap bencana

e Tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat berperan serta dalam
pembangunan politik

» Terselenggaranya Sistem Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Hasil

Pembangunan yang Efektif

Peruhafian ®RKED Tabfm 2013 o
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Terwujudnya kemantapan penataan sarana dan Prasarana Kerja Aparatur
pada instansi Pemerintah

Terwujudnya peningkatan administrasi kas daerah

Tercapainya peningkatan kerjasama pengelolaan aset dengan investor
Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang wajar
Tersedianya penunjang pembangunan yang berbasis aspirasi dan permintaan
masyarakat

Terwujudnya kemantapan dan pembinaan mental/spiritual

Terselenggaranya dukungan terhadap beberapa kegiatan khusus dilingkup
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance
Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan
daerah melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah
daerah sehingga dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan
struktur yang lebih profesional, ramping, luwesdan responsif

Terpenuhinya pelayanan kegiatan kerja anggota DPRD

Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang profesional dalam
menyusun produk-produk perencanaan pernbangunan

Terwujudnya pengembangan sistem danmekanisme pengumpulan dan

pengolahan data dan lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan
pembangunan

Terwujudnya pengembangan dan pemantapan sistem koordinasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kabupaten yang dinamis
dan responsive

Terbentuknya kebijakan Pemerintah Daerah/produk hukum daerah yang sudah
berkekuatan Hukum

Terciptanya Akuntabilitas kinerja SKPD

Tertanganinya kasus pengaduan dilingkungan Pemda

Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih
Terwujudnya kerjasama dan komunikasi dengan daerah lain

Terselenggaranya pelayanan prima bagi para calon pengusaha dan para
pengusaha

Terwujudnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan dalam

pemberianijin dan operasi pasar

Peruhahan REBD Tahun 2013 e
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MISI

Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui deregulasi dan debirokratisasi
perijinan

Tercapainya peningkatan koordinas: dalam peningkatan dan pengembangan
pendapatan daerah

Terciptanya peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah

Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemungut dan Pengelola Pendapatan
Daerah yang Profesional

Tersedianya Data Objek Pajak dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah yang
Akurat

Terwujudnya pengembangan sumber penerimaan daerah

7 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan

masyarakat

Tujuan:

Meningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki derajat kesehatan yang

tinggi,

serta mewujudkan adanya pelayanan prima pada pelaksana teknis

penyelenggara kesehatan secara berjenjang.

Sasaran:

Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan dasar

Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi/anak, remaja dan
lansia

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan

Tercapainya peningkatan ketersediaan cbat-obatan dan perbekalan kesehatan
Tercapainya peningkatan pembiayaan kesehatan sesuai kebutuhan
Tercapainya peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk
miskin

Tercapainya peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan
Terwujudnya peningkatan angka cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit
serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan pembangunan RSU yang
refresentatif, serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang
terintegrasi

Tercapainya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Tercapainya peningkatan penyelidikan epidemologis dan penanggulangan KLB

Peruhaban RKET Tabhun 2013
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Tercapainya peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk
miskin

Tercapainya peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan
Terwujudnya peningkatan angka cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit
serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan pembangunan RSU yang
refresentatif, serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang
terintegrasi

Tercapainya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Tercapainya peningkatan penyelidikan epidemologis dan penanggulangan KLB

MISI 8: Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang

Meningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan

yang relatif tinggi, adanya pemerataan, adanya penyelenggaraan sarana pendidikan

yang berkualitas serta peningkatan akses dan sarana penunjang kependidikan.

Tujuan :

Peningkatan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, Peningkatan

kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah

Sasaran :

Tercapainya peningkatan jumlah Angka Melek Huruf

Tercapainya peningkatan jumlah Angka Partisipasi Murni

Tercapainya peningkatan sebaran saranapendidikan

Tercapainya peningkatan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (PLS)
Tercapainya peningkatan sistem manajemen pengelolaan sekolah

Tercapainya peningkatan akses program akselerasi, sekolah unggulan dan
Tercapainya peningkatan jumlah sekolah inklusif

Terwujudnya penurunan jumlah Angka Putus Sekolah

Tercapainya peningkatan Angka Pendidikan Tamatan/ Angka kelulusan

Tercapainya peningkatan partisipasi penduduk dalam program pelaksanaan
Program Wajib Belajar 12 tahun

Tercapainya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan penunjang pendidikan

Perubahian RK®D Takun 2013 :
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MISI 8: Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin
kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja
yang seluas-luasnya

Tujuan:

Meningkatan peran lintas sektor terutama swasta dalam upaya meningkatan
kesejahteraan masyarakat dan intervensi langsung pemerintah terhadap kondisi
ekonomi masyarakat. Serta upaya-upaya langsung dalam meningkatan perekonomian
daerah dengan bentuk intervensi keuangan pacda lembaga pemodalan.

Sasaran:

e Tercapainya peningkatan koperasi aktif

e Tercapainya peningkatan koperasi sehat

e Tercapainya peningkatan jumlah UMKM dan BPR

e Tercapainya peningkatan akses permodalan KUMKM

e Terwujudnya peningkatan pola kewirausahaan dan sistem pendukung bagi
koperasi dan UMKM

e Terlaksananya pemberian insentif kemudahan dan keamanan investasi sektor

perbankkan

e Tercapainya peningkatan akses modal sektor formal dan informal yang ditandai
berdirinya lembaga keuangan non bank dan bank di kecamatan

e Tercapainya peningkatan iklim investasi yang kondusif di Kutai Timur
e Tercapainya peningkatan kesadaran pengusaha dalam peningkatan kapasitas

tenaga kerja

e Terbukanya peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi
ketenagakerjaan

e Tercapainya peningkatan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan dengan

bursa tenaga kerja

IV.2 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2008-2013, perlu
dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas
sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Perubahian RKED Tahun 2013
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IV.2.1 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Visi

dan Misi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, perlu

dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional kedalam sejumlah program prioritas

sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Keterhubungan

program  prioritas

RPJMD dengan Rencana Kernja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No RPJMD 2011-2015 RKPD 2013
1 | Peningkatan kepasites pemerintahan Penurunan angka kemlsklnan dan
S : pengangguran ..
2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas | Peningkatan aksesibilitas dan kual:tas
pendidikan pendidikan
3 Peningkatan aksesrbrhtas dan kualitas - Peningkatan aksesibilitas dan kuailtas
pelayanan kesehatan : pelayanan kesehatan
4 Penanggulangan kem]sk:nan dan | Peningkatan infrastruktur dasar kawasan
{ pengangguran pemukiman
5 Peningkatan investasi dan - ekonomi | Peningkatan: ' ‘ketahanan pahgan dan
masyarakat : kemandirian pangan St :
| B Peningkatan ketahanan pangan dan | Peningkatan pembangunan pedesaan
i kemandirian pangan
| 7 Peningkatan - saran : ‘r."asar"éna'- s 3 él_rg:_,- ~ ekonomi
| perhubungan = - i e masyar'akat B
| 8 Pemantapan, pemanfaat;an penggunaan Peningkatan kapasﬂ:as pememntahan (capacity
i dan pengelolaan lahan serta lingkungan | building)
hidup
g Peningkatan Alﬁfr'astruktuwda'sar‘s_-kawasan'-_ Peningkatan: sar-ar;a dan pr sar‘ana
pemukiman AN i _perhubungan AN
! 10 Peningkatan pembangunan perdesaan Pemantapan, pemanfaatan penggunaan dan
' pengelolaan lahan serta Ilngkungan hidup
11 Pengelolaan kawasan perbatasan Peningkatan dan pengemban an pemanfaatan
i j b AR b teknologi informasi o
12 | Peningkatan dan pengembangan | Pengelolaan kawasan perbatasan [hmz‘edanaﬂ
l pemanfaatan teknologi informasi

Penentuan top priority pembangunan dilakukan dengan cara pembobotan
1]

memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian pembangunan nasional; 2)

untuk menentukan skor terhadap kriteria-kriteria yang ditetapkan, meliputi

Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah; 3) Dampak yang
ditimbulkan terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5)
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dan B) Prioritas janji politik yang
perlu diwujudkan.

Berdasarkan hasil penentuan top priority, diperoleh 3 program pembangungan
dengan dengan skor tertinggi 1] dan

yaitu Penurunan angka kemiskinan

Perubahan RKPD Tahun 2013 IV-13
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pengangguran; 2] Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan 3)
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas. Selanjutnya dapat dipilih tema pada program
pembangunan RKPD tahun 2013 Kabupaten Kutai Timur yaitul “Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Millenium Development Goals
(MDG’s) Melalui Gerbang Taman Makmur”. Kesepakatan Millenium Developrment
Goal's [MDG's] tersebut mengikat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia untuk
pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan,
perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Tahun 2013 merupakan momentum yang sangat penting bagi Kabupaten
Kutai Timur untuk mewujudkan komitmen terhadap kesepakatan global MDGs.
Kabupaten Kutai Timur akan bekerja lebih keras dan dukungan alokasi anggaran untuk
terus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat sehingga dengan
sendirinya sasaran MDGs dapat dicapai pada waktunya. Untuk itu, Kabupaten Kutai
Timur menyusun strategi "Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian
Millenium Development Goals [MDG’s) Melalui Gerbang Taman Makmur”.

Komitmen Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai MDGs adalah
mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan
memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan
dalam pencapaian MDG's di Kabupaten Kutai Timur tergantung pada pencapaian tata
pemerintahan yang baik, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat
dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang
pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar
pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi
untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah
Kabupaten Kutai Timur.

Studi yang telah dilakukan oleh Lanjouw, dkk (2001) mengungkapkan bahwa
pembangunan manusia (MDGs) sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat
kemiskinan. Hal ini karena investasi dibidang pendidikan dan kesehatan yang baik
memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya. Sehubungan
dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya
bagi pengurangan kemiskinan.

Alokasi dana dalam APBD Kabupaten Kutai Timur sebagai upaya mendukung
pencapaian MDG's pada tahun 2013 akan ditingkatkan. Seiring dengan pertumbuhan
ekonomi positif Kabupaten Kutai Timur sebesar 11,39% yang berdampak pada

peningkatan pendapatan per kapita penduduk yang pada gilirannya menurunkan angka
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kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan ini berkaitan dengan MDGs yang dapat
dimonitor dan dievaluasi kemajuannya dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber
daya. Pada gilirannya, evaluasi kemajuan kinerja pencapaian MDGs tersebut berguna
dalam menyesuaikan perencanaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Bukti adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah pada peningkatan
pembangunan manusia dan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan
telah diakui oleh Ranis dan Stewart (1988]) dan (2005). Studi sejenis telah banyak
dilakukan, misalnya tentang dampak pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan
ekonomi, atau dampak pengeluaran pemerintah pada status kesehatan dan hasil
proses pendidikan.

Studi yang sama telah dilakukan oleh Brata (2005) dengan mengambil data
panel untuk 31 propinsi di Indonesia dalam periode 1996-2002. Berdasarkan studi
tersebut telah terungkap bahwa investasi sektor publik dalam bidang pembangunan
manusia sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta
dapat menekan tingkat kemiskinan.

Penjelasan tentang masing-masing program menurut prioritas Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD)] tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

adalah sebagai berikut :

Prioritas 1 : Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan masalah utama dan tantangan serius di berbagai daerah
Indonesia, termasuk Kutai Timur. Dalam kenyataannya, kemiskinan bersifat
multidimensional. Kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi (rendahnya
pendapatan), tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin dan
keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang
berdampak pada kehidupan mereka. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat
mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi
yang efektif.Oleh karena itu persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus
ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Suatu proses pembangunan yang
mengikutsertakan semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam
alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk
membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu Perlindungan sosial,
juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional,

namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya
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manusia. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses checks and
balances berjalan dengan baik

Apabila dihubungkan dengan tingkat IPM Kabupaten Kutai Timur, maka
tingginya tingkat kemiskinan [rendahnya pendapatan riil masyarakat) merupakan salah
satu faktor yang berkontribusi besar berpengaruh secara negatifterhadap IPM. IPM
walaupun tidak merefleksikan kualitas integral dari sumberdaya manusia, namun
dalam perhitungan terkait indikator pembangunan sosial lainnya, maka IPM dapat
menjadi proksi kualitas sumberdaya di suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki
tingkat IPM yang rendah, maka dapat diartikan mutu atau kualitas SDM-nya juga
rendah.Oleh karena itu dalam agenda pengentasan kemiskinan dan pengangguran
diupayakan dengan peningkatan mutu SDM. Peningkatan mutu SDM dilakukan dengan
cara peningkatan mutu dari pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan
peningkatan kemampuan dan kemandirian ekonomi penduduk/ keluarga miskin agar
dapat memberdayakan dirinya dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi
sumberdaya alam dan buatan yang ada disekitar lingkungannya secara berkelanjutan
dan lestari sehingga secara bertahap dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penurunanangkakemiskinandanpenganggurandengankebijakanpengentasanke
miskinan yang diarahkan untuk: 1) meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam
pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan);
2) Menggali dan mengembangkan kegiatan ekonomi/ usaha produktif berbasis
UMKM dan menciptakan peluang kerja dan usaha penduduk/keluarga miskin
berorientasi sektor pertanian; 3) Mengembangkan sarana dan prasarana dasar
wilayah secara merata; 4) Meningkatkan kehidupan sosial budaya penduduk/ keluarga
miskin dengan menekankan partisipasi aktif pada semua pembangunan, terutama
pertanian dalam arti luas; dan 5) Mengembangkan dan memanfaatkan sistem
perlindungan sosial.

Guna mewujudkan hal tersebut, perlu kerja sama antar Pemerintah, antar
program SKPD dan antar pelaku baik dari sisi pendanaan, penguatan kapasitas dan
pemasaran maupun perlindungan usaha. Di samping itu, dalam penanggulangan
kemiskinan juga memerlukan dukungan regulasi yang memihak masyarakat miskin dan
kondisi keamanan lingkungan yang kondusif. Pada sisi lain, masyarakat miskin perlu
ditumbuhkan harapan dan kepercayaan diri bahwa mereka mempunyai potensi diri
yang dapat dikembangkan, etos keras dan disiplin baik dalam mengelola waktu untuk

meningkatkan produktivitas, serta mempunyai tanggungjawab atas apa yang dilakukan.
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Prioritas 2: Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan

Pandangan filosofis bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia merupakan
dasar bagi penyelenggaraan program wajib belajar yang harus diikuti oleh semua
warga negara IndonesiaUUD 18945 dan UU Sisdiknas menetapkan setiap
warganegara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan biayanya
ditanggung oleh Pemerintah. Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal
untuk tingkat pendidikan dasar, selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi, juga untuk
memenuhi komitmen global, Millennium Development (Goals [MDGs] vyang
menargetkan pada tahun 2015 semua negara telah mencapai APK pendidikan dasar
100 persen.

Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk
menyelenggarakan  pelayanan  pendidikan  yang berkualitas,  berkeadilan,
berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi
kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Aksesibilitas pendidikan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan
pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi,
terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan
untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional,
maupun global. Arah kebijakan diatas difokuskar pada (1) Penuntasan buta huruf; (2)
Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah setingkat SD, SMP, SMA/SMK;(3])
Pembangunan SMK baru;[d]Pengembangan.dan fasilitasi program pendidikan sesuai
SOPaspekpelayananpendidikan; (5)Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD/MI/SLTPSLTA; (B) Beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin
(7)Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK; (8) Peningkatan kinerja kepala
sekloah, guru dan pengawas sekolah melalui pemberian tunjangan kinerja guru non
PNS dan honorarium guru/kepala TK/RA non PNS; (8] Regulasi kebijakan pendidikan

yang berpihak pada masyarakat tak mampu.

Prioritas 3: PeningkatanAksesibilitasdan kualitas pelayanankesehatan

Agenda peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan, dimaksudkan
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah,
berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan

pendekatan kuratif, preventif, dan promotif.
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Aksesibilitaskesehatandengan kebijakan yang diarahkan untuk: [a] mewujudkan
pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin,
untuk meningkatkan kualitasdan produktivitas masyarakat; [b) meningkatkan jumlah,
jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, [c] mengembangkan pengadaan,
peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (d]
mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e]
terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih, melalui fokus kegiatan dengan
melanjutkan: (1)Pengembangan dan Optimalisasi Sistem jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat; (2) Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa
(Polindes), juga melayani pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga
paramedis; [3) Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas beserta jaringannya: Puskesmas rawat jalan/inap, Puskesmas pelayanan
24 jam, serta peningkatan jumlah puskesmas pembantu [Pustu) dan Posyandu:4]
Peningkatan dan Perbaikan Sarana prasarana Rumah Sakit; 5) Perbaikan gizi
masyarakat; 8) Penguatan manajemen kesehatan; dan 7] Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat.

Prioritas 4: Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman

Masalah kesehatan dan lingkungen seperti polusi air, udara dan tanah, atau
banjir memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai.
Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan
infrastruktur masih terasa, baik di tingkat kecamatan maupun antar desa. Karena itu,
pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Agenda peningkatan szrana dan prasarana dasar wilayah, dimaksudkan untuk
penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara
proporsional dan layak di setiap wilayah dengan fokus: 1) Pemenuhan kebutuhan
prasarana air bersih/air minum, 2) Penanganansampah,3) Penyediaan perumahan
sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 4) Jalan dan drainase

lingkungan serta pemenuhan kebutuhan listrik.

Prioritas 5: Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan

Ketahanan pangan di Kutai Timur terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai
akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai
kebutuhannya, agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Sebagaimana daerah di Indonesia lain pada umumnya, masalah ketahanan pangan
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yang di hadapi Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas pada subsistem produksi
(ketersediaan), melainkan juga pada subsistem distribusi dan subsistem konsumsi.

Agenda peningkatan ketahanan pangan di Kutai Timur dimaksudkan untuk
menjaga stabilitas pangan daerahbaik ketersediaan maupun kemudahan akse
sehingga terwujud kemandirian pangan.Upaya ini pada dasarnya adalah untuk
meningkatkan kemampuan pérekonomian daerah sehingga terbentuk struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi keunggulan kompetetif daerah yang
berbasis agrobisnis.

Peningkatan ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ekonomi
kerakyatan yang berdaya saing dengan fokus: 1) Peningkatan produksi hasil pertanian
sesuai potensi agroekologi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna; 2)Meningkatkan
peran kelembagaan UMKM pada sektor pertanian; 3] Peningkatan peran koperasi
dalam pengelolaan komoditas unggulan; 4] Peningkatan ketrampilan petani, peternak,
nelayan dan pembudidaya; 5) Peningkatan SDM bidang pertanian (arti luas) ; B)
Pengembangan kawasan pertanian (arti luas) dengan One Village One FProduct (OVOP)
untuk mendorong percepatan food estate, 7) Pengembangan kawasan agropaolitan;

serta 8] Regulasi pangan.

Prioritas 6: Peningkatan pembangunan pedesaan

Penduduk pedesaan secara spasial bermukim dalam kelompok terpencar
(klastering). Keterpencaran ini seringkali disebabkan persoalan ekonomi seperti
karakteristik usahatani atau infrakstruktur (jalan dan komunikasi). Seiring dengan
berjalannya waktu, penduduk yang bermukim berpe'ncar' bertambah, sedangkan lahan
usaha tetap bahkan berkurang dan disisi lain kekurangan infrastruktur menyebabkan
wilayah pedesaan terisolasi. Hal ini berpengaruh pada minat investasi termasuk
investasi dalam prasarana dan sarana jalan, komunikasi, pendidikan maupun
kesehatan, sehingga menghambat diversifikasi usaha dan pengembangan
sumberdaya manusia menjadi lambat. Kesenjangan pembangunan antarwilayah
ternyata berkontribusi besar bagi pemiskinan di pedesaan.Pembangunan kawasan
pedesaan merupakan keniscayaan, kalau kesejahteraan masyarakat yang menjadi
sasaran akhir setiap upaya pembangunan.

Agenda peningkatan pembangunan wilayah Perdesaan, dimaksudkanuntuk
menghadapi dua kendala utama yaitu: kualitas sumberdaya manusia dan kualitas atau
ketersediaan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan
(SDM serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah) antara wilayah desa
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dengan wilayah perkotaan, dengan arah kebijakan:1) meningkatkan kapasitas
pelayanan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta
infrastruktur  yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang
menghubungkan dan/atau melayani antardaerah.Kegiatan fokus pada prasarana dan
sarana jalan, air bersih, penyehatan lingkungan, pendidikan, pelayanan kesehatan,
kemandirian energi, komunikasi serta kemudahan usaha [modal, UMKM, koperasi,

pasar).

Prioritas 7: Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

Agenda peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk
mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, perluasan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha agar memberikan pengaruh berganda dalam pengembangan
wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta
harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke
sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan
ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah
besar. Usaha mikro, kecil, dan menengahberbasis agribisnis, diharapkan juga dapat
tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktifitas dan
daya saing yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur dapat dicapai, jika
para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk
bekerja (employable) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja.

Struktur ekonomi Kutim yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep
pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan revitalisasi pertanian dalam arti
luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan
berkelanjutan. Adanya regulasi pemanfaatan sumber daya alam, rehabilitasi dan
reboisasi lahan kritis; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin
kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi
peluang usaha berbasis sumber daya alam; meningkatkan dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya serta potensi pariwisata lainnya
sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata. Ruang
Wilayah Kutai Timur.

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kutai Timur 2008 hingga 2012 memberikan
modal yang positif,dimana pertumbuhan ekonomi (tanpa migas dan batubara) yang
cukup baik pada kisaran 5,16%, sampai 6,11%. Sektor yang kontribusinya cukup
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meskipun sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian yang sistemnya
masih tradisional.Hal ini merupakan modal positif untuk pembangunan di masa
mendatang, karena dengan indikator kenaikan di setiap sektor dari PDRB
tersebutberarti bahwa setiap sumber daya yang tersedia sudah mulai bisa
dimanfaatkan.

Pada tahun 2013, pembangunan ekonomi masih terpusat pada sektor agribisnis
(pertanian). Hingga saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yangberpotensi
dijadikansebagai sektor unggulan dibandingkan sektor yang lain di luar sektor
pertambangan dan penggalianOleh karena itu pembangunan Kabupaten Kutai Timur
bertumpu dan diarahkan pada sektor pertanian dan bertujuan untuk menjadi daerah
agribisnis. Hasil-hasil pertanian diupayakan dapatdiolah menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi agar memiliki nilai tambah di pasar. Bentuk konkretnya, agrotecfino
park (pertanian integratif) dan produk pertanian diarahkan pada pengembangan
agroindustri.Sebab, masalah pertanian tidak hanya sebataspada peningkatan produksi
per satuan luas, tapi harus melangkah ke depan, yakni pascapanen.Untuk
mengoptimalkan potensi daerah, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan
pengembangan kawasan Agropolitan Malloy.

Sektor Pertaniantanaman pangan, dikembangkan melalui pengembangan
holtikultura, padi, jagung, dan kedelai sebagai komoditas unggulan.Sektor perkebunan
juga dikembangkan komoditas unggulan yakni keiapa sawit, karet, dan kakau. Sektor
peternakan dikembangkan ternak prioritas yaitu sapi dan ternak unggas. Pada sektor
kelautan dan perikanan dikembangkan unggulan perikanan budidaya dan tangkap.
Sedangkan dalam pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) tersebut, perlu
didukung dengan pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pendekatan pembangunan pertanian di Kutai Timur perspektif kedepan harus
diarahkan untuk dapat memberi dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan
masyarakat petani, nelayan, peternak, agroindustriawan kecil, koperasi dan skala
usaha kecil menengah di sektor agribisnis. Untuk mewujudkan sektor agribisnis yang
tangguh, maju dan efisien sehingga menjadi /eading sector dalam pembangunan Kutai
Timur, harus ditunjang melalui pengembangan agroindustri yang maju dan efisien.
Pengembangan agroindustri, sekaligus untuk pengembangan kegiatan budidaya
pertanian (on farm agribusiness) dan kegiatan lainnya dalam sistem agribisnis secara

keseluruhan.
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Prioritas 8. Peningkatan kapasitas pemerintahan (capacity building)

Reformasi birokrasi,dimaksudkan untuk melakukan penatakelolaan pemerintahan
yang lebih balk melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, the
right man on the right place, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel,
transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien.

Agenda peningkatan kapasitas pemerintahan, dimaksudkan untuk meningkatkan
kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu
mengatasi permasalahan dan mengelola potensi- secara profesional serta
menciptakan aparatur yangbersih dan berwibawa melalui prinsip good government
dan pelaksanaan egowvernment. Dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi
pemerintahan, kegiatan difokuskan pada: 1) peningkatan kapasitas SDM aparatur
sesuai peran dan fungsinya; 2) penerapan reward and punishment systerm yang
berkeadilan; 3) peningkatan kesejahteraan aparatur; 4] peningkatan kualitas pelayanan
publik dengan pola pendekastan pelayanan prima serta peningkatan integritasdan

pengawasan internal dan 5) Sistem kelembagaan organisasi.

Prioritas 8: Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.
Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan
perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa
infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam
struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin dan penduduk
pedalaman(daerah tertinggaljtidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan
ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur wilayah.

Agenda pembangunan saranadan prasaranaperhubungandengan kebijakan
diarahkan adapercepatanpembukaanisolasiwilayahdansaranakewilayahanuntuk: (a)
meningkatkan pemeliharaan infrastruktur; (b] mempercepat perbaikan infrastruktur
yang rusak, terutama infrastruktur jalurekonornidan pedesaan, serta infrastruktur
ekonomi strategis; (c) meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur, terutama di
daerah pedesaan dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat
miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antardaerah.

Infrastruktur untuk menunjang kelancaran transportasi juga perlu diperhatikan.
Jalan penghubung untuk merﬁper‘cepat transportasi, diprioritaskan kepada jalan kota

dan kabupaten, sedangkan untuk sarana transportasi pembangunan pelabuhan dan
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terminal serta angkutan pedesaanjuga diutamakan agar mempermudah akses

masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah.

Prioritas 10: Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta
lingkungan hidup

Pemantapan penggunaan dan pengelolaan lahan dimaksudkan untuk
peningkatan pemanfaatan lahan dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif
dan efisien dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sedangkan
pengelolaan lingkungan hidupdimaksudkanuntukmemperbaikikondisilingkungan yang
telahmengalamipenurunandayadukungmaupundayatampungnya.Pertumbuhan
ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan
menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan
sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut
lebihcepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang
terjadi tahun yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup
meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.

Pemantapan penataan lahan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk 1)
menyegerakan proses legalisasi pen.ataan ruang wilayah; 2) pengaturan zona rencana
pola ruang; 3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten
serta; 4] meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.

Sedangkan peningkatan pengelolaan lingkungan dengan kebijakan yang
diarahkan untuk: (a) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; (b)
mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air,
udara, maupun tanah; (c) mendorong pengembangan industridanpertambangan yang
ramah lingkungan; (d) mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat
kegiatan-kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; (€] memulihkan
kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (f) mengembangkan
manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah
rawan banjir dan tanah longsor; (g) membangun kesadaran masyarakat agar peduli
pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap
kualitas lingkungan hidup; h) mengembangkan hutan kota.

Fokus kebijakan dimaksud terutama pada konservasi sumber-sumber air bersih,

reklamasidanpemanfaatan lahanbekastambang. Dalam hal penataan ruang disamping

Perubahan RKPD Tahun 2013 TV 23
Kabupaten Kutai Timur =" 7




Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

percepatan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), perlu pula diiringi dengan upaya
yang nyata terkait pengendalian pemanfaatan ruang seperti peningkatan kinerja

perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional.

Prioritas 11 :Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang demikian pesat
serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan,
pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat
dan akurat.Kenyataan telah menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK merupakan faktor
yang sangat penting dalam mendukung kualitas dan pelayanan pemerintah.

Terwujudnya pelayanan prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan
akuntabel, merupakan tuntutan bagi setiap pemerintah daerah di era
otonomi.Pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik
yang menyangkut perbaikan metoda dan prosedur pelayanan di setiap unit organisasi
pemerintah.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan TIK dapat membantu
instansi pemerintah dalam mewujudkan good governanceOleh sebab itu, instansi
pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumberdaya TIK secara baik dan benar.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah daerah selama ini masih mengalami berbagai
hambatan dan kendala. TIK masih dipandang sebagai cost center dan bukan sebagai
long term investment sehingga belum dapat dilihat kemanfaatannya secara jelas.
Selain itu, faktor kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang TIK di dalam
organisasi pemerintah daerah juga masih terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan TIK di
beberapa daerah telah mampu menghemat anggaran dan juga membuka peluang
bagi peningkatan PendapatanAsli Daerah [PAD).

Agenda peningkatan dan pengembangan pemanfaat tekonologi dimaksudkan
untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya teknologi data dan informasi, dengan
fokus kegiatan untuk: 1) Meningkatkan infrastruktur jaringan teknologi dan komunikasi
di beberapa wilayah; 2) Meningkatkan kinerja pengelolaan sumberdaya telekomunikasi
dan komunikasi aparatur antar SKPD dan di setiap jenjang; 3) Pemanfaatan sistem
teknologi dan informasi dalam perencanaan, pelaporan, maupun dalam sistem

pelayanan publik.

Prioritas 12.Pengelolaan kawasan perbatasan (/A/inter/and)
Kawasan perbatasan menjadi beranda depan daerah. Disisi lain Hinter/and

adalah daerah pedalaman yang menopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Kutai
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Timur. Peran daerah Hinterland cukup penting dalam menggerakkan dinamika
ekonomi masyarakat lokal.Percepatan pembangunan diwilayah perbatasan yang
sebagian wilayah masih merupakan daerah pedalaman dan terpencil adalah
pémbukaan isolasi wilayah dan pembangunan sarana kewilayahan.

Agenda pengelolaan kawasan perbatasan(Ainter/and),arah kebijakan pada
pembukaan isolasi wilayah, pembangunan sarana wilayah dan faktor aksesibilitas padai
nformasi dalam hubungan pengembangan kawasan agropolitan, difokuskan pada: 1)
percepatan pembangunan infrastruktur pendukung (transportasi, komunikasi, air
bersih dan energi]; 2) pemenuhan kebutuhan dasar; penyediaan kebutuhan pokok
dengan harga yang layak; 3) melakukan kerjasama pembangunan antar kabupaten
perbatasan serta membentuk Badan Pengelola Perbatasan untuk penyelesaian batas
administratif wilayah dan 4) pengembangan kawasan agribisnis dan kota satelit di
wilayah Ainterland.

Penjelasan tentang prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai
Timurtahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penjelasan Program Prioritas pembangunan Daerah
PRIORITAS INDIKATOR o
NO | PEMBANGUNAN | URUSAN,/ PROGRAM NORATOR KINERIA TARGET | PEL ANBANA
TAHUN:2013 PROGRAM (QUTCOME]
(2) (3) (4) (5) (8)

; -Penurunan e

_pengar ngs ural

Program Pemberdayaan Jumlah PMKS yg 40.25% Dinsos

Fakir Miskin, Komunitas memperoleh bantuan sosial
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

[PMKS] Lainnya

~"Dinsos

Dinsos

F’mgram pembanaan anak
terlantar

R em?,?ﬂa’é_phr’ — C Nd e :-

Rna e

iﬂn.
Jumlsh panti asuhanf

Program pembmaan pantl
antl ;ompo ang terbma

Meningkat Dinsos

Jumlah Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial yang
msndm

Program Pemberdafaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

" Dinsos
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Penanggulangan Bencana

Program Peningkata
Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Informasi
Ketenagakerjaan

Sosial korban bencana

Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Kete j

Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja (BLK
Mandiri

rem nnglgan
Kemiskinan dan
kerentanan

mbsrdaysan
Perempuan dan
- Perlindungan Anak

F' ; nmgkaten
Kualitas Hidup
Perempuan

buruh/perusahaan

P

Rasio penduduk rriskin
terhadap total jumlah
penduduk

- el
Partisipasi perem
kegiatan ekonomi

PRIORITAS INDIKATOR SR
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM I
TAHUN 2013 . pgg(';mmmm ?Uﬂ%g#a TARGET PELAICSANK
(1) (2) ) (4) (5) (8]
Program Kesiapsiagaan Peningkatan kecepatan Meningkat Dinsos
dan Kewaspadaean Tenggap darurat :a. Bentuan

.;». ‘an S ) i
—Kmmmigan _ o — m_h 1
’ y e . i o o -
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dukungan operasional
IMP

Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani

Peningkatan
aksesibilitas dan
kualitas
pendidikan

Pendidikan

Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

i i Jum]ah Iernbag_ﬂ pendldiknn

non formal

Angk.a Pa rtisipi
(APK]
SMA/SMK/MA/Paket C

Angka Paﬁ:snpam Mur‘m
[APM) SMP/MTs/ Paket B

Angka Par'hSJpasr Sekolah
[APS] 16-18 .

Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs/Paket B

~Jurmiah ;Eﬂguﬂj!dl:g

perpustakaan per tahun

PRI INDIKATOR
ORITAS SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET |
TAHUN 2013 - PROGRAM (OUTCOME) EEAESANA
(1) (@) (3) 4 (5) (6)
Program Penyiapan Jumish Tenaga Pendamping Meningkat BPPKB
Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kelompok Bina Keluarga (IMP)
[IMP] /Penyediaan

mimmal 97%
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. INDIKATOR
PRIORITAS SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM [OUTCOME) :

(3) (4] (S) (B)

Meningkat

3 Peningkatan Kesehatan
" aksesibilitas dan

kualitas
pelayanan
kesehatan

Program Upaya Rasio puskesmas, paliklini
Peningkatan Kesehatan pustu per satuan penduduk 0,45
Masyarakat

asus kada
makanan

okl
Rasio posyandu per satuan

Program Pencegahan dan | Cakupan penemusn dan’
Penanggulangan Penyskit | penanganan penderita
Menular penyakit T8 BTA

Program Pelayanan Cakupan pelayanan
Kesehatan Penduduk kesehatan rujukan pasien

Miskin masyarakat miskin

Minimal ‘
105,56 %

e e R iy e TR TR - e = - -
Program Pengadaan, Jumilah Rumah sakit
Peningkatan Sarana dan terakreditasi dengan 12 jenis
Prasarana Rumah pelayanan minimal
Sakit/Rumah Sakit :

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata
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Peningkatan Pelayanan

PRIORITAS INDIKATOR
i — SKPD
NO | PEMBANGUNAN | URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
(3) (4] (S)
- - epusser masyerak -
) bt i ST
7 S 3
A - Fd el s e Y o R i :
- Program Kemitraan Meningkatkan layanan nakes Meningkat

profesional

Kecehatan
g Kupar ngan 5
rsalin ! a
le sehatan
petensi
e i L B s
Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
T i Kelanne —— = = ‘,,:__,__,_T""_""'"— ) IR TSI
: Piahs e
Cakupan kunjungan bayi Minimal 65 %
— — -
Progrem Mangjemen den | Rasio Rumah Sakit per Minimal Dinkes, i;-ISUD i
Kebijakan Pembangunan satuan penduduk 0.02
Kesehatan
] A§ AP
Program Pengembangan Rasio tenaga medis per Minirmal
Sumber Daye Manusia satuan penduduk 1,74
Kesehatan
e L,.;rf&'%v : &
Program Peran Serta Jumlah KB mandiri
dalam Pelayanan KB, KS
yang Mandiri
Fiid
ek
Program PIK - KRR BPPKB
T
= 3 :
bl 3 P S e
Partisipasi perempuan di 80%
lembaga swasta
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e
lw.;
L

PRIORITAS INDIKATOR
. T O T SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 : PROGRAM (OUTCOME)
(1) (2] (3) (4) (S) (8)
Penyelesaian pengaduan 100%

F Program Rehabilitasi dan

perlindungan perempuan dan
anak deri tindakan kekerasan

asio KDRT

Persentase |urnlahr,enaga . D%
kerja dibewah umur

Program Keluarga
Berencana

e e o

Program Pembaunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan

Rasio pnjang jalan
Pemeliharaan Prasarana rusak/total panjang jalan

dan Fasilitas LLAJ

Udara

e
SR

mgra_m pen!nn dan Pengadaan marka
pengamanan lalu lintas jalan,pagar, rambu

e i

el rieadii ] s |0
Kepemilikan KIR angkutan
umum

T
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INDIKATOR
PRIORITAS : s SKPD
NO PEMBANGUNAN | URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM [OUTCOME)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 Peningkatan Ketahanan Pangan

ketahanan

pangan dan

kemandirian

pangan

Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan

Progm peningknl:un

produksi
per':anian/pehunan

Program penmg =
produksi hasil peternakan

= T e PR I AT T

Progra penunt.an
penerapan teknologi
peternakan

Produktivitas hasil pertanian
per satuan luas

e

Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan
terhadap PDRB

awija) terhade
Kontribusi sektor
perkebunan [tanaman karet)
terhadap PORB

1t3
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PRIORITAS b iy SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM [OQUTCOME)
(1) (2) (3) (4] (S) (8)
| Diversivikasi tanaman Meningkat
| perkebunan berorientasi
| pasar
7 w Menurt "‘f?i 5 ‘
i Hoais .-:%&3'&:-._:*_ ol e g
Program Peningkatan Rasio lehan produktif Meningkat
Pemanfaatan Potensi
Lahan )
= "_""ﬂl:ri'iﬁ B, = .v F = _ o
R L i
e o et fits
Cakupan bina kelompok 100%
petani
srsedionys kecu - - 5T
= S
Program Peningkatan Jumlah peserta pelatihan Meningkat Bapemas
Keberdayaan Masyarakat | ketrampilan tiap desa
Pedesaan
= pt 7 =P ==
PRK aktif Minimal
Sesuai dg
Kondisi saat
ini
= o
Program Peningkatan Jumlah den jenis pelatihan Meningkat Bapemas
Kapasitas Kelembagaan untuk aparatur pemerintah
Pemerintah Desa desa
----- memiliki APJMDes Meningkat
7 Gz 5 Peningkatan Koperasi dan Usaha
investasi dan Kecil Menengah :
ekonami
masyarakat
T — o e
a3 g
218 R
Program Peningkatan Persentase koperasi aktif Meningkat Diskop
! Kuelitas Kelembagaan
e Koperasi M )
: Program Peningkatan Jumlah pelatihan bagi SDM Meningkat Diskop
Sumber Daya Manusia UKM
UKM (Usaha Kecil
Menengsh}]
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PRIORITAS
PEMBANGUNAN
TAHUN 2013

URUSAN, PROGRAM

INDIKATOR SKPD
INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
PROGRAM [OUTCOME)

Al el TR

Program Pengembangan
Sumber Daya Usaha Kecil
Menengah [UKM)] yang
Mandiri

Prugrm Psningkaw ;
Promosi den Kerjasama

Program Penyiepan
potensi sumberdaya,
sarana dan prasarana
deersh

F’mm Pmembangan
Kemitrean

ngrem pemberdayaan

ekonomi masyarakat
pesisir

i 1%
Program Pengembangan
Jaringan Infrastruktur
Usaha Kecil dan
- Menengah

KM i ; ; 3
Jumlah BPR/LKM _

: uku pandun investasi
deerah

_‘ o~ 5 gl_?j e - - x

Jumlah 10U dengan
perusahaan pada industri
pariwisata

Kanlaut

pendpatan per kap
masyarakat pesisir
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INDIKATOR
PRIORITAS — — SKPD
NO | PEMBANGUNAN | URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 . PROGRAM [OUTCOME)
._!" -a'
® PSR
Bk | Ry | L At
Jumlah dan jenis penyuluhan Meningkat
di daerah pesisir
1 Juml S sialisas . B0O2
ag
S 28 3 e I
: gy e R

Program peningkatan Jumlah penyuluhan budaya Meningkat

kegiatan budaya kelautan kelautan dan wawasan

dan wawasan maritim maritim kepada masyarakat

kepada masyarakat
= T =
E 5 Me.ningkar.

Program pengembangan Cakupan bina kelompok ' Meningkat

sistem Penyuluhan nelayan

perikanan
iCal & 7= i

e 5
e SRR

Program pengembangan Jumieh kewasan budidaya Meningkat Diskanlaut
kawasan budidaya laut, air | laut, &ir payau dan air tewar
payau dan air tawar
- = ,
- = Program Identifikasi fjin Jurriah ijin usaha perikanan Meningkat Diskanlsr.n:ﬁ
Useha Perikanan Bidang
Usaha Tangkap, Budidaya,
dan Pengolehan Hasil
Perikanan
. Program Peningkatan Kontribusi sektor 4,840,867 Dis"parindag
Efisiensi Perdagangan Perdegangan terhadap
Dalam Negeri PDRB
e )
:‘\;:. e , 58 .h
m Pengembangan | Kontribusi sektor I[KM Minimal 1 Disperindag
Industri Kecil den terhadap PDRB
Menengah
@erubafian RKPD Tahun 2013

A
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INDIKATOR
PRIORITAS - SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM [OUTCOME)

(3)

rm Pmngkce
Kemampuan Teknologi
Industri

% ot T Y
Diseminasi informasi produk
yang aman

Jumlah benda, situs den
kawasen cager budaya yang
dilestarikan

Evaluasi Pelaporan !aporaaluas:
Keanekaragaman Budeya | Keanekaragaman Budaya

Sarana penyelenggaraan
seni dan budaya

Pengean Bda. Situs dan Kawasan
Kekayaan Cagar Budeya Cager Budaya yang
dilestarikan

Membangun Kemitraan
Pengelolaan Kebudayaan
Antar Daerah

Pemuda dan Olah Raga

Minimal
kepemudeaean Sesuai dg

Kondisi saat
ini

@erubafan RKPD Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur
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Sarana dan Prasarana

Aparatur

T Program Pmmgn

Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

ubungan

prasarana aparatur yang
memadai

Jumlah F'end|d1n
pelatihan nakes

PRIORITAS INDIKATOR SR
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 PROGRAM [OUTCOME) rESARINE
(1) (2] (3) (4] (S) (6]
S 31
e ;
Program Pengembangan | Jumlah gedung olahraga 3 Disporpar
dan Pembinaan
Organisasi Kepemudaan
Pemuda dan Olahraga
Al .
- balai rermaja per 1030 Minimal
penduduk remaja Sesuaidg
Kondisi saat
ini
TR Al - e
B s
8 Peningkatan
Kapasitas
pemerintahan
[capacity building)
Program Pelayanan .Indeks kébuasan layanan Meningkat . .Dis.dik
Administrasi Perkantoran | masyarakat
e i Pl
Program Peningkatan Jumlah Pandidikan dan Meningkat Disdik
Kapasitas Sumber Daya pelatihan bidang pendidikan
Aparatur :
Kesehatan
T '
Program Peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Dinkes, RSUD

Perubahan RKED Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur




Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

PRIORITAS
PEMBANGUNAN
TAHUN 2013

INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA

Program peningkatan

sarana dan prasarana

: i
Progrem Peningkatan
Pengembangan Sistern
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Program Pelayann
Administrasi Perkantoran

Program Peningkstan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

r-um parbaikan
sistem administrasi
kearsipan

rsm Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan 5
Kapasitas Sumber Daya

Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian

. Laporan capaian kinerja dan

Jumlah Pend

keuangan

Indeks kEFI.;&SBI'I Iayana
masyarakat

Pengelolaan arsip secara
baku

Indeks kepuasan layanan
masyarakat

ikan dan
pelatihan bidang
pemberdayaan perempuan

TS A
Dishub

@erubakan RXPD Tahun 2013

Kabupaten Kutai Timur |
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PRIORITAS INDIKATOR
s R SKPD
NO PEMBANGUNAN | URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM [OUTCOME])
(1) (@) (3) (4) (5) (6)
Progrem peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat
serana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai

gmmgkatan umlah Pnd:dikan den
Kapasitas Sumber Daya pelatihan
Aparatur

Pm Bnmgkawn
Kualites Pelayanan Publik

Program peningkatan Jumlsh pelatihan dan
kapasitas lembaga kunjungan kerja
perwakilan rakyst daerah

- Program peningkatan dan
Pengembangan
pengelolean keuangan
daerah

Tindak lar,jut temuan
sistem pengawasen inspektorat
internal dan pengendalian :
pelaksanaan kebijakan
KOH

Progm Msnginn
penenganan pengaduan
masyarakat

L g

Jumlah Perd

z |
Meningkat

Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan bidang
pemerintahan umum

Perubahan RKED Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur
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gram Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Perijinan

Program Peningkatan
Kesadaran Hukum den
Hak Asasi Manusia

Program Koordinas
Sinkronisasi, Fasilitasi dan
Evaluasi Bidang
Perekonomian

r'ugr'em Pemaa
Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan
Pelayanan Ritual/
Keagamaan

Program Penelitian dan
Pengembangan

Penyusunan dan
Pengumpulan

Dats/Informasi
Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan

PRIORITAS INDIKATOR
NO | PEMBANGUNAN | URUSAN, PROGRAM e ETRATOR KNERR = SR
ARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM [OUTCOME)
(1) (2) (3) (4) (5) (8)
- .\..,.. T o PTG - P —
e [ T o A : e ey
Serapan anggaran
m:‘a TS B d, P— =
g : Méningkat
Program Peningkatan _Jumlah MOU dengan Meningkat F .
Kerjesama dengan Lembaga dan atau
Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri
Pemerintah Luar Negeri

Resio pengajuan
perijinan/ perijinan yang
diterbitkan

dan HAM

Peningkata
ekonomi

kb e e Sl ddd

Peserta Lnrnbé MTG

lg\laﬁ-ﬁg,,‘ = T

N,

Jumlah Widyaiswara

Jumlah riset

anya standarisasi harga
satuan dacar

Kabupaten Kutai Timur
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INDIKATOR
PRIORITAS . SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM [OUTCOME])
(1) (2) 3] (4) (5) (6)
Sosial

Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur

%,

Program Peningkatan

Pelaporan Capaian
Kinzrja dan Keuangan

PR

rak
ﬁ%s;a%y“;ﬁ B
Cakupan sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai

Pengembangan Sistem

Laporan capaian kinerja dan
keuangan

Meningkat

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

S

aiad -
Indeks kepuasan layanan
masyarakat

Meningkat

Program peningkatan
kapasitas sumber daya

Perdagangan, Industri

Program Peningkatan
Serana dan Prasarana
Aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

it =

skupan seranadan
Jpens :

JUI‘I‘I|B|"I Pendid{kan dan
pelatihan bidang
ketenagakerjaan

Cakupan sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai

P

Jumlah Pendidikan dan
pelatihan bidang industri dan
perdagangan

Meningkat

Cakupen sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai

Laporan capaian kinerja d
keuangan

B TR

Disperindag

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur |
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INDIKATOR
PRIORITAS —— SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM (QUTCOME])
(3) (4) (S) (E)
i S e T e e 1 e AL T
Penanaman Modal

Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur

ke vl
Cakupan sarana dan
prasarana aparatur yang
mermadai

Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur

ngm peningkatan '
~sarana dan prasarana
speratur

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Meningkat dan
Keuangan

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

gmm pamngkan
disiplin aparatur

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja den Keuangan

Progrern Pelayanan
Administrasi Perkantoran

e
Jumlah Pendidikan dan
pelatihan bidang penanaman
modal

fn
e,

upem serana den
prasarana aparatur yang
memadai

Laporan capaian kineu-jaan
keuangan

Indeks kepuasan layanan
masyarakat

Laporan capaian kinerja dan
keuangan

s

Meningkat

Ly

Meningkat

Meningkat

Meningkat

L

.

Distan, Disbun

Kabupaten Kutai Timur _
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PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
(1) () (3) (4) 5) 6
Program Peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat BKPP
Kepasitas Sumber Daya pelatihan bidang ketahanan
Aparatur pangan
G n aporan capaian kinerja dan - || Vi S EKPRL ]
< i
- Pemberdayaan
Masyarakat
0 ) ndeks kepuasen lays ;
@syarakat:. .
: Program peningkatan I::akuﬁ;ﬁ.sara.na dan

1 Pr'og Ps

sarana dan prasarana
aparatur

Kesatuan Bangsa dan
Politik

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Prngm pemngkan
kapasitas sumber daya
aparatur

Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan layanan

prasarana aparatur yang
memadai

2 : 5
Cakupan sarana dan Bakesbang
prasarana aparatur yang

memadai

Meningkat

Jumah Pndidikﬂn dan
pelatihan bidang kesbangpol

masyaraksat

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Panaan
Pembangunan

Jumlah Pendidiken dan
pelatihan bidang pekerjaan
umum




Bab IV Prioritas dan Sasaran @embangunan Daerah

PRIORITAS INDIKATOR ——
NO PEMBANGUNAN | URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET |
PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM (OUTCOME) S
(1) @) (3] (4) (5) (8]
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Bappeda

sarana dan prasarana
aparatur

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Program peningkatan
kapasitas sumber daya

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Pmrem Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Energi dan Sumberdaya

Mineral

F'rogre inlxn
sarana dan prasarana

prasarana aparatur yang
memadai

Laporan capaian kiria den
keuangan

kupan serana dan
prasarana aparatur yang
memadai

Laporan capaian kinar'jan
keuangan

Indeks kapuaslayanan
masyarakat

Cakupan sarana dan
prasarana aperatur yang

Meningkat

@erubahian RKPD Tahun 2013

Kabupaten Kutai Timur
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PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2018 PROGRAM [c;(.l%oma A PELAKSANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6]
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Distamben
Pengembangan Sistem keuangen
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

—-— S
: Program Pelayanan : Indeks kepuasan layanan

Administresi Perkantoran | masyerakat
- - mg — —— —
o
e ; . i
Program peningkatan Jumlah Pendidiken dan Meningkat Disporpar
kapasitas sumber daya pelatihan bigang kebudayaan,
aparatur pemuda dan olsh raga,
pariwisata
Program Peningkatan Kegiatan oembinaan "Minimal Bakesbang
Keamanan dan terhadap LSM, Ormas dan Sesuai dg
Kenyamanan Lingkungan | OKP Kondisi
Eksisting
e
' Jumleh Linmes per Jumlah Meningkat
10.000 Penduduk
Program pemberdayaan Kegiatan peml‘,-tin.aan . Minimal Eakesb.ang
masyarakat untuk terhadap LSV, Ormas dan Sesuai dg
menjaga ketertiban dan OKP Kondisi
keamanan Eksisting
gsEn [
: o
Program Penataan Kepemiliken KTP Minimal 80
Administresi %
Kependudukan
Ketersediaan c!mbe
<ependudukan skala
kabupaten

Kabupaten Kutai Timur
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Leinrye

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah

Program F'aangunen
Infrastruktur Perdesaan

“Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Umum

Rasio tempat pernhuanan
sampeh (TPS) per satua

penduduk -

Rasio tempat ibadah per
satuan (seribu) penduduk

PRIORITAS INDIKATOR S
!\N:l PEMBANGUNAN | URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM (OUTCOME]
(1) (@) (3) (4) (S) (8)
: —— -
B | B ;
Rasio penduduk ber KTP per Minimal 80
satuan penduduk 9%
7 e ! gﬁ s 2 4
,mr%.\ e i
Program Pembangunan Panjang jalan yang memiliki Minimnal DPU
Saluran trotoar dan 015
Drainase/GorongGorong | drainase, saluran
pembuangan air (minimal
15m)
g Kbz T
: Rasio Jaringan Irigasi 7%
5
Program Pengembangan, | Sempadar s.un.gai yang B8%
Pengelolaan, dan dipakai bangunan liar
Konservasi Sungei, danau
dan Sumber Daya Air

Minimal B85
%

Minimal 80%

@erubahian RKED Takun 2013
Kabupaten Kutai Timur
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INDIKATOR
himtiidon . " SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM INDIIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM (OUTCOME)
(3) 4 (5)
eEotorpo pomsteman | Sesua

Program Pembangunan
Jalan

Program Pembangunan.
Jembatan

L

Pro“aor-si.panjang ia.r‘inga.n
jelan dalam kondisi baik

alui: - 0.0C
Jurmiah 'jem.bat.ai': Qang Meningkat DFPU
dibangun
Fanjeng jlenyang diper

R

Jumiah ieﬁ-nhal:an yang

diperbaiki
= ';!m e e -
o 2o Ep
Pembangunan Sarana Rumah tangga pengguna air 75.44 z oPU
Dan Praserana Air Bersih | bersih
Kecamatan
7 T s =
i i
i ; el
DAK Subbidang Air Rumah tangga pengguna air Meningkat DPU
Minum Kabupaten / Kota | bersih
o B e %
0y XN
Perumahan
TR e i
"3;5. s ‘| ¥
Jumiah personil pemadam Meningkat
kebakaran
eem i —
Pem:agn Ruang i
T T mir 5
e L)

Program Pengendalian Resio bangunan ber-IMB per | naik minimal BPLTR
Pemanfaatan Ruang satuan bangunan 10%

Ketaatan terhadap RTRW 100% )
Program Pengembangan | Tersusunnya Simreda . Ads '
data/informasi

Perubahian RKPD Tahun 2013 -

Kabupaten Kutai Timur
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PRIORITAS : INDIKATOR
— — SKPD
NO | PEMBANGUNAN | URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM (OUTCOME)
(1) @ (3) (4) (5) (6)
Tersedianya dokumen’ Ada
perencansan RPJPD yg telah
ditetapkan dgn PERDA

o

. Penjabaran Program RPUMD | da I
kedalam RKPD
FTETIIITE AT E "

Program perencanaan 1 rcapainya kina hndang
sosial budaya sosial budaya

F‘r‘ogm nbangan
Kinerja Pengelolaan
Persampshen

Program Pengendalian Pengendalian potensi

Pencemaran dan sumber pencemaran air
Perusakan Lingkungan
Hidup

Sampling pemantauan
kualites air sungai dan danau
secara berkala pada periode
musim hujan dan kemarau

Progrem Rehabilitasi dan | Lokasi eks tamban
Pemulihan Cadangan telgh direklamasi

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur
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PRIORITAS INDIKATOR
NO | PEMBANGUNAN | URUSAN,/ PROGRAM —— Y SKPD
T B L

(1) (2) (3) (4) . (5) (8)
Pengelolaan kualitas air Ada
[penetapan kelas air)

: ] ows: ™ :

o ! b ‘* _'z“k iy
kerusakan kawasan Meningkat

konservasi yang terpulihkan

Program Pengambangan
Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alsm dan
Lingkungan Hidup

Lingkungan Sosial

Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunean dan
Pemanfaatan Tanah

ram Penfatan
Potensi Sumber Daya
Hutan

n ungda
konservasi sumber daya
hutan

I‘B embangun
dan Eveluasi Hutan

dSumberdaya
Mineral

Reah e

Cakupan pengawasan
terhadap pelsksenaan amdal

konservasi yang dikelola
rmasyaraxat

Pe r'éent.aé.e luas. .re .|.'I.BI'I
bersertifikat

Kontnbusiekr.ur kaurana ;
terhadap PDRB

ey = T B

Kontribusi sektor
pertambengan terhadap
PDRB

Minimal 80 %

Naik Minimal |
10%

- R
Dishut
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PRIORITAS
PEMBANGUNAN
TAHUN 2013

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

SKPD

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM [OUTCOME]

TARGET PELAKSANA

Pgrem Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Migas

Sinkronisasi Pajek Air
Bawsh Tanah dan Air
Permukean

' Program Evealuasi

Cadangan Batubara
Kabupaten Kutai Tim

Program ebangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa

Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi

Penctapan Topal Batas
Kabupaten

Pengsaan Sumber Day
Alam deerah perbatasan

Peninkatan akses pasar
di daersh perbatasan

Pungutan pajek air bawah
tanah dan air parmuakean

Dokumen hasil evaluasi
cadangan Batubara

Terbentuknya Yomisi
informasi publik

Pemanfautan teknologi
informasi

e, Lo
Adanye batas wilayah yang
jelas sesuai dengan
ketentuan hukum yang
berlaku

T

emunfan oleh
masyarakat perbatasan

Terbangunnya pa di
daerah perbatasan

Meningkat

Kabupaten Kutai Timur
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INDIKATOR
PRIORITAS ) i » SKPD
NO | PEMBANGUNAN | URUSAN,/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA
TAHUN 2013 PROGRAM [OUTCOME)
)] (2) (3) (4] (5) (6]

Perubahan RKPD Tahun 2013

Kabupaten Kutai Timur




Ba’ V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta instansi vertikal lainnya wajib
menerapkan prinsip efisien, eféktif. transparan, akuntabel dan partisipatif dalam
pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD] Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015, dalam
rangka mewujudkan ‘GERBANG TAMAN MAKMUR"[Gerakan Pembangunan,
Pemerataan dan Kemandirian Masyarakat Kutai Timur) pada tahun 201 3 ditetapkan
12 [dua belas) Agenda Pembangunan, yaitu:

. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman

1
2
3
4
5. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
6. Peningkatan pembangunan pedesaan

7. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

8. Peningkatan kapasitas pemerintahan (caoacity building)
9. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

1

0.Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta
lingkungan hidup

11.Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

12.Pengelolaan kawasan perbatasan (Ainterlanad)

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan
pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti luas),
infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri
atas:

a). 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu :
1) Pendidikan;

2] Kesehatan;

3) Pekerjaan Umum;

4) Perumahan;

8] Penataan Ruang.

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kabupaten Kutai Timur .
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B) Perencanaan Pembangunan;

7) Perhubungan;

8] Lingkungan Hidup;

9) Pertanahan;

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12) KB dan Keluarga Sejahtera;

13) Sosial;

14] Ketenagakerjaan; |

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

18) Penanaman Modal Daerah;

17) Kebudayaan

18) Kepemudaan dan Keolahragaan;

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

20) Pemerintahan Umum, otonomi Daerah, Administarsi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

21). Ketahanan Pangan

22). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

23]). Statistik

24). Kearsipan;

25). Komunikasi dan Informatika

26). Perpustakaan

b). 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :
1] Pertanian;
2] Kehutanan;
3) Energi dan Sumberdaya Minér‘al:
4] Pariwisata;
8] Kelautan dan Perikanan;

6) Perdagangan;

7) Perindustrian;

8] Ketransmigrasian.

Selanjutnyaurusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk perubahan

rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif tahun 2013 diuraikan

sebagai sebagai berikut:

Perubahan RKPD Takbun 2013
Kabupaten Kutai Timur
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BAB VI
PENUTUP

6.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD]di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian
target dan sasaran RKPD 2013 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga
pemerintah, masyarakat.dan pemangku kepentingan [stakeholders) melalui rencana
kerja (Renja) SKPD Tahun 2013. Selanjutnya Perubahan RKPD tahun 2013
merupakan pedoman dalam penyusunan Raricangan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara [PPAS)
Perubahan Tahun 2013.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam
kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnye keterpaduan dan sinkronisasi antar
kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar
program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan
tugas pokok dan fungsi yang melekat pada rnasing-masing SKPD, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timuragar
melaksanakan program-program dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD) Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban
untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain:
a)] gambaran pelayanan SKPD; '
) isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
c) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
) Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif; dan
e) Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2045;
3. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara pemerintah
Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
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4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, Badan Perencanaan
Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkewsajiban untuk
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun

kegiatan pembangunan tahun 2013.

6.2 KAIDAH-KAIDAH PENDANAAN PEMBANGUNAN

Aspek pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 ini
tidek saja mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga
masyarakat dan swasta, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam
skema kemitraan.

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2013

ini antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya
intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh
pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi
peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.

3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan
pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah
dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan  upaya

peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber

keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

a. Peningkatan penggalian pendapatan daerah melalui intensifikasi dan
eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah
Pusat.

c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan
masyarakat dan swasta.

2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektifitas, akuntabel dan

transparan.
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b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten

dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga-lembaga donor.

Q

. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten.

o

. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.

]

. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat.

BUPATI KUTAI TIMUR,
\__
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